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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-
Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
ditujukan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para
pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
dalam kurun waktu tahun 2024. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para
pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi
DKl Jakarta dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara objektif dan transparan serta
mengungkapkan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas,
fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian
kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2024. Semoga LKIP
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi seluruh
jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi kinerjanya dan
dapat menjadi masukan maupun umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan
kinerja dimasa mendatang.

Jakarta, 30 Januari 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah K
Ibukota Jakarta,

\ ~‘f'N§;jr;u' ah Matali
NIP 19651127 1996031003
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EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan kinerja dalam
mencapai tujuan Rencana Strategis baik keberhasilan maupun kegagalan dan
juga sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan
sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2024, Sekretariat Dareah
Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi
capaian indikator dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2024.

Dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah dengan 1 tujuan dan 5 sasaran
yang diturunkan melalui 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator
sasaran strategis, 8 (delapan) sasaran khusus dengan 8 (delapan) indikator
sasaran khusus dan 3 (tiga) sasaran operasional dengan 3 indikator sasaran
operasional, dimana terdapat 3 indikator sasaran yaitu Skor EKPPD, Indeks
Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Nilai PMPRB
Provinsi DKI Jakarta yang nilai / skornya belum dikeluarkan oleh instansi terkait,
sehingga capaian atas indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung ataupun
dibandingkan dengan target Nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian realisasi
anggaran dari 7 program yang ada pada Sekretariat Daerah adalah sebesar
96,51%, dimana jumlah seluruh anggaran yang dikelola adalah sebesar
Rp.1.387.146.356.821,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp.
1.338.691.124.995,00.

Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa secara umum
Sekretariat Daerah dapat mencapai sasaran kinerja dan melaksanakan program
sesuai dengan rencana kerjanya dan diharapkan dapat menjadi bahan penilaian

atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja
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BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN MANFAAT
1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi
negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat
maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan tata
kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya,
sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib
mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat
reformasi birokrasi sebagai wujud good governance dengan prinsip
pemerintahan yang bersih, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Wujud good governance tersebut dilakukan melalui peningkatan
aparatur negara yang berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, kompeten dan
beretika yang semuanya mengarah pada upaya pemerintah dalam
meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Sebagai  wujud
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti
pentingnya akuntabilitas kinerja maka salah satu wujud upaya untuk
mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut adalah dengan
penyusunan Laporan Akuntabilitias Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan
demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali,
alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Secara umum Laporan ini merupakan naskah pertanggungjawaban kinerja
suatu instansi atas Rencana Strategis maupun rencana tahunan yang telah
disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui
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keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat. Dalam pandangan yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik,

sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan yang antara

lain adalah:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan yang mewajibkan Seluruh Instansi
Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kemampuan menjalankan sumber daya yang dimiliki.

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kerja
Kinerja Instansi Pemerintahan mengacu pada RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Rl Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja
Pemerintah Daerah

- Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dan Manfaat

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Sekretariat Daerah adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam
satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator
sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan dari

penyusunan LKIP adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas
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kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam rangka

mempertanggungjawabkan kinerja sehingga dapat menjadi acuan dalam

upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Manfaat penyusunan dokumen LKIP:

a. Sebagai dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan,
sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Sebagai laporan pertanggung jawabkan atas keberhasilan dan kegagalan
organisasi.

c. Mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

d. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan perencanaan dan
kinerja di masa mendatang.

e. Memotivasi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan
efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga
dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

dan Rencana Kerja.

B. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

1. Struktur Organisasi
Susunan organisasi struktural Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
1) Biro Pemerintahan, terdiri atas:
a) Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kapasitas
Daerah; dan
b) Subbagian Tata Usaha
2) Biro Hukum, terdiri atas:
a) Bagian Peraturan Perundang-undangan | yang membawabhi
Subbagian Tata Usaha;
b) Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
c) Bagian Advokasi Hukum; dan
d) Bagian Pelayanan Hukum;
3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang membawahi Subbagian
Tata Usaha

4) Biro Kepala Daerah, terdiri atas:



5)

a)

b)

d)

Bagian Administrasi Kepala Daerah, terdiri atas:
(1) Subbagian Administrasi Gubernur;

(2) Subbagian Administrasi Wakil Gubernur;
(3) Subbagian Pelayanan Tamu;

Bagian Protokol, terdiri atas:

(1) Subbagian Protokol I;

(2) Subbagian Protokol II; dan

(3) Subbagian Protokol Il;

Bagian Persidangan, terdiri atas:

(1) Subbagian Persidangan I;

(2) Subbagian Persidangan II; dan

(3) Subbagian Jamuan,;

Bagian Naskah Dinas, terdiri atas:

(1) Subbagian Pengetikan dan Penaklikan; dan
(2) Subbagian Tata Usaha;

Biro Umum dan Administrasi, terdiri atas:

a)

b)

d)

Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:

(1) Subbagian Bangunan Gedung;

(2) Subbagian Jaringan Listrik; dan

(3) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi;

Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan, terdiri atas:

(1) Subbagian Pengamanan Dalam;

(2) Subbagian Pelayanan Balaikota; dan

(3) Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan;

Bagian Administrasi Sekretaris Darah dan Deputi Gubernur, terdiri

atas:

(1) Subbagian Administrasi Sekretaris Daerah;

(2) Subbagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten; dan

(3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah;

Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri

atas:

(1) Subbagian Keuangan; dan

(2) Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset



b. Asisten Perekonomian dan Keuangan, terdiri atas:
1) Biro Perekonomian dan Keuangan yang membawahi Subbagian Tata
Usaha
2) Biro Kerja Sama Daerah
a) Bagian Kerja Sama Dalam Negeri;
b) Bagian Kerja Sama Luar Negeri;
c) Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga; dan
d) Bagian Perjalanan Dinas, terdiri atas:
(1) Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas; dan
(2) Subbagian Tata Usaha;
c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
1) Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang membawahi
Subbagian Tata Usaha;
d. Asisten Kesejahteraan Rakyat
1) Biro Kesejahteraan Sosial yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
dan
2) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang membawahi Subbagian
Tata Usaha;

e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pada Sekretariat Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas atau fungsi sesuai dengan pembidangannya, yang
merupakan Kelompok serta Sub kelompok pada bagian dan kelompok, terdiri
atas:

a. Biro Pemerintahan
1) Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
a) Sub kelompok Otonomi Daerah, Otonomi Khusus dan Sinkronisasi
Urusan
2) Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

a) Sub kelompok Pembinaan Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

b) Sub kelompok Penataan dan Pengembangan Wilayah

c) Sub kelompok Lembaga Kemasyarakatan

3) Kelompok Tata Praja
a) Sub kelompok Tata Praja |
b) Sub kelompok Tata Praja Il



c) Sub kelompok Tata Praja Il
4) Kelompok Pengaduan
a) Sub kelompok Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan
b) Sub kelompok Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
c) Sub kelompok Penanganan Pengaduan Perekonomian, Keuangan

dan Pembangunan

. Biro Hukum

1) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-
undangan |

2) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan
Rakyat bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan
Perundang undangan |

3) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian
dan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan
Perundang undangan II

4) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan
dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Peraturan Perundang undangan II

5) Sub kelompok Pengundangan dan Hak Asasi Manusia bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Il

6) Sub kelompok Advokasi Hukum | bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Advokasi Hukum

7) Sub kelompok Advokasi Hukum Il bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Advokasi Hukum

8) Sub kelompok Advokasi Hukum Il bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Advokasi Hukum

9) Sub kelompok Pelayanan Hukum | bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pelayanan Hukum

10) Sub kelompok Pelayanan Hukum Il bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pelayanan Hukum

11) Sub kelompok Pelayanan Hukum Il bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pelayanan Hukum



c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

1) Kelompok Kelembagaan
a) Sub kelompok Kelembagaan |
b) Sub kelompok Kelembagaan I
c) Sub kelompok Kelembagaan IlI
2) Kelompok Analisis Jabatan
a) Sub kelompok Analisis Jabatan |
b) Sub kelompok Analisis Jabatan Il
c) Sub kelompok Analisis Jabatan Il
3) Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik
a) Sub kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik |
b) Sub kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik Il
c) Sub kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik 11l
4) Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
a) Sub kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja |
b) Sub kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Il
. Biro Kepala Daerah
1) Sub kelompok Persuratan dan Kearsipan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Naskah Dinas
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
1) Sub kelompok Program dan Anggaran bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah
Biro Perekonomian dan Keuangan
1) Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja
a) Sub kelompok Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
b) Sub kelompok Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
c) Sub kelompok Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
Perindustrian dan Perdagangan
2) Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
a) Sub kelompok Pengembangan Jaringan Transportasi dan
Perhubungan
b) Sub kelompok Pengelolaan Jaringan Transportasi dan Perhubungan

¢) Sub kelompok Penanaman Modal



3) Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
a) Sub kelompok Pangan, Kelautan dan Pertanian
b) Sub kelompok Ekonomi Daerah
4) Kelompok Keuangan Daerah
a) Sub kelompok Keuangan dan Pendapatan Daerah
b) Sub kelompok Aset dan Barang/Jasa Daerah
¢) Sub kelompok Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
g. Biro Kerja Sama Daerah
1) Sub kelompok Kerja Sama Daerah Berbatasan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
2) Sub kelompok Kerja Sama Daerah Tidak Berbatasan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
3) Sub kelompok Sinergi Instansi Pemerintah bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
4) Sub kelompok Kerja Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
5) Sub kelompok Kerja Sama Lembaga Luar Negeri bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
6) Sub kelompok Fasilitasi Korps Diplomatik bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
7) Sub kelompok Kerja Sama Perseorangan dan Data Informasi Kerja
Sama bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Pihak
Ketiga
8) Sub kelompok Kerja Sama Perguruan Tinggi, Yayasan dan lembaga
lain bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Pihak
Ketiga
9) Sub kelompok Kerja Sama Badan Usaha bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
10) Sub kelompok Administrasi Perjalanan Dinas bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Perjalanan Dinas
h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
1) Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
a) Sub kelompok Bina Marga dan Infrastruktur Transportasi

b) Sub kelompok Sumber Daya Air



c) Sub kelompok Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2) Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan
a) Sub kelompok Pengendalian Ruang dan Pertanahan
b) Sub kelompok Pemanfaatan Ruang
¢) Sub kelompok Bangunan Gedung
3) Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
a) Sub kelompok Lingkungan Hidup
b) Sub kelompok Kebersihan
¢) Sub kelompok Ruang Terbuka Hijau
4) Kelompok Pembangunan Kota
a) Sub kelompok Pemantauan Program Pembangunan
b) Sub kelompok Pengendalian Penyelesaian Kewajiban
I. Biro Kesejahteraan Sosial
1) Kelompok Kesehatan
a) Sub kelompok Kesehatan Masyarakat
b) Sub kelompok Pelayanan Kesehatan
c) Sub kelompok Pengendalian Masalah Kesehatan
2) Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga
a) Sub kelompok Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
b) Sub kelompok Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
¢) Sub kelompok Kepemudaan dan Olahraga
3) Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
a) Sub kelompok Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
b) Sub kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
j.  Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
1) Kelompok Pendidikan
a) Sub kelompok Pendidikan Dasar
b) Sub kelompok Pendidikan Menengah
¢) Sub kelompok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2) Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
a) Sub kelompok Kebudayaan
b) Sub kelompok Perpustakaan dan Kearsipan



3) Kelompok Mental Spiritual
a) Sub kelompok Lembaga Mental Spiritual
b) Sub kelompok Prasarana dan Sarana Mental Spiritual

c) Sub kelompok Kegiatan Mental Spiritual

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dijelaskan sebagaimana berikut

SEKRETARIS DAERAH
]
|

| | |
ASISTEN ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
KEUANGAN LINGKUNGAN HIDUP RAKYAT

BIRO BIRO L BIRO BIRO
N PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN
DAN KEUANGAN LINGKUNGAN HIDUP SOSIAL

BIRO PENDIDIKAN
BIRO HUKUM BIRODKEER:RQSAMA DAN MENTAL
SPIRITUAL

ini:

BIRO ORGANISASI
DAN REFORMASI
BIROKRASI

BIRO KEPALA
DAERAH

BIRO UMUM DAN
ADMINISTRASI
SEKRETARIAT
DAERAH

Bagan I.1 Bagan Struktur Sekretariat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagan diatas, bahwa Sekretariat
Daerah terdiri dari 10 Biro dengan unit kerja struktural serta nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas atau fungsi tertentu. Terkait dengan Bagan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah untuk masing-masing Biro akan dijelaskan

tersendiri dalam lampiran 1.
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2. Kedudukan

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan
tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

3. Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian
dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah dan pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dipimpin
oleh Sekretaris Daerah, dimana tugas dari Sekretaris Daerah adalah sebagai
berikut:

a. Mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah;

Mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerabh;

. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur; dan

-~ o o o

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretaris Daerah.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten
Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Rencana Kerja dan
Anggaran Sekretariat Daerabh;

b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah;

c. Penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerah;

d. Pengordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta;
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e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta oleh PD;

f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD;

g. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada
instansi;

h. Penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi,
dan kerja sama daerah;

I. Penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

J. Penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;

k. Pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan

|. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Posisi dan peranan perangkat Sekretariat Daerah didalam membantu
Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh perangkat daerah, merupakan posisi yang sangat
strategis. Dalam implementasi benchmark position dan benchmark job Sekretariat
Daerah tersebut adalah Mengelola Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju

Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kompeten.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menunjang Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 549 pegawai per 31 Desember 2024
yang terbagi kedalam 10 Biro dimana rentang usia 41-45 menduduki rentang usia
dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 117 pegawai, sementara
rentang usia 21-25 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai paling sedikit

yaitu sebanyak 9 pegawai.
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Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah
per 31 Desember 2024
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Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia
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Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia
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Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan
Pendidikan
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Grafik 1.3 Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana
Strata 1 (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 298 pegawai, diikuti oleh Sarjana
Strata 2 sebanyak 136 pegawai, pegawai berpendidikan SLTA sebanyak 71
pegawai, pegawai berpendidikan D3 sebanyak 39 pegawai, serta pegawai
berpendidikan Strata 3 sebanyak 5 orang sebagaimana dijelaskan dalam Grafik
1.3 diatas.

. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Inspektorat telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang menjelaskan 4 (empat) komponen yang menjadi
sasaran evaluasi. Hasil evaluasi Inspektorat menunjukkan bahwa capaian atas
implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 yang
dievaluasi pada tahun 2024 mendapat nilai sebesar 87,55 dengan predikat A

kategori Baik. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil
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evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat

Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta rekomendasi Inspektorat sebagaimana tabel

berikut ini:

Tabel I.1

Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Tahun 2023

Komponen

Hasil Evaluasi

Rekomendasi

Penilaian
1. Perencanaan
Kinerja

Belum terdapat bukti dukung yang

memadai atas upaya-upaya yang

telah dilakukan untuk pemenuhan

kriteria, dan memastikan bahwa:

a. Telah terdapat perbaikan /
penyempurnaan dokumen
Perencanaan Kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis
perbaikan kinerja sebelumnya.

b. Telah memahami dan peduli,
serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang telah
direncanakan

Agar para kepala Perangkat Daerah
menunjukkan upaya-upaya yang
telah dilakukan disertai dengan
bukti dokumen pendukungnya
untuk memastikan bahwa:

a. Telah dilakukan perbaikan /

penyempurnaan dokumen
Perencanaan Kinerja
sebelumnya.

b. Telah dilakukan pemahaman
dan peduli, serta berkomitmen
dalam mencapai kinerja yang
telah direncanakan.

2. | Pengukuran
Kinerja

Belum terdapat bukti dukung yang

memadai atas upaya-upaya yang

telah dilakukan untuk pemenuhan
kriteria, dan memastikan bahwa:

a. Terdapat pedoman teknis
pengukuran kinerja dan
pengumpulan data kinerja.

b. Terdapat Definisi Operasional
yang jelas atas kinerja dan cara
mengukur indikator kinerja.

c. Terdapat mekanisme yang
jelas terhadap pengumpulan
data kinerja yang dapat
diandalkan.

Agar para Kepala Perangkat Daerah

menunjukkan upaya-upaya yang

telah dilakukan disertai dengan
bukti dokumen pendukungnya
untuk memastikan bahwa:

a. Telah memiliki pedoman teknis
pengukuran kinerja dan
pengumpulan data kinerja.

b. Terdapat Definisi Operasional
yang jelas atas kinerja dan cara
mengukur indikator kinerja.

c. Terdapat mekanisme yang jelas
terhadap pengumpulan data
kinerja yang dapat diandalkan

3. | Pelaporan
Kinerja

Belum terdapat bukti dukung yang
memadai atas upaya-upaya yang
telah dilakukan untuk pemenuhan
kriteria, dan memastikan bahwa:

a. Dokumen Laporan Kinerja
telah menginfokan analisis dan
evaluasi  realisasi  kinerja
dengan target tahunan.

b. Dokumen Laporan Kinerja
telah menginfokan analisis dan
evaluasi realisasi kinerja
dengan target jangka
menengah.

c. Dokumen Laporan Kinerja
telah menginfokan analisis dan

Agar para Kepala Perangkat Daerah

menunjukkan upaya-upaya yang

telah dilakukan disertai dengan
bukti dokumen pendukungnya
untuk memastikan bahwa:

a. Laporan Kinerja telah
menginfokan analisis  dan
evaluasi realisasi kinerja dengan
target tahunan.

b. Laporan Kinerja telah
menginfokan  analisis  dan
evaluasi realisasi kinerja dengan
target jangka menengah.

c. Laporan Kinerja telah
menginfokan analisis dan
evaluasi realisasi kinerja dengan
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KomPo'nen ‘ Hasil Evaluasi Rekomendasi
Penilaian
evaluasi realiasi kinerja dengan realisasi kinerja bertahun-tahun
realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
sebelumnya. d. Laporan Kinerja telah
d. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan analisis dan
telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan
evaluasi  realisasi  kinerja realisasi kinerja di level nasional
dengan realisasi kinerja di level / internasional (Benchmark
nasional / internasional Kinerja).
(Benchmark Kinerja). e. Laporan Kinerja telah
e. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan detail kinerja
telah  menginfokan  detail dalam keberhasilan / kegagalan
kinerja dalam keberhasilan / mencapai target kinerja.
kegagalan mencapai target | f. Laporan Kinerja telah
kinerja. menginfokan  kualitas  atas
f. Dokumen Laporan Kinerja keberhasilan / kegagalan
telah menginfokan kualitas mencapai target kinerja beserta
atas keberhasilan / kegagalan upaya nyata dan / atau
mencapai  target kinerja hambatannya.
beserta upaya nyata dan / atau | g. Laporan Kinerja telah
hambatannya. menginfokan  efisiensi  atas
g. Dokumen Laporan Kinerja penggunaan sumber daya dalam
telah menginfokan efisiensi mencapai kinerja.
atas penggunaan sumber daya | h. Laporan Kinerja telah
dalam mencapai kinerja. mempengaruhi perubahan
h. Informasi  dalam  Laporan budaya kinerja organisasi.
Kinerja telah mempengaruhi
perubahan budaya kinerja
organisasi.
4. | Evaluasi Belum terdapat bukti dukung yang | Agar para Kepala Perangkat Daerah
Internal memadai atas upaya-upaya yang | menunjukkan upaya-upaya yang
telah dilakukan untuk | telah dilakukan disertai dengan
pemenuhan kriteria, dan | bukti dokumen pendukungnya
memastikan bahwa: untuk memastikan bahwa Evaluasi
Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja | Akuntabilitas Kinerja Internal telah
Internal telah dilaksanakan | dilaksanakan dengan pendalaman
dengan pendalaman yang | yang memadai.
memadai.

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab
yaitu sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
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BAB Il

BAB Il

BAB IV

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan dan manfaat Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Struktur dan Kedudukan Organisasi, Isu
Strategis, Personil pada Sekretariat Daerah serta Sistematika Penulisan.
PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan / ikhtisar Rencana Strategis Tahun 2023-2026
yang berdasarkan pada dokumen perencanaan serta informasi
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja organisasi dengan membandingkan antara
target dan realisasi tahun 2024. Pada bab ini diuraikan juga analisis
capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara realisasi dan capaian
kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir,
perbandingan antara realisasi tahun ini dengan target RPJMD dalam
dokumen perencanaan strategis, dan perbandingan dengan capaian
nasional (jika ada). Selain itu dilakukan pula analisis penyebab
keberhasilan / kegagalan kinerja, analisis efisiensi penggunaan Sumber
Daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan serta
realisasi anggaran

PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan upaya/langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam

rangka peningkatan kinerjanya
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PERENCANAAN
BAB l KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk
mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju
pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 perlu ditetapkan
rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah
berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah,
Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan
lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan
tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah
terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak
tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan
dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan
pembangunan antar periode, tujuan dan sasaran Sekretriat Daerah Provinsi DKI
Jakarta yang ditetapkan dalam Renstra pada kurun waktu beberapa tahun

kedepan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 berikut.
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Tujuan Sasaran

Tabel 11.1
Indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

Indikator Tujuan /

Sasaran

1. | Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Komponen Nilai 36,9 37,8 39,15 40,73
Administrasi, dan Analisis Pengukuran dan
Penyelenggaraan Urusan Pelaporan pada
Pemerintah Daerah Evaluasi AKIP
1. Percepatan, Skor EKPPD Skor 4047 | 4128 | 4211 | 4.295
Pengendalian, dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangunan
2. Penataan, Indeks Kualitas Indeks 2 23 2,5 28
Penyusunan, dan Kebijakan
Harmonisasi Produk | Pembentukan Produk
Hukum Daerah Hukum Daerah
3. Perbaikan Proses Nilai PMPRB Provinsi Persentase 92 93 9 95
Bisnis dan Tata DKl Jakarta
Kelola Organisasi
Perangkat Daerah
yang Dinamis
4. Peningkatan 1. Persentase Fasilitasi Persentase | 100% | 100% | 100% | 100%
Kualitas Layanan Pelayanan Kepala
Pimpinan dan Daerah yang
Pengadministrasian terlaksana dengan
Sekretariat Daerah baik
2. Persentase Persentase 80 85 90 100
Kepuasan Pelayanan
Kompleks Balaikota
dan Rumah Dinas
Pimpinan yang
terlaksana dengan
baik
5. Pelaksanaan 1. Persentase Kerja Persentase 50 55 60 70
Fasilitasi dan Sama yang
Evaluasi terimplementasi
Penyelenggaraan 2. Persentase Persentase 50 55 60 70
Kolaborasi dan Kerja Kolaborasiyang
Sama Daerah terimplementasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
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instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dalam upaya
mendorong ketercapaian target Nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka
dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja Pada Perjanjian
Kinerja Tahun 2024. Secara ringkas, pernyataan perjanjian kinerja pada level
sasaran strategis antara Kepala Biro dengan Sekretaris Daerah di lingkungan

Sekretariat Daerah dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel I1.2
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024

Target
Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan | Renstra
2024
1. Peningkatan Dukungan Teknis, | Nilai Komponen Pengukuran Nilai 37,8 37,8
Administrasi, dan Analisis | dan Pelaporan pada Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan | AKIP
Pemerintah Daerah
2. Percepatan, Pengendalian, dan | Skor EKPPD Skor 4,128 4,128
Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pembangunan
3. Penataan, Penyusunan, dan | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks 2,3 2,3
Harmonisasi Produk Hukum | Pembentukan Produk Hukum
Daerah Daerah
4, Perbaikan Proses Bisnis dan | Nilai PMPRB Provinsi DKI [ Persen 93 93
Tata kelola Organisasi | Jakarta
Perangkat Daerah yang
dinamis
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Target

Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan | Renstra
2024
Peningkatan Kualitas Layanan | Persentase Fasilitasi | Persen 100 100
Pimpinan dan | Pelayanan Kepala Daerah yang
Pengadministrasian terlaksana dengan baik
Sekretariat Daerah
Peningkatan Kualitas | Persentase Kepuasan | Persen 85 100
Pelayanan  Pimpinan  dan | Pelayanan Kompleks Balaikota
Pengadministrasian dan Rumah Dinas Pimpinan
Kesekretariatan Daerah yang terlaksana dengan baik
7. Pelaksanaan Fasilitasi dan | Persentase Kerja Sama yang | Persen 55 100
Evaluasi Penyelenggaraan | terimplementasi
Kolaborasi dan Kerja Sama | Persentase Kolaborasi yang | Persen 55 100
Daerah terimplementasi

Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, terdapat 2 Sasaran dengan
3 indikator sasaran yang mengalami perubahan target kinerja antara target di
tahun 2024 dengan target Renstra. Penyesuaian target Kinerja Kepala Perangkat
Daerah Tahun 2024 pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2024 wajib disesuaikan dengan ketentuan dimana target kinerja tahun 2024
sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi
Kinerja Tahun 2023.

Selain sasaran strategis, pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi
DKI Jakarta melaksanakan 8 (delapan) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran

Operasional sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Khusus Sekretariat Daerah Tahun 2024

Sasaran Khusus Indikator Sasaran Khusus Satuan

1. | Terwujudnya tata kelola SDI | Nilai kualitas data SDI Nilai 3,25
yang baik melalui pemenuhan
daftar data daerah vyang
berkualitas
2. | Terkelolanya Keuangan Daerah | Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Persen 100
yang Sehat, Transparan, dan | BMD pada Pengguna Barang
Akuntabel dan/atau Kuasa Pengguna Barang
3. | Peningkatan penggunaan | Persentase realisasi belanja Persen 80
produksi dalam negeri barang/jasa  bersertifikat ~ TKDN,
produk dalam negeri, dan/atau
produk usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil produksi dalam
negeri
4. | Terimplementasinya Persentase implementasi Persen 100
Pengembangan Kompetensi | Pengembangan Kompetensi PNS
PNS Pemerintah Provinsi DKI | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40
Jam Pelajaran per tahun
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Sasaran Khusus Indikator Sasaran Khusus

Jakarta 40 jam Pelajaran
pertahun

5. | Meningkatnya Manajemen | Persentase penyelesaian tahapan Persen 100
Pengetahuan manajemen pengetahuan

6. | Implementasi Penerapan | Persentase Implementasi Penerapan Persen 100
Manajemen Risiko Manajemen Risiko

7. | Tercapainya Target Kinerja | Persentase Nilai Kinerja Anggaran Persen 71
Anggaran atas Aspek | atas aspek implementasi
Implementasi

8. | Terlaksananya kegiatan | Jumlah laporan lembaga dan | Dokumen 4
lembaga dan Organisasi | Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
kemasyarakatan (Ormas) | Agama penerima  hibah  yang
Agama penerima hibah yang | kegiatannya mendukung program
mendukung program | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tabel 11.4
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Operasional Sekretariat Daerah Tahun 2024

Sasaran Operasional Indikator Sasaran Operasional m

1. | Terselesaikannya Tindak Lanjut | Persentase capaian penyelesaian | Persen 100
Arahan Gubernur Tindak Lanjut Arahan Gubernur

2. | Meningkatnya penyelesaian | Persentase capaian penyelesaian | Persen 100
pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat

3. | Meningkatnya penyelesaian | Persentase progress penyelesaian | Persen 100
tindak lanjut rekomendasi | tindak lanjut rekomendasi temuan
temuan hasil pemeriksaan | hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
eksternal (BPK)

C. TARGET ANGGARAN (PAGU)

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana tercantum pada tabel
Perjanjian Kinerja tahun 2024 diatas, maka besaran alokasi Anggaran Program
dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024
adalah sebagaimana pada tabel I1.5 berikut. Tabel anggaran ini merupakan alokasi
anggaran 10 Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang digabungkan menjadi

satu. Untuk alokasi anggaran per Biro akan dijelaskan tersendiri pada Lampiran 3.
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Tabel I1.5
Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

‘ Program / Kegiatan Anggaran

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.917.995.403.149
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp.623.232.873.739
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp.374.242.967
3.  Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.23.775.963.854
4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Rp.31.446.677.717
Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.63.077.651.614
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp.60.435.034.826
Pemerintahan Daerah
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Rp.71.973.722.493
Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Rp.14.321.561.716
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Rp.285.200.000
10. Fasilitasi Keprotokolan Rp.29.072.474.223
2.  Program Penataan Organisasi Rp.1.078.192.740
1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Rp.431.020.000
2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Rp.647.172.740
3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp.33.095.998.833
3.  Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rp.81.752.409.742
1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Rp.78.769.138.071
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp.829.776.671
3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp.2.153.495.000
4  Program Kesejahteraan Rakyat Rp.350.505.480.298
1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Rp.349.962.880.298
2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Rp.311.856.000
3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Rp.230.744.000
Dasar
5.  Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp.2.361.091.463
1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Rp.624.852.802
2. Fasilitasi Bantuan Hukum Rp.1.736.238.661
6. Program Perekonomian dan Pembangunan Rp.145.136.400
1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Rp.145.136.400
7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Rp.212.644.196

1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Rp.49.800.000

2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Rp.162.844.196
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KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 dapat
dilihat dari pencapaian target indikator kinerja atas tujuan dan sasaran yang
ditetapkan melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui perbandingan antara realisasi capaian
indikator tujuan/sasaran dengan target indikator tujuan/sasaran sebagaimana

telah ditetapkan pada tahun 2024.

Tabel 111.1
Capaian Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2024

Sasaran Strategis /

. Indikator sasaran Satuan Target | Realisasi | Capaian
Khusus / Operasional 8 P

Sasaran Strategis

1. | Peningkatan Nilai Komponen Nilai 37,8 37,29 98,65%
Dukungan Teknis, Pengukuran dan Pelaporan
Administrasi, dan pada Evaluasi AKIP
Analisis

Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah
Daerah

2. |Percepatan, Skor EKPPD Skor 4,128 N/A N/A
Pengendalian, dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangunan

3 |Penataan, Indeks Kualitas Kebijakan Indeks 2,3 N/A N/A
Penyusunan, dan Pembentukan Produk
Harmonisasi Hukum Daerah
Produk Hukum
Daerah

4. | Perbaikan Proses Nilai PMPRB Provinsi DKI Persen 93 N/A N/A
Bisnis dan Tata Jakarta
kelola Organisasi
Perangkat Daerah
yang dinamis
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Sasaran Strategis /

Khusus / Operasional Indikator sasaran Satuan Realisasi | Capaian
5. | Peningkatan Persentase Fasilitasi Persen 100 100 100%
Kualitas Layanan Pelayanan Kepala Daerah
Pimpinan dan yang terlaksana dengan
Pengadministrasian | baik
Sekretariat Daerah
6. | Peningkatan Persentase Kepuasan Persen 100 100 100%
Kualitas Pelayanan | Pelayanan Kompleks
Pimpinan dan Balaikota dan Rumah Dinas
Pengadministrasian | Pimpinan yang terlaksana
Kesekretariatan dengan baik
Daerah
7. |Pelaksanaan Persentase Kerjasama yang Persen 100 100 100%
Fasilitasi dan terimplementasi
Evaluasi Persentase Kolaborasi yang Persen 100 100 100%
Penyelenggaraan terimplementasi
Kolaborasi dan
Kerjasama Daerah
Sasaran Khusus
1. |Terwujudnya tata | Nilai kualitas data SDI Nilai 3,25 3,25 100%
kelola SDI yang baik
melalui pemenuhan
daftar data daerah
yang berkualitas
2. |Terkelolanya Persentase Pelaksanaan | Persen 100 100 100
Keuangan Daerah | Inventarisasi BMD pada
yang Sehat, | Pengguna Barang dan/atau
Transparan, dan | Kuasa Pengguna Barang
Akuntabel
3. |Peningkatan Persentase realisasi belanja Persen 80 terlampir [terlampir
penggunaan barang/jasa  bersertifikat
produksi dalam | TKDN, produk dalam
negeri negeri, dan/atau produk
usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil produksi
dalam negeri
4. |Terimplementasinya | Persentase  implementasi Persen 100 100 100
Pengembangan Pengembangan
Kompetensi PNS | Kompetensi PNS
Pemerintah Provinsi | Pemerintah Provinsi DKI
DKI Jakarta 40 jam | Jakarta 40 Jam Pelajaran
Pelajaran pertahun | pertahun
5. | Meningkatnya Persentase penyelesaian Persen 100 100 100
Manajemen tahapan manajemen
Pengetahuan pengetahuan
6. |Implementasi Persentase  Implementasi Persen 100 100 100
Penerapan Penerapan Manajemen
Manajemen Risiko Risiko
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Sasaran Strategis /
Khusus / Operasional

Indikator sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

7. |Tercapainya Target |Persentase Nilai Kinerja Persen 71 terlampi | terlampi
Kinerja ~ Anggaran | Anggaran atas aspek r r
atas Aspek | implementasi
Implementasi

8. |Terlaksananya Jumlah laporan lembaga | Dokumen 4 4 100%
kegiatan lembaga | dan Organisasi
dan Organisasi | Kemasyarakatan  (Ormas)
kemasyarakatan Agama penerima hibah
(Ormas) Agama | yang kegiatannya
penerima hibah | mendukung program
yang mendukung | Pemerintah Provinsi DKI
program Jakarta
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

Sasaran Operasional

1. |Terselesaikannya Persentase capaian Persen 100 100 100
Tindak Lanjut | penyelesaian Tindak Lanjut
Arahan Gubernur Arahan Gubernur

2. | Meningkatnya Persentase capaian | Persen 100 100 100
penyelesaian penyelesaian  pengaduan
pengaduan masyarakat
masyarakat

3. | Meningkatnya Persentase progress Persen 100 100 100
penyelesaian tindak | penyelesaian tindak lanjut
lanjut rekomendasi | rekomendasi temuan hasil
temuan hasil | pemeriksaan eksternal
pemeriksaan (BPK)
eksternal (BPK)

B. ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1.

Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan

Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa tujuan evaluasi adalah
untuk mengetahui tingkat implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, secara khusus evaluasi
AKIP bertujuan untuk:

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP

b. Menilai tingkat implementasi SAKIP

c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
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d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data
dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi
terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan.

Isu penting yang perlu diungkapkan melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja,
baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /
penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian
strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan

efisiensi kinerja.

Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar
Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen.

Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

b. Sub-komponen
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada
setiap komponen

c. Kriteria
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub komponen
untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan
dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub komponen, serta dilengkapi dengan

kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:
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Tabel 111.2
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Sub Komponen

e Sub Komponen1 | Sub Komponen2 | Sub Komponen3
# Keberadaan Kualitas Pemanfaatan

Perencanaan Kinerja 6 9 15 30
Pengukuran Kinerja 6 9 15 30
Pelaporan Kinerja 3 4,5 7,5 15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5 7,5 12,5 25
Nilai Akuntabilitas Kinerja 20 30 50 100

Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud
adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun
bersangkutan, yaitu:

a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30%, terdiri dari
variabel:

1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan
dengan bobot maksimal 6.

2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi
kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan
telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot
maksimal 9.

3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan
dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian
strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot
maksimal 15.

b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15%, terdiri dari variabel:

1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang
menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3.

2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah
memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja,
informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5.

3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah
memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan
dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5.
Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, Komponen

Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud kemudian

dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam Menyusun Laporan
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Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai
berikut:
a. Pengukuran kinerja

1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan

a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja

b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara
mengukur indikator kinerja

c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja
yang dapat diandalkan
2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja
secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan
a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision
Maker) dalam mengukur capaian kinerja

b) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian
kinerja yang diharapkan

c) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang
diharapkan

d) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala

e) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran
capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

f) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi
(Aplikasi)

g) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi
(Aplikasi)

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan
Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang
efektif dan efisien

b. Pelaporan kinerja

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun
b) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
c) Dokumen Laporan Kinerja telah diinformalkan

d) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu
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e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan
f) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu
2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan

Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan

kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan
standar

b) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi
tentang pencapaian kinerja

c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan target tahunan

d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan target jangka menengah

e) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

f) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
(Benchmark Kinerja)

g) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian
kinerja beserta upaya nyata dan / atau hambatannya

h) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas
penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

i) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam

penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama
pimpinan (Bertanggung Jawab)

b) Penyajian Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh
pegawai

c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

d) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam

penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja

-7



e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi
pencapaian keberhasilan kinerja

f) Informasi dalam laporan telah digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

g) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan
budaya kinerja organisasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 111.3
Rincian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Komponen Yang Dinilai

Perencanaan Kinerja 30 25,56 25,76
Pengukuran Kinerja 30 24,41 24,62
Pelaporan Kinerja 15 12,59 12,67
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 18,50 18,61
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100 81,06 81,66

Berdasarkan tabel rincian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja
diatas, Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran Nilai
Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP terealisasi
sebesar 37,29 dari target 37,8 atau mencapai 98,65%. Sasaran tersebut
diampu oleh 10 Biro yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah dan tanpa
anggaran beserta program dan kegiatan pendukung atas realisasi indikator
sasaran tersebut. Perbandingan capaian realisasi Nilai Komponen
Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP dengan capaian tahun

sebelumnya dan target Renstra disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.4

Capaian | Target | Realisasi | Capaian

Sasaran Indikator Satuan 2023 2024 2024 2024
Peningkatan Nilai Nilai 100% 37,8 37,29 98,65 37,8
Dukungan Komponen
Teknis, Pengukuran
Administrasi, dan
dan Analisis | Pelaporan
Penyelenggaraan | pada
Urusan Evaluasi
Pemerintah AKIP
Daerah

Perbandingan realisasi Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP dengan Renstra

Renstra | Renstra

40,73
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Adapun Program, Kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian

realisasi Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP

dijabarkan pada tabel berikut ini.

Anggaran yang mendukung pencapaian reali-l.;:?iell\llill:isKomponen Pengukuran dan Pelaporan pada
Evaluasi AKIP

Program/Kegiatan ‘ Anggaran ‘ Realisasi
Program Penataan Organisasi 1.078.192.740 1.075.880.000
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 431.020.000 429.320.000
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokras 233.172.740 232.560.000
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 27.600.000 27.600.000
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 36.000.000 36.000.000
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 257.400.000 257.400.000
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 93.000.000 93.000.000

Penjelasan faktor penghambat dalam mencapai indikator kinerja utama

pada “Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP lebih

lanjut adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa catatan pada komponen pengukuran kinerja, yaitu

1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pada aplikasi

sakip.jakarta.go.id belum sepenuhnya berkualitas. Hal ini dapat dilihat

dari penetapan target kinerja pada kinerja berjenjang belum
sepenuhnya di breakdown secara triwulan dengan tepat atau belum
sesuai dengan konteks kinerja yang harus diukur.

2) Walaupun terdapat menu validasi pada setiap pencapaian kinerja
berjenjang yang dimiliki namun belum terlihat feedback dari pimpinan
sebagai wujud komitmen pimpinan dalam melakukan berjenjang guna

menjaga pencapaian kinerja organisasi

b. Pelaporan Kinerja

Terdapat beberapa catatan pada komponen pelaporan kinerja, yaitu

sebagai berikut:

1) Laporan kinerja pada sebagian PD belum menyampaikan informasi
analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis upaya-upaya
perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang
dimiliki.
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2) Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan
kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari
penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih
rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun
sebelumnya.

Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung
capaian indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi
AKIP yaitu :

a. Diklat yang telah diikuti oleh pegawai Biro Pemerintahan sepanjang Tahun
2024, baik yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun dari Pihak
Eksternal Kementerian/Lembaga, seperti diklat bendahara pengeluaran,
sistem keuangan berbasis akrual, diklat pengelolaan barang milik daerah,
diklat penyusunan laporan LPPD, pengelolaan APBN dana dekonsentrasi.

b. Workshop yang telah diikuti oleh pegawai Biro Pemerintahan sepanjang
Tahun 2024, baik yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun dari Pihak
Eksternal Kementerian/Lembaga, seperti workshop penyusunan LPPD

c. Peningkatan pemahaman ASN mengenai teknis monitoring dan reviu
capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2024

d. Menjadi narasumber dalam pelatihan dan pendidikan Manajemen Kinerja
dengan materi Pelaporan Kinerja Organisasi

e. Melaksanakan pendampingan terhadap Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah 42 Perangkat Daerah

f. Melaksanakan FGD Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator
adalah seluruh sistem yang digunakan dalam rangka mendukung pengelolaan
keuangan dan aset yang lebih akuntabel dan transparan, diantaranya yaitu
sistem SIPKD, e-budgeting, smart planning budgeting, e-monev, e-
asset/sierra, dan sistem lainnya yang menjadi pendukung dalam proses
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang transparan
dan akuntabel.

Adapun beberapa Kegiatan Strategis Derah yang dilaksanakan dalam
mendorong nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerientah (AKIP)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu terdiri dari :
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Tabel 111.6

Kegiatan Strategis Daerah dalam mendorong nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerientah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No| Rencana Aksi ‘ Target Capaian | Target | Realisasi |Capaian
1. | Penyusunan Rancangan Dokumen Sasaran 100 100 100%
Dokumen Khusus dan Operasional
Perencanaan Kinerja | Perjanjian Kinerja Sekda,
Pemprov DKI Jakarta | Asisten Sekda, Deputi dan
Asisten Deputi Tahun 2024
2 Penyusunan Dokumen Rancangan Final 100 100 100%
Dokumen Perjanjian Kinerja (Eselon 2)
Perencanaan Kinerja | Rekap Matriks Peran dan 100 100 100%
Perangkat Daerah | Hasil Perangkat Daerah
(Eselon 2, 3, 4, | (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan
Fungsional dan | Fungsional dan Pelaksana)
Pelaksana)  Tahun | Tahun 2024
2024 dan 2025 Laporan pegawai yang telah 100 100 100%
menyusun SKP Tahun 2024
Matriks Rancangan 100 100 100%
Cascading Kinerja Perangkat
Daerah (Eselon 2, 3 dan 4)
Tahun 2025
3 Pembahasan Dokumen Final Perjanjian 100 100 100%
Rancangan Kinerja Kepala Perangkat
Dokumen Daerah  Lingkup  Asisten
Perencanaan Kinerja | Pemerintahan Tahun 2024
Perangkat Daerah | yang siap dikirimkan ke BKD
Tahun 2024 dan | sebagai bahan
2025 penandatanganan perkin
Laporan Hasil Pelaksanaan 100 100 100%
Reviu Rancangan Cascading
Kinerja Perangkat Daerah
Lingkup Asisten
Pemerintahan (Eselon 2, 3,
dan 4 Tahun 2025)
4 Penyusunan Dokumen  Evaluasi  Hasil 100 100 100%
Dokumen Evaluasi | Rencana Kerja Perangkat
Hasil Rencana Kerja | Daerah TW IV Tahun 2023
Perangkat Daerah Dokumen  Evaluasi  Hasil 100 100 100%
Rencana Kerja Perangkat
Daerah TW | Tahun 2024
Dokumen evaluasi Perjanjian b 100 100%
Kinerja Perangkat Daerah
Semester | Tahun 2024
Dokumen  Evaluasi  Hasil 100 100 100%
Rencana Kerja Perangkat
Daerah TW Il Tahun 2024
Dokumen  Evaluasi  Hasil 100 100 100%
Rencana Kerja Perangkat
Daerah TW Ill Tahun 2024
Dokumen evaluasi Perjanjian 100 100 100%
Kinerja Perangkat Daerah
Semester Il Tahun 2024
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5 Penyusunan  LPPD | Nota Dinas yang berisi LKIP 100 100 100%
Pemerintah Provinsi | Provinsi sebagai bagian BAB I|

DKl Jakarta LPPD Pemprov DKI Jakarta
Tahun 2023
Konsep Instruksi Sekretaris 100 100 100%

Daerah tentang penyusunan
LPPD Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2024 yang
memuat antara lain: 1. LPPD
Provinsi 2. LKIP Provinsi 3.
LKIP Perangkat Daerah

6 Penyusunan bahan | Nota Dinas hasil Kesepakatan 100 100 100%
penilaian AKIP | Tim SAKIP terkait pembaruan
Provinsi DKI Jakarta | Pergub Nomor 121 Tahun
Tahun 2024 2020 tentang
Penyelenggaraan SAKIP
Nota Dinas hasil Kesepakatan 100 100 100%

Tim SAKIP terkait pembaruan
Pergub Nomor 121 Tahun
2020 tentang
Penyelenggaraan SAKIP

Laporan Hasil Tindak Lanjut 100 100 100%
Rekomendasi Evaluasi AKIP
Tahun 2023 oleh
KemenPANRB

2. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,

dimana targetnya sebagai berikut:

Tabel 111.7
Target dan Realisasi SKOR EKKPD

IELT ‘ Target ‘Realisasi‘ Keterangan

2018 3.100 3.105 | Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil
Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan

2019 3.150 3.1712
Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan
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Tahun Target | Realisasi Keterangan

2020 3.200 3.2374 | ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri
tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara
nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status
rendah, 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d.
2,99 : status tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi
Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor
seluruh provinsi se Indonesia.

2021 3.250 3,60 Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil
Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan

2022 3.300 3,6560 Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan

2023 4.047 N/A Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan
2024 4.128 N/A | ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri
tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara
nasional.

Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020):
1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah
2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah

3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang

4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi

5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi
Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor

seluruh provinsi se Indonesia

Terkait Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
terdapat perubahan yang sangat mendasar dengan keluarnya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana salah satunya
adalah kategori penilaian terdapat perubahan, sehingga pada RPD 2023 —
2026 dilakukan perubahan mengikuti yang perhitungan yang baru.
Penyesuaian kategori penilaian terhadap target yang ada dengan melakukan
dengan menghitung persentase antara target dengan nilai tertinggi, setelah
mendapatkan Persentasenya lalu dilakukan Konversi ke Penilaian baru sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2020. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya perubahan kategori
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penilaian untuk capaian akhir tahun 2023, maka direncanakan akan tercapai
sesuai dengan target yang ada.

Pada tahun 2024 telah diterima piagam penghargaan atas Prestasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana ditetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun
2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Tabel 111.8
Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Skor EKPPD

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4.793.752.798 4.739.994.050
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 3.963.976.127 3.957.978.800
Pelaksanaan Otonomi Daerah 829.776.671 782.015.250
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.042.031.325 995.177.841
Provinsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.176.835 35.630.294
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 370.603.087 342.219.747
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah | 127.872.000 127.872.000
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 13.144.575 13.075.800
Pemerintah Daerah

Fasilitasi Keprotokolan 488.234.828 476.380.000

Untuk mencapai target indikator tersebut Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 12 (dua
belas) sub kegiatan operasional dimana dibagi habis dan diturunkan kedalam
Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Biro Pemerintahan,
dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

dan Nomenklatur

Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur
secara mendasar dari Urusan.

Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum

mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan

Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara

nasional sehingga capaian atas target indikator Skor EKPPD tahun 2024
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belum dapat dinilai capaiannya. Perbandingan capaian realisasi Skor EKPPD
dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra disajikan
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 111.9
Perbandingan realisasi Skor EKPPD dengan Renstra

Target | Target
Renstra | Renstra
2024 2026
Percepatan, Skor Skor N/A 4,128 N/A N/A 4,128 | 4,295
Pengendalian, | EKPPD
dan  Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan

Pembangunan

Sasaran indikator | Satuan Capaian | Target | Realisasi | Capaian

2023 2024 2024 2024

Skor EKPPD diampu oleh 6 Biro, diantaranya adalah Biro
Pemerintahan, Biro Perekonomian dan Keuangan, Biro Kerjasama Daerah,
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Sosial, serta
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

a. Secara umum keberhasilan pencapaian target indikator tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:
1) Pelaporan SPM telah berbasis WEB
2) Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai
dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi
3) Anggaran yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai dalam rangka
menjalankan Tugas dan Fungsi
4) Kegiatan Strategis Daerah mendukung capaian Program Daerah
5) Terdapat regulasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi
6) Peningkatan kualitas TL aduan PD/UKPD karena adanya proses
verifikasi dan validasi hasil TL melalui pengecekan lapangan oleh TA
Facilitator
3. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah
Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan
indikator sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum
Daerah memiliki target sebesar 2,3 pada tahun 2024. Indeks Kualitas
Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan
pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana
melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi

kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian
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reformasi birokrasi. Indikator ini diampu oleh Biro Hukum, dimana tanggung

jawab Biro Hukum adalah pengukuran kualitas kebijakan dalam

pembentukan produk hukum daerah melalui sistem e-produk hukum daerah.

Adapun kebijakan yang dikecualikan adalah kebijakan yang bersifat rutin dan

mengatur internal. Dasar Hukum yang melandasi penentuan Indeks Kualitas

Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah

adalah sebagai berikut:

a. Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi
tahun 2020 -2024

b. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi
Tahun 2020- 2024

c. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembentukan Produk Hukum Daerah

d. SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran
Kualitas Kebijakan.

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah

merupakan bagian penilaian dari Nilai komponen area perubahan penataan

perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi selain indeks

Reformasi Hukum yang dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22

Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan

memperhatikan pedoman kriteria dan kerangka IKK yang terdiri dari:

a. Agenda setting (45%)

b. Formulasi kebijakan (55%)

c. Implementasi kebijakan (50%)

d. Evaluasi kebijakan (50%)

Tabel 111.10
Tabel Pedoman Kriteria IKK

Hasil IKK Indikator

Indeks Kualitas Kebijakan = 5 >=90 Sangat baik
Penjumlahan hasil presentase 4 4 81-89.99 Baik
kerangka IKK 200 x 100 % 3 71-80.99 Sedang

2 60-70.99 Cukup

1 <=59.99 Kurang

Hingga saat ini Indeks Kualitas Kebijakan belum dipublikasikan, sehingga
capaiannya belum dapat diukur dan diperbandingkan dengan target. Target
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indikator pada perjanjian kinerja 2024 sesuai dengan target pada Renstra
2024 yaitu sebesar 2,3 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel I11.11
Perbandingan realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Renstra

Target | Target

Capaian | Target | Realisasi | Capaian

Sasaran Indikator Satuan Renstra | Renstra
2023 2024 2024 2024 2024 2026
Penataan, Indeks Indeks 1 2,3 N/A N/A 2,3 2,8
Penyusunan, Kualitas
dan Kebijakan
Harmonisasi Pembentukan
Produk Hukum | Produk
Daerah Hukum
Daerah

Untuk mencapai target tersebut, sasaran ini tidak didukung oleh Kegiatan
Strategis Daerah, namun didukung oleh Program dan Kegiatan

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 111.12
Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan
Produk Hukum Daerah

Program/Kegiatan Anggaran ‘ Realisasi
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Rp.624.852.802,- | Rp.615.032.430,-
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Rp.624.852.802 Rp.615.032.430,-

a. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung
capaian indikator meningkatnya indeks kualitas kebijakan yaitu:
1) Workshop mengundang Narasumber dari Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM pada tanggal 13 September 2024.
b. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator
tersebut adalah Microsoft Office yang digunakan untuk mengelola

informasi dan juga google drive sebagai tools untuk pengumpulan data.

Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang
dinamis

Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang
dinamis dengan indikator sasaran Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta
memiliki target nilai 93 namun belum ada nilai realisasi sehingga belum ada
nilai capaian atas indikator tersebut. Biro yang mengampu Nilai PMPRB

Provinsi DKI Jakarta adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
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Perbaikan
Proses Bisnis
dan Tata Kelola
Organisasi
Perangkat
Daerah
Dinamis

yang

Indikator

Nilai
Provinsi
Jakarta

PMPRB

DK

Tabel 111.13

Satuan

Nilai

N/A

Perbandingan realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta dengan Renstra

93 N/A

Renstral Renstra

N/A 93

95

Adapun Program, Kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian

realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta dijabarkan pada tabel berikut ini.

Program/Kegiatan

Tabel I1l.14
Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta

’ Anggaran ‘

Realisasi

Program Penataan Organisasi 1.078.192.740 1.075.880.000
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 431.020.000 429.320.000
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokras 233.172.740 232.560.000
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 27.600.000 27.600.000
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 36.000.000 36.000.000
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 257.400.000 257.400.000
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 93.000.000 93.000.000

a. Faktor Pendukung / penghambat dalam pencapaian kinerja

Sehubungan dengan perbandingan antara realisasi dengan target sasaran

strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terkait dengan nilai PMPRB

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dengan realisasi N/A adapun penjelasan

terkait dengan realisasi tersebut, sebagai berikut:

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi, terjadi perubahan mendasar atas
evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah

daerah.
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2) Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi kepada Pj. Gubernur Nomor e-0008/0OT.06, tanggal 27
Januari 2023, hal Laporan atas Pembahasan Tindak Lanjut Surat
Edaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B01/RB.06/2023,
tanggal 18 Januari 2023, hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi
Birokrasi, telah mengajukan penghentian kegiatan pengisian PMPRB
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan poin-poin diatas maka Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi mengajukan usulan perubahan indikator Renstra kepada
Gubernur melalui Bappeda. Sehingga dapat dipastikan realisasi capaian
pada indikator penilaian PMPRB Provinsi DKI Jakarta terhadap target
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 akan bernilai
“N/A”

5. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat

Daerah

Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian
Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Persentase Fasilitasi
Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik telah terealisasi

100% dari target 100% atau mencapai 100%.

Tabel III.15

Perbandingan realisasi Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan

baik dengan Renstra
Target | Target
renstra | renstra
2024 | 2026
Peningkatan Persentase Persen| 100 100 100 100 100 100
Kualitas Fasilitasi tase
Layanan Pelayanan
Pimpinan dan [Kepala
Pengadministra [Daerah yang
sian Sekretariat terlaksana
Daerah dengan baik

Capaian | Target | Realisasi | Capaian
2023 2024 | 2024 2024

Sasaran Indikator satuan

Adapun Program, Kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian

realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta dijabarkan pada tabel berikut ini.
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Tabel 1Il.16

Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah
yang terlaksana dengan baik

Program/Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

23.963.014.213

‘ Anggaran \ ’ Realisasi

22.709.612.099

Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.909.424 1.760.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.974.672 6.080.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.015.169.155 1.945.312.310
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 310.685.946 303.373.838

Penyediaan Jasa Urusan

Pemerintahan Daerah

Penunjang

1.465.130.534

1.448.313.854

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

828.983.463

810.990.161

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

2.967.393.620

2.168.337.916

Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

285.200.000

283.345.000

Fasilitasi Keprotokolan

16.083.567.399

15.742.099.020

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:
e Dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas
e Ketersediaan anggaran yang memadai
e Tingkat partisipasi dan kerjasama antar unit kerja
b. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu dikarenakan jadwal
Kepala Daerah yang dinamis dan perubahan prioritas agenda secara
mendadak memerlukan penyesuaian
fleksibilitas

layanan fasilitasi,

yang

sehingga

diperlukan dan responsivitas optimal dalam
pelaksanaannya.
c. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung
capaian indikator yaitu yaitu berupa Diklat Tata Naskah Dinas.
d. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator
adalah penggunaan Google Workspace dalam sistem penjadwalan
mendukung efisiensi koordinasi dan pengelolaan agenda Kepala Daerah
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian
Kesekretariatan Daerah.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian
Kesekretariatan Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kepuasan

Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan memiliki target
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Perkin sebesar 100%. Target kinerja sasaran tersebut mengalami perubahan
karena disesuaikan dimana target kinerja tahun 2024 sekurang-kurangnya
sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023.
Realisasi atas indikator tersebut sebesar 100%, sehingga capaian kinerja
atas Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah
Dinas juga sebesar 100%. Indikator tersebut hanya diampu oleh Biro Umum

dan Administrasi Setda.

Tabel I11.17
Perbandingan realisasi Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas
Pimpinan dengan Renstra

Target | Target
Capaian | Target | Realisasi | Capaian arge arge

Sasaran indikator | satuan renstra | renstra

2023 2024 2024 2024 2024 2026

Peningkatan |Persentase |Indeks | 100% | 100% 100% 100% 85% | 100%
Kualitas Kepuasan
Pelayanan Pelayanan

Pimpinan dan |Kompleks
Pengadminist |Balaikota

rasian dan Rumah
Kesekretariat |Dinas
an Daerah Pimpinan

Persentase kepuasan pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas
pimpinan yang terlaksana dengan baik merupakan persentase kepuasan atas
penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam
Kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan kompleks
gedung balaikota, perlengkapan dan sarana acara, pengelolaan administrasi
Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur serta pengelolaan ketatausahaan
Sekretariat Daerah. Agregat Indeks meliputi:

1) Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2) Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3) Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

4) Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

5) Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

6) Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

7) Indeks Kepuasan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

8) Indeks Kepuasan Fasilitasi Keprotokolan
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Metode pengukuran yang digunakan adalah

Indeks Kepuasan Layanan yang mendapat nilai 4

8 100%

Total Jenis Pelayanan yang diberikan

Hal yang menjadi pendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai
target , diantaranya karena:

1) Adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dan UKPD dalam
pelaksanaan tugas.

2) Sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam
pengimplementasian pekerjaan.

3) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing
penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah
ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.

4) Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro Umum dan
Administrasi saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini
merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik
antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait.

5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga
serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan
dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.

6) Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey
sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan
pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

Adapun keberhasilan pencapaian atas indikator Persentase kepuasan
pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana
dengan baik dikarenakan adanya program dan kegiatan yang menunjang dan
dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan
kegiatan-kegiatan di bawahnya, yaitu:

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
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e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
g) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
h) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
i) Fasilitasi Keprotokolan
Sementara itu, dari segi anggaran sasaran ini hanya didukung oleh 3 kegiatan
dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, diantaranya
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 111.18
Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah
Dinas Pimpinan

Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan | 83.306.738.558,- 74.195.190.530,-
Daerah Provinsi

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | 59.451.898.466 50.798.563.130
Urusan Pemerintahan Daerah

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 11.354.168.096 10.978.156.130

Fasilitasi Keprotokolan 12.500.671.996 12.418.471.270

Untuk mendukung capaian indikator tersebut, telah dilakukan pelatihan
sumber daya manusia yang mendukung, diantaranya sebagai berikut:

1) Diklat Komputer (Microsoft Office)

2) Bimtek Pengelolaan Aset

3) Diklat bahasa

4) Diklat Pengelolaan Gedung Pemerintahan

5) Bimtek Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

6) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

7) Diklat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)

8) Diklat Dasar Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan
Kerjasama Daerah

Sasaran Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan
Kolaborasi dan Kerjasama Daerah memiliki 2 indikator sasaran. Sasaran ini
diampu oleh Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Kedua
indikator tersebut yaitu:
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a.

Indikator sasaran yang pertama vyaitu Persentase Kerjasama yang
terimplementasi dengan baik juga mengalami perubahan pada target
kinerja sasaran, target semula sebesar 55% lalu mengalami
penyesuaian menjadi 100%, telah terealisasi sebesar 100% sehingga

capaiannya sebesar 100%.
Tabel 111.19

Capaian | Target | Realisasi | Capaian Target | Target

Sasaran Indikator | Satuan Renstra | Renstra
2023 2024 2024 2024 2024 2026
Pelaksanaan |Persentase [Persent| 100 100 100 100 55 70
Fasilitasi dan [Kerjasama |ase
Evaluasi yang
Penyelenggar [terimplem
aan entasi
Kolaborasi dengan
dan baik
Kerjasama
Daerah

Perbandingan realisasi Persentase Kerjasama yang terimplementasi dengan baik dengan Renstra

Anggaran yang menunjang indicator Persentase Kerja Sama yang

terimplementasi dengan baik

Tabel 111.20
Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan baik

Program / Kegiatan Anggaran Realisasi
Program Penataan Organisasi 2.719.115.000 1.122.135.000
Fasilitasi Kerja Sama Daerah 2.719.115.000 1.122.135.000

Kerjasama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan
perikatan baik dengan menggunakan naskah kerjasama yang meliputi
Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian
Kerjasama . Sementara terimplementasikan adalah ketika Kerjasama
telah difasilitasi oleh Biro KSD. Kerjasama yang terimplementasi
memiliki 2 kriteria, yaitu:

o Tidak bertentangan dengan peraturan kerjasama daerah.

e Bidang/area yang dikerjasamakan merupakan bidang/area yang
dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta (Permendagri No. 22 Tahun
2020 untuk Kerjasama Dalam Negeri, Permendagri No. 25 Tahun
2020 untuk Kerjasama Luar Negeri, dan Kepgub No. 630 Tahun 2021
tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah).

Metode pengukurannya adalah Persentase Perbandingan
Kerjasama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerjasama

yang masuk dan sudah terverifikasi. Target Persentase Kerjasama yang
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terimplementasi di tahun 2024 yaitu 55% dengan realisasi capaian yaitu

100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kerjasama yang

terimplementasi sebesar 100%.

Adapun Program Penunjang Capaian Persentase Kerjasama
yang terimplementasi yaitu Program Penataan Organisasi dan Program
Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Di dalam Program Penataan
Organisasi memiliki indikator kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri
yang terimplementasi, sedangkan Program Pemerintahan dan Otonomi
Daerah memiliki indikator kinerja Persentase Kerjasama Dalam Negeri
yang Terimplementasi. Adapun realisasi capaian tahun 2024 adalah
sebesar 100%.

1) Faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja vyaitu adanya
koordinasi yang baik dengan para mitra kerjasama baik dalam negeri
maupun luar negeri dan dukungan anggaran yang memadai di setiap
pelaksanaan kegiatan.

2) Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu kompetensi
pegawai yang kurang optimal terhadap proses pelaksanaan
Kerjasama dan proses administrasi perjanjian Kerjasama yang

memerlukan waktu yang cukup lama

b. Indikator Sasaran yang kedua yaitu Persentase Kolaborasi yang

terimplementasi juga merupakan indikator sasaran yang mengalami
perubahan target kinerja, dari semula sebesar 55% menjadi sebesar
100%. Target Persentase Kolaborasi yang terimplementasi di tahun 2024
berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian atas indikator

tersebut sebesar 100%.

Tabel 111.21
Perbandingan realisasi Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan Renstra
Target | Target

Capaian | Target | Realisasi | Capaian

Sasaran Indikator | Satuan renstra | renstra
2023 2024\ 2024 2024 2024 | 2026
Pelaksanaan |Persentase |Persen | 100 100 100 100 55 70
Fasilitasi dan|Kolaborasi [tase
Evaluasi yang
Penyelenggar |terimplem
aan entasi
Kolaborasi
dan
Kerjasama
Daerah
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Kolaborasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan
dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota
Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.
Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro
KSD. Metode Pengukuran adalah Persentase Perbandingan Kolaborasi
yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan
sudah terverifikasi. Anggaran yang menunjang indicator Persentase Kerja

Sama yang terimplementasi dengan baik.

Anggaran yang mendukung realisasi Persc;r:tk;ileull.ozlzborasi yang terimplementasi dengan baik
Program / Kegiatan Anggaran Realisasi

Program Penataan Organisasi 30.376.883.833 27.347.108.372

Fasilitasi Kerja Sama Daerah 30.376.883.833 27.347.108.372

Adapun faktor yang menjadi pendorong tercapainya target IKU
adalah terjalinnya Kerjasama yang baik dengan mitra kerja dan OPD
terkait serta terselenggaranya kegiatan sesuai dengan usulan kerjasama.

Faktor penghambat tercapainya target IKU adalah tidak adanya
kesepakatan diantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak

mitra sehingga tidak terlaksananya usulan kolaborasi.

8. Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah
yang berkualitas
Target indikator sasaran pada pencapaian terwujudnya tata kelola
SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas
mempunyai kriteria keberhasilan pada capaian rencana aksi berupa
penghitungan terhadap nilai kualitas data SDI yang diperoleh. Dapat
disimpulkan bahwa indikator kinerja Terwujudnya tata kelola SDI yang baik
melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas, dengan target 3,25,
berhasil direalisasikan sebesar 3,25 sehingga memperoleh capaian sebesar
100%. Indikator ini diampu oleh kesepuluh Biro dilingkungan Sekretariat
Daerah yang semuanya memperoleh capaian atas realisasi indikator
sebesar 100%. Pada sepuluh Biro, Indikator Nilai Kualitas Data SDI tidak
didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Program serta anggaran.
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Terwujudnya [Nilai Nilai | 100% | 3,25 3,25 100% - -
tata kelola SDI |kualitas
vang baik |data SDI
melalui
pemenuhan
daftar data
daerah vyang
berkualitas

Tabel 111.23
Perbandingan realisasi Nilai Kualitas Data SDI dengan Renstra
Target | Target
renstra renstra
2024 2026

ian | T Realisasi .
Sasaran Indikator | Satuan Capaian | Target |Realisasi | Capaian

2023 | 2024 | 2024 2024

Nilai Kualitas Data SDI terdiri dari 4 aspek, yaitu:

1.

Aspek Ketepatan Waktu: mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data
oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai

dengan jadwal.

. Aspek Kelengkapan Data: Mengukur kelengkapan komponen data yang

dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada
Walidata sesuai dengan jadwal

Aspek Keunikan Isi Data: Mengukur tingkat duplikasi data yang
dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada
Walidata

. Aspek Validitas Data: Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Formula Perhitungan: nilai kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Kelengkapan
Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + ((Nilai Aspek Validitas Data)]

. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1) Sistem manajemen data yang terintegrasi dan mendukung
pengolahan data secara efisien serta Komitmen dan keterlibatan aktif
dari seluruh pihak terkait dalam pengelolaan dan pemutakhiran data

secara berkala

. Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1) Proses pendataan dilakukan oleh lembaga eksternal

Untuk mendukung capaian indikator tersebut, telah dilakukan pelatihan
sumber daya manusia yang mendukung, diantaranya sebagai berikut:

1) Pelaksanaan workshop SDI berkala yang dilaksanakan Diskominfotik

kepada seluruh perangkat daerah
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d. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah

Aplikasi Satu Data Jakarta

Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan

Akuntabel dengan indikator sasaran Persentase Pelaksanaan Inventarisasi

BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di tahun

2024 pada masing-masing Biro merupakan capaian hasil inventarisasi

Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang

dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan

mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB. Penghitungan melalui sistem

e-Inventarisasi mencakup 3 hal, yaitu:

a. Bobot 5%: PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan
dan Daftar BMD

b. Bobot 85%: PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi
dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki

c. Bobot 10%: PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan
Hasil Inventarisasi (LHI)

Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau

Kuasa Pengguna Barang diampu oleh sepuluh Biro dilingkungan Sekretariat

Daerah Provinsi DKI Jakarta dan dapat direalisasikan seluruhnya sebesar

100% dari target 100%, sehingga capaian tahun 2024 sebesar 100%. Pada

sepuluh Biro, Indikator tersebut tidak didukung oleh Kegiatan Strategis

Daerah (KSD), Program serta anggaran.

Tabel 111.24
Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan Renstra

Target | Target
renstra | renstra
2024 2026

Capaian | Target | Realisasi | Capaian

2023 2024 2024 2024

Sasaran Indikator Satuan

Terkelolanya |Persentase |Persen | 100% | 100% | 100% 100% - -
Keuangan Pelaksanaan
Daerah yang |Inventarisasi
Sehat, BMD pada
Transparan, |Pengguna
dan Barang
Akuntabel dan/atau
Kuasa
Pengguna
Barang
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. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1) Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator Persentase
Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang yaitu tersedianya Pengurus Barang yang
telah memiliki sertifikat pengurus barang

2) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah: Teknologi ini
mendukung pencatatan dan pelaporan barang milik daerah secara real-
time dan akurat.

3) Pelatihan dan Pembinaan: Pelatihan berkelanjutan untuk petugas
pengelola BMD agar memiliki pemahaman yang baik mengenai
prosedur inventarisasi dan pengelolaan barang daerah.

4) Komitmen Pemangku Kepentingan: Dukungan penuh dari pemerintah
daerah dan pengelola barang yang memastikan setiap tahapan

inventarisasi berjalan dengan baik.

5) Tersedianya Sumber Daya yang Cukup: Ketersediaan anggaran dan
tenaga kerja yang memadai untuk melaksanakan inventarisasi BMD
secara efektif dan efisien.

. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1) Adanya ketidaksesuaian antara data Barang Milik Daerah dengan KIB.

2) Rendahnya tingkat kepedulian pengguna Barang Milik Daerah terhadap
keamanan barang tersebut.

3) Keterlambatan Pengumpulan Data: Kurangnya koordinasi antara
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dalam
melaksanakan inventarisasi tepat waktu.

4) Kesulitan dalam Verifikasi Barang: Ada tantangan dalam memastikan
semua barang fisik sesuai dengan catatan administratif, terutama pada
daerah dengan jumlah aset yang besar

. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator ......

adalah

1) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah: Platform yang
digunakan untuk mengelola dan memantau inventarisasi BMD secara
terpusat dan real-time.

2) Aplikasi Mobile untuk Inventarisasi: Aplikasi berbasis mobile yang
memungkinkan petugas untuk melakukan pencatatan dan verifikasi

barang secara langsung di lapangan dengan integrasi ke sistem utama.
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3) Barcode: Teknologi ini digunakan untuk memudahkan pelacakan dan

verifikasi fisik barang, mengurangi risiko kesalahan dalam inventarisasi.

10. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

Produk dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang
bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan
yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan
pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self
declare). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada
barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Belanja Pengadaan adalah
belanja barang/jasa, belanja hibang barang, belanja bantuan sosial barang,
dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola). Metode pengukuran
merupakan jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk
dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil
produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja
Pengadaan.

Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan indikator
sasaran Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk
dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil
produksi dalam negeri memiliki target sebesar 80% di tahun 2023. Sembilan
dari Sepuluh Biro yang mengampu indikator tersebut berhasil memenuhi
target. Sementara itu hanya 1 Biro yaitu Biro Perekonomian dan Keuangan
yang capaiannya sebesar 77,51%, belum tercapainya target atas indikator
tersebut dikarenakan hal-hal berikut:

a. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa Belanja
Sewa Peralatan Komputer Lainnya (Zoom Meeting) dan Belanja Sewa
Aset Tidak Berwujud (Google Drive), sampai saat ini belum ada produk
bersertifikasi TKDN

b. Pengadaan Laptop, pagu anggaran yang tersedia tidak ditemukan produk
bersertifikasi TKDN dengan spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan pekerjaan di Biro Perekonomian dan Keuangan, hal ini
terjadi disebabkan produk bersertifikasi TKDN yang terdapat pada e-
Katalog memiliki harga jauh lebih mahal dengan spesifikasi lebih rendah

dibandingkan produk non TKDN.
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Tabel 111.25

Perbandingan realisasi Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam

negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri
dengan Renstra
Target

Sasaran / Capaian | Target | Realisasi | Capaian

Biro Pengampu | Satuan

Indikator 2023 2024 2024 2024

2024
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Target

renstra | renstra

2026

Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri,
dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

dan Keuangan

Biro % - 80% | 98,98% | 100% - -
Pemerintahan

Biro Hukum % 77,20% | 80% | 100,28% | 100% - -
Biro Organisasi % 100% 80% 94,75% 100% - -
dan Reformasi

Birokrasi

Biro Kepala % 125% 80% 92,65% 100% - -
Daerah

Biro Umum dan % 100% 80% 83,54% 100% - -
Administrasi

Biro % 100% 80% | 77,51% | 96,89 - -
Perekonomian %

Biro Kerjasama % 100% 80% | 95,12% | 100% -
Daerah

Biro % 100% 80% | 82,62% | 100% -
Pembangunan
dan Lingkungan
Hidup

Biro % 96.62% | 80% | 98,44% | 100% -
Kesejahteraan
Sosial

Biro Pendidikan % 100% 80% | 95,04% | 100% -
dan Mental
Spiritual

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri didukung oleh Anggaran
Program yang terdapat pada DPA Biro Perekonomian.

Tabel 111.26

dan

Anggaran yang mendukung realisasi Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN,
produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam

negeri

Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 49.800.000 49.800.000
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan | 49.800.000 49.800.000
Pembangunan Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan 145.136.400 145.136.400
Pengelolaan  Kebijakan = dan  Koordinasi | 145.136.400 145.136.400
Perekonomian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan | 879.234.866 827.912.426
Daerah Provinsi
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Program / Kegiatan Anggaran Realisasi

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 998.108 920.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah 161.554.353 142.668.746
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | 596.822.243 570.170.000
Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 113.406.480 107.700.000
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | 6.453.682 6.453.680
Urusan Pemerintahan Daerah

a. Faktor Pendukung / penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai
berikut:

1) Monitoring secara berkala dari Dinas DPPUMKM DKI Jakarta

2) Adanya sosialisasi terkait P3DN yang diadakan secara berkala.

3) Komitmen dari Perangkat Daerah: Kesadaran dan dukungan dari
perangkat daerah dalam memprioritaskan pembelian produk dalam
negeri di setiap proses pengadaan barang/jasa.

4) Ketersediaan Produk Bersertifikat TKDN: Semakin banyak produk
barang/jasa lokal yang telah memiliki sertifikasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) sehingga memudahkan proses pengadaan

b. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja:

1) Proses pemutakhiran data bigbox LKPP tidak terupdate tepat waktu,
tetapi membutuhkan waktu antara 1-2 hari.

2) Pengadaan barang dengan spesifikasi tertentu yang tidak bersertifikasi
TKDN atau memiliki harga jauh lebih mahal dengan spesifikasi rendah.

3) Perbedaan Harga dan Kualitas: Beberapa produk lokal mungkin
memiliki harga yang kurang kompetitif atau kualitas yang belum sesuai
dengan kebutuhan, sehingga mempengaruhi keputusan pembelian

c. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung
capaian indikator yaitu:

1) Diklat bagi PPK dan Pejabat Pengadaan

2) Undangan Sosialisasi Sirup, TKDN, E-Lelang

3) Sosialisasi SE Sekda No. 84/SE/2024 dan Insekda No. 73 Tahun 2024

4) Sosialisasi pemanfaatan akun terpusat Inaproc dan Katalog Elektronik
V6

5) Pelaksanaan business matching secara berkala meningkatkan

kesadaran dalam penggunaan produk dalam negeri
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d. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator
adalah:

1) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP): Digunakan
untuk merencanakan dan mempublikasikan kebutuhan pengadaan
barang/jasa yang memprioritaskan produk dalam negeri.

2) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE): Memfasilitasi proses
pengadaan barang/jasa secara digital dengan memastikan prioritas
produk dalam negeri dalam proses lelang dan pembelian langsung.

3) e-Katalog LKPP: Platform digital yang menyediakan daftar
produk/jasa bersertifikat TKDN dan produk dalam negeri yang dapat
langsung diakses oleh pengguna barang/jasa pemerintah.

4) Marketplace UMKM dan Produk Lokal: Platform digital yang
memudahkan perangkat daerah dalam mengidentifikasi dan membeli
produk usaha mikro kecil, koperasi, serta produk lokal lainnya

5) Dashboard Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Big Box LKPP):
Sistem berbasis analitik yang memantau realisasi belanja barang/jasa
produk dalam negeri secara real-time dan memberikan laporan kinerja

pengadaan.

11. Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta 40 jam Pelajaran per tahun

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai
Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh)
Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id.
Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran
selama tahun 2024.

Metode Pengukuran: [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun
2024/40(empat puluh) Jam Pelajaran x 100%)]

Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta 40 jam Pelajaran per tahun dengan indikator sasaran
Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun telah terealisasi 100% dari

target 100% atau mencapai 100%. Sasaran tersebut diampu oleh seluruh
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Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanpa didukung
oleh anggaran, program dan Kegiatan Strategis Daerah.

Tabel 111.27
Perbandingan realisasi Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS
Pemerintah dengan Renstra
Target
Capaian rear:sgt?a renstra
2024 2024 2026
100% - -

.. Target
Realisasi 8

2024

Capaian
2023

Target

Satuan 2024

Sasaran ‘ Indikator

Terimplemen [Persentase Persen | 100% | 100% | 100%

tasinya
Pengembang
an

implementasi
Pengembanga
n Kompetensi

PNS
Pemerintah
Provinsi DKI
Jakarta 40 Jam
Pelajaran per
tahun

Kompetensi
PNS
Pemerintah
Provinsi  DKI
Jakarta 40
jam Pelajaran
per tahun

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1) Dukungan dari lingkungan kerja terhadap pengembangan kompetensi
pegawainya melalui berbagai program pelatihan

2) Kemudahan akses dalam mengikuti pembelajaran, baik secara offline
maupun secara online

3) BPSDM memberikan sarana pelatihan maupun sosialisasi bagi ASN
terkait berbagai pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi

b. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung
capaian indikator yaitu:

1) Podcast / Webinar yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah,
seperti Podcast Rabu Belajar, Podcast Kopi Sedap, Webinar Bicara
Kota, Webinar Bina Konstruksi, dan lain-lain.

2) Diklat Komputer (Microsoft Office)

3) Diklat Bahasa

4) Diklat Pengelolaan Gedung Pemerintahan

5) Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator
adalah website pelatihan tatap muka yang diselenggarakan oleh BPSDM

Provinsi DKI Jakarta melalui https://sijule-bpsdm.jakarta.go.id/, https://km-

bpsdm.jakarta.go.id/, dan https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id/ sehingga

memungkinkan bagi ASN untuk mengikuti pelatihan melalui online.
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12. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan Manajemen Pengetahuan untuk
seluruh  SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https;//km-
bpsdm.jakarta.go.id, memiliki metode pengukuran realisasi target berupa 4
laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas
waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September
Triwulan Il dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan V).
Meningkatnya Manajemen Pengetahuan dengan indikator sasaran
Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan telah terealisasi
100% dari target 100% atau mencapai 100%.

Biro yang mengampu sasaran ini adalah seluruh Biro yang berada di
lingkungan Sekretariat Daerah tanpa anggaran, program dan Kegiatan

Strategis Daerah yang mendukung sasaran tersebut.

Tabel 111.28
Perbandingan realisasi Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan
dengan Renstra

Target | Target

Capaian | Target | Realisasi | Capaian
2023 2024 2024 2024

Meningkatnya | Persentase |Persen | 100% | 100% | 100% | 100%

renstra | renstra

Sasaran Indikator Satuan
2024 | 2026

Manajemen penyelesaian

Pengetahuan | tahapan
manajemen
pengetahuan

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja, adalah sebagai berikut:

1) Adanya Kebijakan Pendukung: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
menetapkan kebijakan yang mendorong implementasi manajemen
pengetahuan di lingkungan kerja.

2) Ketersediaan Sistem Manajemen Pengetahuan: Sistem berbasis
teknologi yang mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan berbagi
pengetahuan antar perangkat daerah.

3) Komitmen Pimpinan dan Pegawai: Dukungan dari pimpinan dan
partisipasi aktif pegawai dalam proses berbagi dan memanfaatkan
pengetahuan secara berkelanjutan.

b. Untuk mendukung capaian indikator tersebut, telah dilakukan pelatihan
sumber daya manusia yang mendukung, yaitu sosialisasi berkala terkait
manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh BPSDM

c. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator

adalah Knowledge Management System (KMS): Platform digital yang
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dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi pengetahuan antar

pegawali.

13. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko
Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis
yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah melalui 5 (lima tahapan), yaitu:
a. Komunikasi dan konsultasi
b. Penetapan konteks
c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko)
d. Penanganan Risiko
e. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana
aksi penanganan Risiko dan tren perubahan besaran / Level Risiko.
Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan
Pemantauan Risiko.

Formula pengukurannya [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh
Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu
pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%.

Metode pengukurannya merupakan tersajinya dokumen-dokumen
Implementasi Penerapan Manajememn Risiko yang telah diverifikasi oleh
inspektorat. Untuk Triwulan 1l adalah Dokumen Formulir Laporan
Pemantauan Risko TW II, sementara itu untuk Triwulan IV adalah
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risko TW IV.

Implementasi Penerapan Manajemen Risiko dengan indikator sasaran
Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko telah terealisasi
sebesar 100% dari target 100% atau mencapai 100%. Biro yang
mengampu sasaran ini adalah seluruh Biro yang berada di lingkungan
Sekretariat Daerah tanpa anggaran, program dan Kegiatan Strategis

Daerah yang mendukung sasaran tersebut.
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Tabel 111.29
Perbandingan Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko
dengan Renstra

Target | Target
Sasaran Indikator Satuan renstra | renstra

2024 | 2026
Persen | 100% | 100% | 100% | 100% - -

Capaian | Target | Realisasi | Capaian

Implementasi|Persentase

Penerapan |Implementasi

Manajemen |Penerapan

Risiko Manajemen
Risiko

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1) Inspektorat selaku Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan hal ini
telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam
implementasi penerapan Manajemen Risiko pada masing masing
Perangkat Daerah

2) Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Risiko: Sistem yang
memudahkan identifikasi, analisis, mitigasi, dan monitoring risiko
secara terstruktur dan terintegrasi.

3) Budaya Kesadaran Risiko: Peningkatan kesadaran di lingkungan
kerja akan pentingnya penerapan manajemen risiko untuk mencegah
dan meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi

b. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung
capaian indikator yaitu:

1) Diklat atau workshop yang telah diikuti oleh Pegawai Biro
Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Inspektorat dan BPKP terkait
Penyusunan Kertas Kerja Manajemen Resiko

c. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator
adalah dengan menggunakan sistem Si Perisai atau merupakan
kepanjangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian
hadir sebagai solusi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi, memetakan risiko, dan

merumuskan pengendalian risikonya untuk memastikan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana.
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14. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi

a. Kinerja Anggaran adalah kinerja atas penggunaan anggaran yang

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

b. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah evaluasi

kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja

mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan /

sub kegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu)

tahun anggaran. Kinerja anggaran yang dihitung atas aspek implementasi

dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut:

1). Pengukuran capaian keluaran kegiatan / sub kegiatan: diukur dengan

2).

3).

membandingkan antara realisasi indikator keluaran (output) kegiatan
dengan target indikator keluaran (output) kegiatan.

Penyerapan Anggaran: diukur dengan membandingkan antara
realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Efisiensi keluaran kegiatan / sub kegiatan: dilakukan dengan
membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan
pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan
jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian
keluaran (output) program atau capaian keluaran (output) kegiatan.
Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang
terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran (output) program
atau capaian keluaran (output) kegiatan.

Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

dengan indikator sasaran Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek

implementasi memiliki target sebesar 71%. Indikator tersebut diampu oleh

seluruh Biro yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI

Jakarta, sehingga memiliki nilai realisasi yang berbeda.

Sasaran/

Indikator

Tabel 111.30
Perbandingan realisasi Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi
dengan Renstra
Target | Target

Capaian | Target | Realisasi | Capaian
P 5 P renstra | renstra

Biro Pengampu | Satuan 2023 | 2024 2024 2024

2024 | 2026

Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi

Biro % 100% 71% | 92,57% | 100% - -
Pemerintahan
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Target | Target

Sasaran / SroParEm | SR Capaian | Target | Realisasi | Capaian rensira | renstra
Indikator 2023 2024 2024 2024 2024 | 2026
Biro Hukum % 100% 71% | 90,23% | 100% - -
Biro Organisasi % 100% 71% 90,10% 100% - -
dan Reformasi
Birokrasi
Biro Kepala % 100% 71% | 89,74% | 100% - -
Daerah
Biro Umum dan % 100% 71% | 94,84% | 100% - -
Administrasi
Biro % 100% 71% | 90,23% | 100% - -

Perekonomian
dan Keuangan

Biro Kerjasama % 100% 71% | 91,75% | 100% - -
Daerah

Biro % 100% 71% | 91,38% | 100% - -
Pembangunan
dan Lingkungan
Hidup

Biro % 100% 71% | 90,49% | 100% - -
Kesejahteraan
Sosial

Biro Pendidikan % 100% 71% | 85,64% | 100% - -
dan Mental
Spiritual

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja, adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Pengelolaan Anggaran yang Efektif: Adanya regulasi yang
mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara
akuntabel dan transparan.

2) Komitmen Pimpinan dan Tim Pengelola Anggaran: Dukungan dari
pimpinan dan perangkat daerah dalam memastikan penggunaan
anggaran sesuai dengan rencana kerja.

3) Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran: Tersedianya sistem
yang memantau secara real-time realisasi anggaran sehingga
memudahkan pengambilan keputusan yang tepat.

4) Sinergi antar Perangkat Daerah: Kerjasama yang baik antar perangkat
daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan anggaran secara
optimal

5) Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa mulai dari tahap

pemilihan penyedia, persetujuan kontrak dan pemanfaatan

barang/jasa berjalan dengan sangat baik.
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6) Realisasi pembayaran/realisasi anggaran dilaksanakan secara tepat
waktu sesuai dengan target SPS dan AKB yang telah ditetapkan
sehingga realisasi

b. Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1) Ketidaksesuaian antara Perencanaan dan Implementasi: Dalam
beberapa kasus, perencanaan anggaran yang dibuat tidak
sepenuhnya terealisasi sesuai jadwal karena adanya kendala
operasional.

2) Keterlambatan Proses Administrasi: Proses administrasi pengadaan
barang/jasa yang lambat dapat mempengaruhi realisasi anggaran
tepat waktu.

15. Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi kemasyarakatan (Ormas)
Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi kemasyarakatan

(Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dengan indikator sasaran Jumlah laporan lembaga dan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang

kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah

terealisasi 4 dari target 4 dokumen atau telah mencapai 100%. Indikator ini
hanya diampu oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, dengan metode
pengukuran, sebagai berikut:

a. Laporan inventarisasi lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
(Orgmas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Triwulan 1)

b. Laporan pelaksanaan kegiatan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) Agama lembaga penerima hibah yang mendukung program
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Stunting, bullying, Tawuran Pelajar,

pemberdayaan pemuda) (Triwulan 2,3, dan 4).
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Tabel 111.31
Perbandingan realisasi Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama
penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Renstra
Target | Target
renstra | renstra
2024 | - - |- =
2024 | 2026

Capaian [Target |Realisasi |Capaian
2024

Sasaran Indikator Satuan

2023 | 2024

Terlaksananya [Jumlah laporan |Dokumen 4 4 4 100% - -
kegiatan lembaga dan
lembaga dan |Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakat |(Ormas) Agama
an (Ormas) penerima hibah
Agama yang

penerima mendukung
hibah yang program
mendukung |Pemerintah
program Provinsi DKI
Pemerintah  |Jakarta

Provinsi DKI

Jakarta

16. Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur
Target indikator sasaran pada pencapaian Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut Arahan Gubernur melalui pemenuhan daftar data daerah yang
berkualitas mempunyai kriteria keberhasilan pada capaian rencana aksi
tersebut dengan memperhitungkan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
Arahan Gubernur yang didasarkan pada Jumlah Realisasi TL Arahan
Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan
lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%
Berdasarkan dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja
Tindak Lanjut

direalisasikan sebesar 100%, dimana target pada tahun 2024 adalah 100%,

Persentase Penyelesaian Arahan Gubernur dapat

sehingga memperoleh realisasi capaian atas indikator sebesar 100%.
Sasaran operasional ini diampu oleh semua Biro dilingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tidak didukung oleh anggaran, program serta

Kegiatan Strategis Daerabh.

Tabel 111.32
Perbandingan Nllai Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur
dengan Renstra
Target | Target
renstra | renstra
2024
2024 | 2026

Capaian | Target | Realisasi| Capaian

Sasaran Indikator Satuan

2023 | 2024 | 2024

Terselesaika |Persentase Persen | 100% | 100% | 100% | 100% - -
nnya Tindak |[capaian
Lanjut penyelesaian
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Capaian | Target | Realisasi| Capaian Target | Target

Sasaran Indikator Satuan renstra | renstra
‘ 2023 2024 2024 2024 2004 | 2026
Arahan Tindak Lanjut
Gubernur Arahan
Gubernur

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1) Komitmen dan Kepemimpinan Pimpinan Daerah: Adanya arahan dan
pengawasan langsung dari Gubernur mempercepat proses
penyelesaian tindak lanjut arahan.

2) Koordinasi yang Efektif antar Perangkat Daerah: Sinergi yang baik antar
perangkat daerah mempermudah pelaksanaan instruksi dan percepatan
penyelesaian tindak lanjut.

3) Sistem Pemantauan dan Pelaporan yang Terstruktur: Tersedianya
sistem digital yang mendukung monitoring progres tindak lanjut arahan
secara berkala.

b. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator salah
satu nya berupa sistem e-office yang memudahkan untuk mengetahui
disposisi atau Tindak lanjut arahan Gubernur serta Dashboard Arahan
Gubernur pada sistem e-tpp: Sistem berbasis analitik yang memudahkan
perangkat daerah dalam memonitor status dan capaian penyelesaian

tindak lanjut arahan.

17. Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Target indikator sasaran pada pencapaian Persentase capaian
penyelesaian pengaduan masyarakat mempunyai kriteria keberhasilan pada
capaian rencana aksi dengan memperhitungkan Persentase capaian
penyelesaian pengaduan Masyarakat yang didasarkan pada Jumlah
Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali
100%.

Berdasarkan dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator
kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat melalui
pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas dapat direalisasikan
sebesar 100% dari target 100% atau mencapai 100%. Sasaran operasional
ini diampu oleh semua Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta dan tidak didukung oleh anggaran, program serta Kegiatan Strategis

Daerah.
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Tabel 111.33

Perbandingan Nilai Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dengan Renstra
Target | Target
renstra | renstra
2024 | 2026
Meningkatnya |Persentase Persen| 100% | 100% | 100% | 100% - -
penyelesaian |[capaian

pengaduan penyelesaian

masyarakat |[pengaduan

7 masyarakat

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

Sasaran Indikator Satuan Capaian | Target | Realisasi| Capaian

2023 | 2024 | 2024 | 2024

1) Sistem Pengelolaan Pengaduan yang Terintegrasi: Kehadiran platform
digital seperti CRM (Citizen Relationship Management) mempermudah
pencatatan, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat
secara sistematis.

2) Komitmen Pimpinan dan Perangkat Daerah: Adanya dukungan penuh
dari pimpinan daerah dalam memprioritaskan penyelesaian pengaduan
masyarakat.

3) Kolaborasi antar Instansi Terkait: Sinergi yang baik antar perangkat
daerah dan instansi terkait dalam menangani berbagai jenis pengaduan
masyarakat.

b. Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1) Kompleksitas Pengaduan: Beberapa pengaduan memerlukan
koordinasi lintas sektor atau penyelesaian yang memakan waktu lebih
lama.

2) Seringkali aduan masyarakat yang dikirimkan atau didisposisikan oleh
Jakarta Smart City tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat
Daerah itu sendiri.

c. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung
capaian indikator yaitu:

1) Diklat atau workshop bagi Tenaga Ahli Facilitator Biro Pemerintahan
dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing Perangkat Daerah di
Provinsi DKI Jakarta dalam proses verifikasi dan validasi hasil tindak
lanjut PD/UKPD melalui Aplikasi CRM

d. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator

adalah diantara nya adalah teknologi berbasis sistem CRM, JAKI, dan 10

kanal lainya yang dapat di akses dengan mudah. Sehingga dapat

mendukung penyelesaian pengaduan masyarakat.
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18.

e. dilengkapi sesuai dengan daftar checklist BAB Il poin B, poin a-h

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal (BPK)

Target indikator sasaran pada pencapaian Persentase progress
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal
(BPK) mempunyai kriteria keberhasilan pada capaian rencana aksi tersebut
dengan memperhitungkan Persentase progress penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang didasarkan
pada Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang
telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya
dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan
seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat).

Berdasarkan dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator
kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan eksternal (BPK) melalui pemenuhan daftar data daerah
yang berkualitas dapat direalisasikan sebesar 100% dari target 100% atau
mencapai 100%.

Tabel 111.34
Perbandingan Nilai Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal (BPK) dengan Renstra

Target
renstra
2024

100% -

Realisasi
2024

Capaian
2024

Capaian | Target

Satuan 2024

Sasaran Indikator

2023

Persentase Persen 100% 100% 100%

progress

Meningkatnya
penyelesaian

tindak lanjut [penyelesaian

rekomendasi [tindak lanjut

temuan hasil [rekomendasi

pemeriksaan |temuan hasil

eksternal pemeriksaan

(BPK) eksternal
(BPK)

Target
renstra
2026

a. Faktor Pendukung / penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai
berikut:

1) sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan
keuangan dan aset sehingga meminimalisir kesalahan dan temuan hasil
pemeriksaan BPK. Selain itu sumber daya teknologi berupa sistem
berbasis elektronik yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset
yang lebih akuntabel dan transparan.
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2) Ketersediaan Data dan Dokumen yang Lengkap: Penyediaan dokumen
pendukung yang lengkap dan akurat memudahkan proses tindak lanjut
rekomendasi BPK.

3) Koordinasi yang Baik antar Perangkat Daerah: Kolaborasi yang efektif
antar perangkat daerah membantu mempercepat penyelesaian

rekomendasi yang melibatkan berbagai sektor.

. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator

adalah Sistem SIMANTAB Sistem berbasis analitik yang memudahkan

perangkat daerah dalam memonitor status dan capaian penyelesaian

rekomendasi BPK.

Tujuan /
Sasaran

Peningkatan
Dukungan  Teknis,
Administrasi, dan
Analisis
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah
Daerah

Indikator Tujuan /
Sasaran

Nilai Komponen
Pengukuran  dan
Pelaporan pada
Evaluasi AKIP

tampak seperti tabel 111.35 berikut ini :

|
369 370 378

Tabel 111.35
Perbandingan dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran Renstra

C. PERBANDINGAN DENGAN RENCANA STRATEGIS

Apabila realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan

target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, akan

Realisasi

40.73

Percepatan,
Pengendalian, dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangunan

Skor EKPPD

4047

N/A

4128

N/A

4211

4.295

Penataan,
Penyusunan,
Harmonisasi
Produk
Daerah

dan

Hukum

Indeks
Kebijakan
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah

Kualitas

23

N/A

25

28

Perbaikan  Proses
Bisnis dan Tata
Kelola  Organisasi
Perangkat Daerah
yang Dinamis

Nilai PMPRB Provinsi
DKl Jakarta

92

N/A

93

N/A

95

Peningkatan
Kualitas  Layanan
Pimpinan dan
Pengadministrasian
Sekretariat Daerah

Persentase Fasilitasi
Pelayanan  Kepala
Daerah yang
terlaksana  dengan
baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Tujuan /
Sasaran

Peningkatan Persentase 80 100% 85% 100% 100
Kualitas Pelayanan | Kepuasan Pelayanan

Pimpinan dan | Kompleks Balaikota

Pengadministrasian | dan Rumah Dinas

Kesekretariatan Pimpinan yang

Daerah terlaksana  dengan

baik

Pelaksanaan Persentase 50 100% 55 100% 70
Fasilitasi dan | Kerjasama yang

Evaluasi terimplementasi

Penyelenggaraan Persentase 50 100% 55 100% 70
Kolaborasi  dan | Kolaborasi yang

Kerjasama Daerah | terimplementasi

Penjelasan atas tabel 111.35 adalah sebagaimana berikut ini:

a. Pengukuran terhadap indikator Nilai komponen pengukuran dan pelaporan
pada Evaluasi AKIP pada tahun 2024 memiliki target nilai sebesar 37,8 dan
terealisasi sebesar 37,29 atau tercapai sebesar 98,65%. Sementara itu,
target nilai komponen pengukuran dan pelaporan pada tahun 2023 sebesar
36,9 berhasil mencapai nilai 37,00 atau tercapai 100%. Target nilai pada
tahun 2025 dan 2026 berturut-turut sebesar 39,15 dan 40,73, dan
mengingat tahun ini capaian indikator tersebut tidak tercapai sesuai target
diharapkan pada tahun 2025 dan 2026 nilai tersebut dapat terealisasi
sesuai dengan target.

. Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status
Kinerja Penyelenggaraan Pemerientah Daerah secara nasional tahun 2023
dan 2024. Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi
terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah realisasi
yang menjadi capaian target pada tahun 2022. Pengukuran terhadap
realisasi capaian target indikator Skor EKPPD tahun 2023 dan 2024 belum
dapat dinilai capaiannya dan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

. Pengukuran terhadap indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan
Produk Hukum Daerah belum memiliki nilai realisasi dikarenakan hingga
saat ini penilaian belum dipublikasikan, target indeks atas indikator pada
tahun 2024 sebesar 2,3, sehingga belum memiliki nilai capaian di tahun
2024. Sementara itu, pada tahun 2023, indeks tersebut memiliki target
sebesar 2, direalisasikan dengan indeks 1, sehingga hanya memperoleh
capaian sebesar 50%. Diharapkan pada tahun 2024 indeks tersebut dapat
terealisasi sesuai dengan target.
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d. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan nilai PMPRB
Provinsi DKI Jakarta bahwa Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
mengajukan usulan perubahan indikator Renstra kepada Gubernur melalui
Bappeda. Sehingga dapat dipastikan realisasi capaian pada indikator
penilaian PMPRB Provinsi DKI Jakarta terhadap target Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 akan bernilai “N/A”

e. Indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana
dengan baik yang memiliki target sebesar 100%, berhasil direalisasikan
100%, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%. Sementara itu, di
tahun 2023 indikator tersebut juga memiliki target 100%, berhasil
direalisasikan 100% sehingga memperoleh capaian 100%.

f. Indikator Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah
Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik merupakan indikator yang
mengalami perubahan / penyesuaian target kinerja di tahun 2024 apabila
dibandingkan dengan target semula pada Renstra. Dengan
mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 wajib disesuaikan,
dimana target kinerja tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih
tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023. Sehingga pada
tahun 2024, target Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota
dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik dari yang semula
sebesar 85% disesuaikan menjadi sebesar 100%, dan atas target baru
tersebut berhasil terealisasi sebesar 100% sehingga capaian atas indikator
tersebut bernilai 100%. Pada tahun 2023 indikator tersebut memiliki target
80%, berhasil direalisasi 100% sehingga memperoleh capaian sebesar
125%, hal inilah yang mendasari terjadinya penyesuaian target kinerja di
tahun 2024.

g. Sasaran Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi
dan Kerjasama Daerah memiliki 2 indikator, dengan penjelasan singkat
berikut:

1) Indikator yang pertama yaitu Persentase Kerjasama Yyang
terimplementasi juga termasuk indikator yang mengalami penyesuain
target kinerja di tahun 2024, dari target semula sesuai Renstra yaitu
sebesar 55% menjadi 100%. Pada tahun 2023, target atas indikator
tersebut adalah sebesar 50%, berhasil direalisasikan 100%.
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2)

Sementara itu untuk tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar 100%,
sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Indikator yang kedua vyaitu Persentase Kolaborasi yang
terimplementasi juga mengalami penyesuain target kinerja di tahun
2024, dari target semula sesuai Renstra yaitu sebesar 55% menjadi
100%. Pada tahun 2023, target atas indikator tersebut adalah sebesar
50%, berhasil direalisasikan 100%. Sementara itu untuk tahun 2024
berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh capaian

sebesar 100%.

PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN NASIONAL

Realisasi

kinerja apabila dibandingkan dengan standar nasional dapat

dijelaskan sebagaimana berikut ini:

1. Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan

Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 selaras

dengan target dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026,

dimana capaian realisai pada tahun 2024 adalah sebesar 81,56. Berikut ini

merupakan capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2024 oleh

Menpan RB secara Nasional yang diumumkan pada Link Youtube dan
website KemenPANRB :

Tabel 111.36

Capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2024 oleh Menpan RB secara Nasional
No Pemda Predikat

1. | Pemerintah Provinsi DIY AA

2. | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta A

3. | Pemerintah Provinsi Jawa Barat A

4. | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah A

5. | Pemerintah Provinsi Jawa Timur A

6. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan A

7. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat BB

8. | Pemerintah Provinsi Bali BB

9. | Pemerintah Kota Surabaya AA
10. | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi AA
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2. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Pembangunan

Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan dengan indikator sasaran yaitu skor EKPPD dimana hingga
saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional atas penilaian capaian kinerja
daerah tahun 2023 dan 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan

dengan target nasional

. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan
Indikator Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum
Daerah hingga saat ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait sehingga

belum dapat dilakukan perbandingan dengan target nasional

. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang

dinamis

Sehubungan dengan adanya perubahan mendasar atas evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengajukan usulan perubahan indikator
Renstra kepada Gubernur yang berimplikasi pada realisasi capaian pada
indikator penilaian PMPRB Provinsi DKI Jakarta yang bernilai N/A sehingga
tidak diperbandingkan dengan capaian nasional.

. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian

Sekretariat Daerah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian
Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Presentasi Fasilitasi
Pelayanan Kepala Darah vyang terlaksana dengan baik tidak

diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian

Kesekretariatan Daerah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian
Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kepuasan
Pelayanan Komplek Balaikota dan Rumah Dinas PImpinan yang terlaksana

dengan baik tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.
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7. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan

Kerjasama Daerah memiliki 2 indikator, yaitu:

a. Persentase Kerjasama yang terimplementasi tidak diperbandingkan

dengan capaian secara nasional.

b. Persentase kolaborasi yang terimplementasi juga tidak diperbandingkan

dengan capaian secara nasional.

E. PENGHARGAAN SEKRETARIAT DAERAH DI TAHUN 2024

Berikut ini merupakan daftar penghargaan yang diterima Biro-Biro di

lingkungan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 :

Tanggal

Tabel 111.37
Daftar Penghargaan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024

Perangkat

Instansi /

No Daerah Diterima Pen:;];nrzaan Lembaga Pe?;::g:;n
Penerima Penghargaan Pemberi
1. |Biro 25 April 2024 | Peringat  lll, | Kementerian | Prestasi
Pemerintahan skor  3,6560 | Dalam Penyelenggaraan

dengan status | Negeri Pemerintahan Daerah
kinerja tinggi dengan Skor 3,6560
atas Hasil dan Status
Evaluasi LPPD KinerjaTinggi
Secara Berdasarkan Evaluasi
Nasional Penyelenggaran
Tahun 2023 Pemerintah  Daerah
Berdasarkan (EPPD) Tahun 2023
LPPD Tahun
2022

2. |Biro 25 Juni 2024 | Piagam BNN Provinsi | Telah  berjasa dan

Pemerintahan Penghargaan | DKl Jakarta berperan aktif dalam

Pelaksanaan rangka  Pencegahan
Inpres 2 dan Pemberantasan
Tahun 2020 Penyalahgunaan dan
tentang Peredaran Gelap
Rencana Aksi Narkotika dan
Nasional Prekursor  Narkotika
(RAN) dalam rangka
Pencegahan memperingati Hari
dan Anti Narkotika
Pemberantas Internasional (HANI)
an Tahun 2024 dengan
Penyalahguna Tema "Masyarakat
an dan Bergerak Bersama
Peredaran Melawan Narkoba
Gelap Mewujudkan
Narkotika dan Indonesia  Bersinar"
Prekursor sehingga Pemerintah
Narkotika Provinsi DKI Jakarta
(P4GN) di
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Perangkat

Tanggal

Instansi /

Daerah Diterima Pen:r?:rgaan Lembaga Peaegs}g;z:;n
Penerima Penghargaan Pemberi
Lingkungan menjadi Peringkat |
Pemerintah Nasional
Provinsi  DKI
Jakarta
Biro 5 Februari | Apresiasi Kanwil SIKP merupakan
Perekonomian | 2024 Penghargaan Direktorat sistem informasi
dan Keuangan Kinerja Jenderal elektronik yang
Pembiayaan Perbendahar | berfungsi untuk
UMKM : aan Provinsi | menatausahakan dan
Terbaik dalam | DKI Jakarta menyediakan
Partisipasi informasi penyaluran
Input Data KKUR yang
Calon Debitur dikembangkan untuk
pada SIKP mempermudah
pelaksanaan KUR

terutama dalam hal

ketepatan sasaran
melalui  penyediaan
database untuk calon
dibtur dan debitur
KKUR. SIKP
dikembangkan oleh
Direktorat Sistem
Perbendaharaan
Kementeria

Keuangan. Salah satu
peran Pemda, vyaitu
menginput data calon

penerima KUR
potensial ke dalam
SIKP. Tahun 2024
Kanwil Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta
meberikan
penghargaan kepada
Kota Adminisrasi
Jakarta Utara, Jakarta
Pusat dan Jakarta
Selatan vyang telah
menginput data
caclon debitu
potensial KUR dan
SIKP dengan jumlah
terbanyak dan
berkualitas.
Penghargaan
diberikan oleh Kepala
Kantor Wilayah
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Perangkat Tanggal Nama Instansi / Sesifion

Daerah Diterima Lembaga

Pengh Pengh
Penerima Penghargaan ehghargaan Pemberi enghargaan

Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan

Provinsi DKI Jakarta
pada acara Rapat
Koordinasi Isu
Strategis Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2024
melalui Kepala Biro
Perekonomian dan

Keuangan.

4. |Biro 30 Mei 2024 | Mitra Strategis | Kantor Setelah melepas
Perekonomian 2023  Kantor | Perwakilan status sebagai Ibu
dan Keuangan Perwakilan Bank Kota Negara, Jakarta

Bank Indonesia | Indonesia memasuki babak baru
Provinsi DKI | Provinsi DKl yakni legitimasi posisi
Jakarta Jakarta sebagai pusat

ekonomi dan bisnis
berskala global. Dalam
mengakselerasi  misi
tersebut, KPw Bank
Indonesia Provinsi DKI
Jakarta, sebagai mitra
strategis bagi
Pemerintah  Provinsi
DKI Jakarta, secara
berkesinambungan
memperkuat sinergi
antar  stakeholders,
terutama para pelaku
ekonomi di wilayah
DKI Jakarta.

F. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Rencana Aksi merupakan uraian tahapan kunci dari indikator kinerja yang
menghasilkan output antara. Penyusunan dokumen perjanjian Kinerja dan
Rencana Kasi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2025
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai
dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun
2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun
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2025, Rencana aksi ditetapkan untuk setiap triwulan tahun berjalan dan minimal
berjumlah 1 (satu) uraian tahapan, apabila diperlukan maka uraian tahapan
dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Setiap rencana aksi wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memuat uraian tahapan pekerjaan yang dilakakukan pegawai dalam rangka
mencapai target indikator.

2. Satu indikator minimal memuat 1 (satu) rencana aksi, 1 (satu) kriteria
keberhasilan, dan 2 output rencana aksi.

3. Output rencana aksi paling sedikit dilaksanakan untuk 2 (dua) triwulan dalam
satu tahun.

4. Untuk indikator kinerja individu yang target indikatornya dapat diselesaikan di
Triwulan 1 (satu) rencana aksi, 1 (satu) kriteria keberhasilan, dan 2 (dua)
output rencana aksi di Triwulan 1 (satu).

Berikut ini akan diuraikan usulan Rencana Aksi Tahun 2025 di lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
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Sasaran

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Tabel 111.38

Rencana Aksi Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Rencana Aksi
dan/atau Rencana

Target

1.

Peningkatan
Dukungan Teknis,
Administrasi, dan
Analisis
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah
Daerah

. Nilai Komponen
Pengukuran dan
Pelaporan pada
Evaluasi AKIP

39,15

Mitigasi yang Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Renaksi ‘Biro Pengampu
ditetapkan awal SHaKs!
tahun
Menyusun Tim | Tersusunnya SK Tim | SK Tim Monitoring dan | 1 dokumen TW I Biro Pemerintahan,
Peningkatan Nilai | Peningkatan Nilai Komponen | Evaluasi Capaian Kinerja PD Biro ORB, Biro UAS,
Komponen Pengukuran Kinerja dibawah Biro Koordinasi Biro Kesos, Biro
Pengukuran Kinerja Dikmental
Menyusun Petunjuk Teknis | Petunjuk Teknis Reviu LKIP | 1 dokumen TW I Biro Pemerintahan,
Reviu LKIP PD PD Biro ORB, Biro UAS
Meningkatkan Tersedianya manual indikator | Hasil reviu atas manual | 1 dokumen TWI Biro Pemerintahan,
kualitas pengukuran | yang jelas atas kinerja dan | indikator setiap indikator Biro Hukum, Biro
kinerja cara pengukurannya kinerja ORB, Biro KDH, Biro
UAS
Terlaksananya monitoring | Hasil Monitoring dan | 1 Laporan TW I-IV Biro Pemerintahan
dan evaluasi capaian kinerja | evaluasi capaian kinerja
Perangkat Daerah dibawah | Perangkat Daerah dibawah
koordinasi Biro Pemerintahan | koordinasi Biro
Pemerintahan
Terlaksananya monitoring | Hasil Monitoring dan | 4laporan TW 1,2,3, | Biro Hukum, Biro
dan evaluasi capaian kinerja | evaluasi capaian kinerja dan 4 ORB, Biro KDH,
Perangkat Daerah dibawah | Perangkat Daerah dibawah Biro UAS
koordinasi Biro Organisasidan | koordinasi Biro Organisasi
Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya monitoring | Hasil Monitoring  dan | 4 Laporan | TW 1,2,3 | Biro PLH
dan evaluasi capaian kinerja | evaluasi capaian kinerja | Monitoring dan 4
Perangkat Daerah dibawah | Perangkat Daerah dibawah
koordinasi Asisten | koordinasi Asisten
Pembangunan dan | Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Terlaksananya monitoring | Hasil Monitoring dan | 4 Laporan TW 1, 2, | Biro Kesos
dan evaluasi capaian kinerja | evaluasi capaian kinerja 3,dan4

Perangkat Daerah dibawah
koordinasi Biro Kesejahteraan
Sosial

Perangkat Daerah dibawah
koordinasi Biro
Kesejahteraan Sosial
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Sasaran

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal
tahun

Indikator Kinerja

Target

Kriteria Keberhasilan

Output Renaksi

Target
Renaksi

Biro Pengampu

Biro Pendidikan dan Mental

bawah koordinasi  Biro

Terlaksananya monitoring | Hasil monitoring dan | 4 Laporan TW 1, 2, | Biro Dikmental
dan evaluasi capaian kinerja | evaluasi capaian kinerja 3,dan4
Perangkat Daerah dibawah | Perangkat Daerah dibawah
koordinasi Biro Pendidikan | koordinasi Biro Pendidikan
dan Mental Spiritual dan Mental Spiritual
Meningkatkan Tersedianya rancangan Sub | Rancangan Sub Bab Il | 1 dokumen TW1 Biro ORB, Biro
kualitas pelaporan | Bab I Capaian  data | Capaian Akuntabilitas UAS, Biro PLH
kinerja akuntabilitas Pemda pada | Kinerja Pemda pada LPPD
LPPD Tahun 2024 yang telah | Tahun 2024
diverifikasi dan divalidasi
Tersusunnya LKIP Perangkat | Laporan Hasil reviuatas LKIP | 1 Laporan TW I Biro Hukum. Biro
Daerah dibawah koordinasi | Perangkat Daerah dibawah ORB. Biro ’KDH
Biro ORB Tahun 2024 yang | koordinasi Biro ORB Tahun ! !
berkualitas 2024 Biro UAS
Tersusunnya LKIP Perangkat | Laporan Hasil Reviu atas | 1 laporan | TW.1 Biro PLH
Daerah dibawah koordinasi | LKIP  Perangkat Daerah | Hasil Reviu
Asisten Pembangunan dan | dibawah koordinasi Asisten | atas LKIP
Lingkungan Hidup Tahun 2024 | Pembangunan dan | Perangkat
yang berkualitas Lingkungan Hidup Tahun | Daerah
2024 dibawah
koordinasi
Asisten
Pembangunan
dan
Lingkungan
Hidup Tahun
2024
Tersusunnya LKIP Perangkat | Laporan Hasil Reviu atas | 1 Llaporan TW1 Biro Kesos
Daerah di bawah koordinasi | LKIP Perangkat Daerah di
Biro Koordinasi Tahun 2024 | bawah koordinasi  Biro
yang berkualitas Kesejahteraan Sosial Tahun
2024
Tersusunnya LKIP Perangkat | Laporan Hasil Reviu atas | 4 Laporan TW 1, 2, | Biro DIkmental
Daerah di bawah koordinasi | LKIP Perangkat Daerah di 3,dan4
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal
tahun

Kriteria Keberhasilan

Spiritual Tahun 2024 vyang
berkualitas

Output Renaksi

Pendidikan dan Mental

Spiritual Tahun 2024

Target
Renaksi

Biro Pengampu

Tersedianya Rencana Tindak | Rencana Tindak Lanjut atas | 1  dokumen | TW 3 Biro ORB, Biro
Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP | Hasil Evaluasi AKIP Tahun | (Paparan) UAS
Tahun 2024 2024
2.Nilai PMPRB | 39,15 Memastikan rencana | Meningkatnya  kompetensi | Laporan Kegiatan | 1 Laporan TW1 Biro ORB
Provinsi DKI aksi PD Pengampu RB | ASN penyusun rencana aksi | Peningkatan Pemahaman
Jakarta General dan Tematik | PD Pengampu RB General dan | penyusunan rencana aksi
sesuai dengan aturan | Tematik PD pengampu RB General
dan Tematik
Tersedianya data dukung | Screenshoot Portal RB | 1laporan TW 2,3 | Biro ORB
rencana aksi PD pengampu RB | Menpan dan4
General dan Tematik
Monitoring dan | Terpenuhinya komponen- | Laporan pelaksanaan | 1 laporan TW 1,2,3 | Biro ORB
memastikan data | komponen rencana aksi RB | Monitoring dan4
dukung unggah pada | General dan RB Tematik
form rencana aksi
general dan tematik
yang berkualitas
Penyelenggaraan FGD | Terlaksananya inisiatif | Konsep  Konten  Perkin | Laporan TWI Biro Perkeu, Biro
dengan Narasumber | perubahan konten perjanjian | Kepala PD Tahun 2024 Konsep KSD
KemenPANRB kinerja tahun 2024 Konten Perkin
Kepala PD
Tahun 2024
Menyusun inisiatif | Terselenggaranya FGD | FGD dengan Narasumber | Laporan Hasil | TW I Biro Perkeu, Biro
perubahan konten | dengan Narasumber | KemenPANRB FGD (1 KSD
perjanjian kinerja | KemenPANRB Laporan)
tahun 2024
Percepatan, Skor EKPPD 4,211 Menyusun  Instruksi | Tersusunnya Instruksi | 1.  Instruksi  Sekretaris | 2 Dokumen Triwulan | Biro Pemerintahan
Pengendalian, dan Sekretaris Daerah | Sekretaris Daerah tentang | Daerah tentang |
Evaluasi tentang penyusunan | penyusunan LPPD Pemerintah | penyusunan LPPD Bulan
Pelaksanaan LPPD Pemerintah | Provinsi DKI Jakarta Tahun | Pemerintah Provinsi DKI Januari
Kebijakan Provinsi DKI Jakarta | 2024 Monitoring dan Evaluasi | Jakarta Tahun 2024 (Bulan
Pembangunan Tahun 2024  dan | capaian IKK Tahun 2025 yang | Monitoring dan Evaluasi Berjalan),
Monitoring dan | memuat antara lain: 1. LPPD | capaian IKK Tahun 2025 dan
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Indikator Kinerja

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal
tahun

Kriteria Keberhasilan

Output Renaksi

Biro Pengampu

Evaluasi capaian IKK | Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. | yang memuat antara lain: 1. Triwulan

Tahun 2025 vyang | LKIP Perangkat Daerah LPPD Provinsi 2. LKIP \Y)

memuat antara lain: 1. Provinsi 3. LKIP Perangkat Tahun

LPPD Provinsi 2. LKIP Daerah 2025

Provinsi 3. LKIP (Bulan
Perangkat Daerah Berjalan)
Membentuk Tim | Tersusunnya Surat Keputusan | Surat Keputusan Kepala Biro TW I Biro
Monitoring dan | Kepala Biro Pemerintahan Tim | Pemerintahan Tim Pemerintahan
Evaluasi capaian | Monitoring dan  Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi

Rencana Aksi capaian | capaian Rencana Aksi capaian | capaian  Rencana  Aksi

Indikator Kinerja Kunci | Indikator Kinerja Kunci pada | capaian Indikator Kinerja

pada Perangkat | Perangkat Daerah di bawah | Kunci pada  Perangkat

Daerah di  bawah | koordinasi Asisten | Daerah di bawah koordinasi

koordinasi Asisten | Pemerintahan Asisten Pemerintahan

Pemerintahan

Membentuk Tim | Tersusunnya Surat Keputusan | Surat Keputusan Tim TW 1 Biro Kesos
Monitoring dan | Tim Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi capaian | capaian Rencana Aksi capaian | capaian Rencana  Aksi

Rencana Aksi capaian | Indikator Kinerja Kunci pada | capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kunci | Perangkat Daerah di bawah | Kunci pada  Perangkat

pada Perangkat | koordinasi Biro Kesejahteraan | Daerah di bawah koordinasi

Daerah di  bawah | Sosial Biro Kesejahteraan Sosial

koordinasi Asisten

Kesejahteraan Rakyat

Membentuk Tim | Tersusunnya Surat Keputusan | Surat Keputusan Tim TW1 Biro Dikmental
Monitoring dan | Tim Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi capaian | capaian Rencana Aksi capaian | capaian Rencana  Aksi

Rencana Aksi capaian | Indikator Kinerja Kunci pada | capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kunci | Perangkat Daerah di bawah | Kunci pada  Perangkat

pada Perangkat | koordinasi Asisten | Daerah di bawah koordinasi

Daerah di bawah | Kesejahteraan Rakyat Asisten Kesejahteraan

koordinasi Asisten Rakyat

Kesejahteraan Rakyat

Menyusun  Rencana | Tersusunnya Dokumen | Dokumen Rencana Aksi TW I Biro

Aksi capaian Indikator

Rencana Aksi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kunci pada

Pemerintahan
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Indikator Kinerja

Rencana Aksi
dan/atau Rencana

Target

Mitigasi yang Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Renaksi Waktu | |Biro Pengampu
ditetapkan awal ek
tahun
Kinerja Kunci pada | Kunci pada Perangkat Daerah | Perangkat Daerah di bawah
Perangkat Daerah di | di bawah koordinasi Asisten | koordinasi Asisten
bawah koordinasi | Pemerintahan Pemerintahan
Asisten Pemerintahan
Penyusunan Rencana | Tersusunnya Dokumen | Dokumen Rencana Aksi | 1  Dokumen | TW I Biro PLH
Aksi capaian Indikator | Rencana AksiIndikator Kinerja | Indikator Kinerja Kunci pada | Rencana Aksi
Kinerja Kunci pada | Kunci pada Perangkat Daerah | Perangkat Daerah di bawah | Indikator
Perangkat Daerah di | di bawah koordinasi Asisten | koordinasi Asisten | Kinerja Kunci
bawah koordinasi | Pembangunan dan | Pembangunan dan | pada
Asisten Pembangunan | Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Perangkat
dan Lingkungan Hidup Daerah di
bawah
koordinasi
Asisten
Pembangunan
dan
Lingkungan
Hidup
Menyusun  Rencana | Tersusunnya Rencana Aksi | Dokumen Rencana Aksi | T2.1. 1] TW1 Biro Kesos
Aksi capaian Indikator | capaian Indikator Kinerja | capaian Indikator Kinerja | Dokumen
Kinerja Kunci pada | Kunci pada Perangkat Daerah | Kunci  pada  Perangkat
Perangkat Daerah di | di bawah koordinasi Biro | Daerah di bawah koordinasi
bawah koordinasi | Kesejahteraan Sosial Biro Kesejahteraan Sosial
Asisten Kesejahteraan
Rakyat
Menyusun  Rencana | Tersusunnya Rencana Aksi | Dokumen Rencana Aksi | 1 Dokumen TW1 Biro Dikmental
Aksi capaian Indikator | capaian Indikator Kinerja | capaian Indikator Kinerja
Kinerja Kunci pada | Kunci pada Perangkat Daerah | Kunci pada  Perangkat
Perangkat Daerah di | di bawah koordinasi Asisten | Daerah di bawah koordinasi
bawah koordinasi | Kesejahteraan Rakyat Asisten Kesejahteraan
Asisten Kesejahteraan Rakyat
Rakyat
Melaksanakan Tersusunnya Laporan | Dokumen Hasil Monitoring | 4 Dokumen TW I-IV Biro
Monitoring dan | Monitoring dan  Evaluasi | dan Evaluasi Rencana Aksi Pemerintahan
Evaluasi capaian | capaian Rencana Aksi capaian | capaian Indikator Kinerja
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Indikator Kinerja

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal
tahun

Rencana Aksi capaian
Indikator Kinerja Kunci

Kriteria Keberhasilan

Indikator Kinerja Kunci pada
Perangkat Daerah di bawah

Output Renaksi

Kunci pada  Perangkat
Daerah di bawah koordinasi

pada Perangkat | koordinasi Asisten | Asisten Pemerintahan
Daerah di bawah | Pemerintahan

koordinasi Asisten

Pemerintahan

Pelaksanaan Tersusunnya Laporan | Laporan Hasil Monitoring
Monitoring dan | Monitoring dan  Evaluasi | dan Evaluasi Rencana Aksi
Evaluasi capaian | capaian Rencana Aksi capaian | capaian Indikator Kinerja
Rencana Aksi capaian | Indikator Kinerja Kunci pada | Kunci pada  Perangkat

Indikator Kinerja Kunci

Perangkat Daerah di bawah

Daerah di bawah koordinasi

pada Perangkat | koordinasi Asisten | Asisten Pembangunan dan

Daerah di  bawah | Pembangunan dan | Lingkungan Hidup

koordinasi Asisten | Lingkungan Hidup

Pembangunan dan

Lingkungan Hidup

Melaksanakan Terlaksananya Monitoring | Laporan Hasil Monitoring Biro Dikmental
Monitoring dan | dan Evaluasi capaian Rencana | dan Evaluasi capaian

Evaluasi capaian | Aksi capaian Indikator Kinerja | Rencana  Aksi capaian

Rencana Aksi capaian

Kunci pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci pada

Indikator Kinerja Kunci | di bawah koordinasi Biro | Perangkat Daerah di bawah

pada Perangkat | Kesejahteraan Sosial koordinasi Biro

Daerah di bawah Kesejahteraan Sosial

koordinasi Asisten

Kesejahteraan Rakyat

Melaksanakan Terlaksananya monitoring | Laporan hasil monitoring Biro Dikmental
monitoring dan | dan evaluasi capaian Rencana | dan evaluasi capaian

evaluasi capaian | Aksi capaian Indikator Kinerja | Rencana  Aksi  capaian

Rencana Aksi capaian
Indikator Kinerja Kunci

pada Perangkat
Daerah di bawah
koordinasi Asisten

Kesejahteraan Rakyat

Kunci pada Perangkat Daerah
di bawah koordinasi Asisten
Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja Kunci pada
Perangkat Daerah di bawah
koordinasi Asisten
Kesejahteraan Rakyat

Biro Pengampu




Rencana Aksi
dan/atau Rencana

Target

Sasaran Indikator Kinerja | Target Mitigasi yang Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Renaksi Waktu | |Biro Pengampu
ditetapkan awal SNaiSt
tahun
Optimalisasi Terlaksananya Monitoring | Monitoring dan Evaluasi | Laporan Hasil | Triwulan | Biro Perkeu, Biro
Monitoring dan | dan Evaluasi Perangkat | Perangkat Daerah atas | Monitoring | KSD
Evaluasi Perangkat | Daerah atas capaian IKK | capaian IKK Tahun | dan Evaluasi
Daerah atas capaian | Tahun sebelumnya Sebelumnya Perangkat
IKK Tahun sebelumnya Daerah atas
capaian  IKK
Tahun
sebelumnya
Optimalisasi Terlaksananya Monitoring | Monitoring dan Evaluasi | Laporan Hasil | Triwulan Biro Perkeu, Biro
Monitoring dan | dan Evaluasi Perangkat | Perangkat Daerah atas | Monitoring -1V KSD
Evaluasi Perangkat | Daerah atas capaian IKK | capaian IKK Tahun Berjalan | dan Evaluasi
Daerah atas capaian | Tahun berjalan Perangkat
IKK Tahun berjalan Daerah atas
capaian  IKK
Tahun
berjalan
Pemutakhiran  data Laporan Biro KSD
hukuman disiplin peningkatan
pegawai jenjang
pendidikan
pegawai yang
usulan
pencantuman
gelarnya telah
disetujui
periode
Triwulan ..
Penataan Indeks Kebijakan | 2.5 Mengembangkan Terlaksananya koordinasi | Laporan hasil koordinasi | 1 Laporan TWII Biro Hukum
Penyusunan  dan | Pembentukan sistem informasi e-IKK | kaitan pengembangan sistem | pengembangan Sistem e IKK
Harmonisasi Produk Hukum e IKK
Produk Hukum | Daerah Tersusunnya SOP dan Proses | SOP dan proses Bisnis | 1 Laporan TWII Biro Hukum
Daerah Bisnis sistem e IKK pengembangan Sistem e IKK
Tersedianya informasi sistem | Sistem informasi e IKK yang | 1 Laporan TW IV Biro Hukum

e IKK dengan pendataan
proses kebijakan penyusunan

siap diuji coba

penggunaannya
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal

Kriteria Keberhasilan

Output Renaksi

Target
Renaksi

Biro Pengampu

tahun
produk hukum daerah yang
lebih lengkap dan akurat
Melaksanakan Terlaksananya koordinasi dan | Laporan hasil koordinasi | 1 Laporan TWII Biro Hukum
koordinasi dan | evaluasi capaian  target | dan evaluasi capaian target
evaluasi capaian | Penilaian Indeks Kualitas | Penilaian Indeks Kualitas
target Penilaian | Kebijakan (IKK)  dengan | Kebijakan (IKK) dengan
Indeks Kualitas | Lembaga Administrasi Negara | Lembaga Administrasi
Kebijakan (IKK) Negara
dengan Lembaga
Administrasi Negara
Melaksanakan Terlaksananya Koordinasi | Rekomendasi hasil | 1 Laporan TWII Biro Hukum
koordinasi Peningkatan Hasil Penilaian | koordinasi peningkatan
Peningkatan Hasil | Indeks Reformasi Hukum | Hasil  Penilaian  Indeks
Penilaian Indeks | (IRH) dengan Kementerian | Reformasi Hukum (IRH)
Kualitas Kebijakan | Hukum dengan Kementerian
(IRH) dengan Hukum
Kementerian Hukum
Mengembangkan Tersedianya aplikasi e perkara | Modul data perkara litigasi | 2 Laporan TW Il dan | Biro Hukum
aplikasi e-perkara dan | yang dikembangkan pada | dan non litigasi di v
peningkatan data | modul data perkara litigasi | lingkungan pemerintah
perkara litigasi dan | dan non litigasi di lingkungan | Provinsi DKI Jakarta yang
non litigasi pemerintah  Provinsi  DKI | lebih lengkap dan akurat
Jakarta yang lebih lengkap
dan akurat
Peningkatan Persentase Fasilitasi | 100 Meningkatkan Tersusunnya laporan | Dokumen hasil monitoring | 1 Dokumen TW I Biro KDH
Kualitas  Layanan | Pelayanan Kepala kualitas pelayanan | monitoring dan evaluasi hasil | dan  evaluasi  fasilitasi
Pimpinan dan | Daerah yang pimpinan dengan | fasilitasi dan dukungan | pelayanan pimpinan TW |
Pengadministrasian | terlaksana dengan melakukan pelayanan pimpinan sesuai | Dokumen hasil monitoring | 1 Dokumen TW I Biro KDH
Sekretariat Daerah baik monitoring dan | dengan kebutuhan dan | dan evaluasi fasilitasi
evaluasi terhadap | arahan pimpinan pelayanan pimpinan TW I
daftar fasilitasi Dokumen hasil monitoring | 1 Dokumen TW I Biro KDH
pelayanan pimpinan dan evaluasi fasilitasi
setiap  triwulannya pelayanan pimpinan TW IlI
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal

Kriteria Keberhasilan

Output Renaksi

Target
Renaksi

Biro Pengampu

tahun
yang terdiri  dari Dokumen hasil monitoring | 1 Dokumen TW IV Biro KDH
Pelayanan dan evaluasi fasilitasi
Kerumahtanggaan pelayanan pimpinan TW IV
Sekretariat  Daerah,
Pelayanan Penyediaan
Materi dan
Komunikasi Pimpinan,
Pelayanan  Fasilitasi
Keprotokolan,
Pengetikan dan
Penaklukan  Naskah
Dinas
Meningkatkan Tesusunnya dokumen | Dokumen rencana | 1 Dokumen TW IV Biro KDH
Kompetensi rencana pengadaan | pengadaan seminar tata
Pelayanan  Fasilitasi | penyelenggaraan seminar | naskah dinas berupa KAK,
Kepala Daerah tata naskah dinas RAB, dan lainnya
Meningkatkan Terselenggaranya  kegiatan | Laporan Pelaksanaan | 1 Laporan TW IV Biro KDH
Kompetensi pelatihan  dalam  rangka | Seminar Tata Naskah Dinas
Pelayanan  Fasilitasi | Peningkatan Kompetensi | yang dihadiri oleh seluruh
Kepala Daerah Fasilitasi Kegiatan Kepala | OPD
Daerah
Peningkatan Persentase 100% Melaksanakan Terlaksananya Penataan | Dokumen KAK dan Rencana | 1 Dokumen TW I Biro UAS
Kualitas Pelayanan | Kepuasan pelayanan Renovasi Ruangan Lantai 22 Gedung | Umum Pengadaan (RUP)
Pimpinan dan | kompleks Balaikota Pembangunan Grha  Ali  Sadikin  dan | yang terinput pada Sistem
Pengadministrasian | dan Rumah Dinas Kompleks Balaikota Pemasangan Videotron di | Informasi Rencana Umum
Kesekretariatan Pimpinan yang Lantai 23 Pengadaan (SIRUP)
Daerah terlaksana dengan Dokumen pengadaan dan | 1 Dokumen TWII Biro UAS
baik kontrak Pelaksanaan
Renovasi Kompleks
Balaikota (Penataan
Ruangan Lantai 22 Gedung
Grha Ali  Sadikin  dan

Pemasangan Videotron di
Lantai 23)
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Sasaran

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal
tahun

Kriteria Keberhasilan

Indikator Kinerja

Target

Output Renaksi

Progress Renovasi
Kompleks Balai kota
(Penataan Ruangan Lantai
22 Gedung Grha Ali Sadikin
dan Pemasangan Videotron
di Lantai 23) terselesaikan
sebesar 40%

Target
Renaksi

1 Laporan

Waktu

TW I

Biro Pengampu

Biro UAS

Progress Renovasi
Kompleks Balai kota
(Penataan Ruangan Lantai
22 Gedung Grha Ali Sadikin
dan Pemasangan Videotron
di Lantai 23) terselesaikan
100%

1 Laporan

TW IV

Biro UAS

Pelaksanaan
Fasilitasi dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Kolaborasi dan
Kerjasama Daerah

100% Tersusunnya semua naskah

kerjasama yang terverifikasi

1. Persentase
kerjasama yang
terimplementasi

Menyampaikan
tanggapan akhir atas
proses fasilitasi
kerjasama

Laporan jumlah naskah
kerjasama  yang  telah
tersusun pada triwulan 1
kepada Sekda Provinsi DKI
Jakarta

1 laporan

TWI

Biro KSD

Laporan jumlah naskah
kerjasama  yang  telah
tersusun pada triwulan 2
kepada Sekda Provinsi DKI
Jakarta

1 laporan

TWII

Biro KSD

Laporan jumlah naskah
kerjasama  yang  telah
tersusun pada triwulan 3
kepada Sekda Provinsi DKI
Jakarta

1 laporan

TW I

Biro KSD

Laporan jumlah naskah
kerjasama  yang  telah
tersusun di Tahun 2024 dari
Gubernur DKl Jakarta
kepada Menteri Dalam
Negeri RI

1 laporan

TW IV

Biro KSD
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Indikator Kinerja

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal

Kriteria Keberhasilan

Output Renaksi

Target
Renaksi

Biro Pengampu

tahun
Melaksanakan Terlaksananya monitoring | Laporan pelaksanaan | 1laporan TWII Biro KSD
monitoring perjanjian kerjasama | kegiatan monitoring
implementasi Pemerintah  Provinsi DKl | implementasi perjanjian
Perjanjian Kerjasama | Jakarta tahun 2024 dengan | kerjasama dengan OPD
Pemerintah  Provinsi | mitra kerjasama dalam negeri | Pemprov DKI Jakarta tahun
DKl Jakarta dengan | dan luar negeri 2024
Mitra Kerjasama
Dalam Negeri dan Luar
Negeri di tahun 2024
Melaksanakan Terlaksananya monitoring | Laporan monitoring | 1laporan TW I Biro KSD
monitoring perjanjian kerjasama | evaluasi perjanjian
implementasi Pemerintah  Provinsi DKl | kerjasama yang akan habis
Perjanjian Kerjasama | Jakarta tahun 2024 dengan | pada bulan Oktober 2025
Pemerintah  Provinsi | mitra kerjasama dalam negeri
DKl Jakarta dengan | dan luar negeri
Mitra Kerjasama
Dalam Negeridan Luar
Negeri di tahun 2024
Menyusun Pemetaan | Tersusunnya pemetaan | Surat Kepala Biro Kerjasama | 1 dokumen TW I Biro KSD
Perjanjian Kerjasama | perjanjian  kerjasama  di | Daerah kepada seluruh OPD
di lingkup Pemerintah | lingkup Pemerintah Provinsi | Pemprov DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta | DKIJakarta untuk tahun 2026 | tentang pelaksanaan
untuk tahun 2026 pemetaan perjanjian
kerjasama
Pengumpulan dokumen | 1 dokumen TW IV Biro KSD
pemetaan kerjasama dari
seluruh OPD Pemprov DKI
Jakarta
Nota Dinas laporan kepada | 1 laporan TW IV Biro KSD
Sekda tentang pemetaan
kerjasama sesuai dengan
hasil  indentifikasi  dari
seluruh OPD
Menyelenggarakan Terlaksananya pelaksanaan | Laporan Pelaksanaan | 1 laporan TWI Biro KSD
kegiatan  kerjasama | kegiatan kerjasama | kegiatan kerjasama




Sasaran

Indikator Kinerja

2. Persentase
Kolaborasi yang
terimplementasi

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal
tahun
Kolaborasi yang
terselenggara atas
koordinasi Biro
Kerjasama Daerah dan
tanpa melalui

perikatan kerjasama

Kriteria Keberhasilan

/kolaborasi yang
terselenggara atas koordinasi
Biro Kerjasama Daerah dan
tanpa  melalui  perikatan
kerjasama

Output Renaksi

/kolaborasi hasil koordinasi
dengan mitra dalam negeri
dan luar negeri pada

Target
Renaksi

Waktu

Biro Pengampu

triwulan | kepada Sekda

Provinsi DKI Jakarta

Laporan Pelaksanaan | 1 laporan TW I Biro KSD
kegiatan Kerjasama Luar

Negeri yaitu Diplomatic

Corps Biennial Meets

Laporan Pelaksanaan | 1 laporan TW I Biro KSD
kegiatan Kerjasama Luar

Negeri yaitu Jakarta

International Youth

Program

Laporan Pelaksanaan | 1 laporan TW I Biro KSD
kegiatan kerjasama

/kolaborasi dengan mitra

dalam negeri yaitu

penyelenggaraan Rapat

Kerja MPU

Laporan Pelaksanaan | 1 laporan TW I Biro KSD
kegiatan kerjasama

/kolaborasi hasil koordinasi

dengan mitra dalam negeri

dan luar negeri pada

triwulan I kepada Sekda

Provinsi DKI Jakarta

Laporan pelaksanaan | 1 laporan TW Il Biro KSD
kegiatan kerjasama

/kolaborasi dengan mitra

dalam negeri yaitu

penyelenggaraan kegiatan

Jakarta Fair

Laporan Pelaksanaan | 1 laporan TW Il Biro KSD

kegiatan Kerjasama Luar
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal
tahun

Kriteria Keberhasilan

Output Renaksi

Negeri yaitu C40 Regional
Academy

Target
Renaksi

Waktu

Biro Pengampu

Laporan Pelaksanaan | 1 laporan TW I Biro KSD
kegiatan kerjasama
/kolaborasi hasil koordinasi
dengan mitra dalam negeri
dan luar negeri pada
triwulan Il kepada Sekda
Provinsi DKI Jakarta
Laporan Pelaksanaan | 1 laporan TW IV Biro KSD
kegiatan Kerjasama Luar
Negeri yaitu PEMSEA
Network of Local
Government (PNLG) Forum
2025
Laporan Pelaksanaan | 1 laporan TW IV Biro KSD
kegiatan kerjasama
/kolaborasi hasil koordinasi
dengan mitra dalam negeri
dan luar negeri pada
triwulan IV kepada Sekda
Provinsi DKI Jakarta
Menyelenggarakan Terselenggaranya  kegiatan | Laporan pelaksanaan | 1 Laporan TW Il Biro KSD
kegiatan apresiasi | apresiasi kepada mitra | kegiatan DKJ Award
kepada para mitra | kerjasama  Pemprov DKl
kerjasama  Pemprov | Jakarta
DKl Jakarta
Sasaran Relevan Lainnya
1. | Terlaksananya Persentase lembaga | 100% Identifikasi  kegiatan | Teridentifikasinya  kegiatan | Laporan hasil identifikasi | 1 Laporan TW 1 Biro Dikmental
kegiatan lembaga | dan Organisasi mendukung program | mendukung program | kegiatan mendukung
dan Organisasi | Kemasyarakatan Pemerintah  Provinsi | Pemerintah  Provinsi  DKI | program Pemerintah
Kemasyarakatan (Ormas) Agama DKI Jakarta | Jakarta (Penyediaan | Provinsi DKI Jakarta
(Ormas) Agama | penerima hibah (Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas
penerima hibah | yang  kegiatannya aksesibilitas bagi | pada rumah ibadah, program

yang mendukung

mendukung

disabilitas pada rumah

keterampilan/pelatihan
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Sasaran

program
Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja

program
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal

tahun
ibadah, program
keterampilan/pelatiha
n penunjang
pertumbuhan
ekonomi
percepatan
penuntasan dan
pencegahan stunting,
upaya
penanggulangan
kemiskinan,
digitalisasi pelayanan
publik) yang akan
dilaksanakan oleh
Lembaga Keagamaan
dan Organisasi
Kemasyarakatan
(Ormas) Agama
penerima hibah.

umat,

Kriteria Keberhasilan

penunjang pertumbuhan
ekonomi umat, percepatan
penuntasan dan pencegahan
stunting, upaya
penanggulangan kemiskinan,
digitalisasi pelayanan publik)
yang akan dilaksanakan oleh

Lembaga Keagamaan dan
Organisasi  Kemasyarakatan
(Ormas) Agama penerima
hibah.

Output Renaksi

Target

Renaksi

Waktu

Biro Pengampu

Melaksanakan forum

diskusi antara
lembaga dan
Organisasi
Kemasyarakatan
(Ormas) Agama
penerima hibah
dengan  Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta
dalam
menginventarisir
kegiatan Strategis
dalam mendukung
program Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.

Terlaksananya forum diskusi

antara lembaga dan
Organisasi  Kemasyarakatan
(Ormas) Agama penerima

hibah dengan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam
menginventarisir kegiatan
Strategis dalam mendukung
program Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta.

Dokumen  hasil  forum
diskusi antara lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) Agama penerima
hibah.

1 Dokumen

TW 2

Biro Dikmental
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Rencana Aksi
dan/atau Rencana

Target

Sasaran Indikator Kinerja | Target Mitigasi yang Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Renaksi Biro Pengampu
ditetapkan awal ek
tahun
Melaksanakan Terlaksananya monitoring | Laporan hasil monitoring | 1 Laporan TW 2 Biro Dikmental
monitoring dan | dan evaluasi terhadap | dan  evaluasi lembaga
evaluasi terhadap | kegiatan Lembaga | penerima hibah target 20
kegiatan Lembaga | Keagamaan dan Organisasi | lembaga.
Keagamaan dan | Kemasyarakatan  Penerima | Laporan hasil monitoring | 1 Laporan TW 3 Biro Dikmental
Organisasi Hibah kegiatannya | dan  evaluasi lembaga
Kemasyarakatan mendukung program | penerima hibah target 30
Penerima Hibah | Pemerintah  Provinsi DKl | lembaga.
kegiatannya Jakarta. Laporan hasil monitoring | 1 Laporan TW4 Biro Dikmental
mendukung program | TW 2: 20 Lembaga | dan  evaluasi lembaga
Pemerintah  Provinsi | TW 3: 30 Lembaga | penerima hibah target 30
DKl Jakarta. TW 4: 30 Lembaga lembaga.
Terkelolanya Persentase 100% Menyusun tim | Tersusunnya tim Inventarisasi | SK Tim Inventarisasi pada | SK Tim pada | TW1 Biro Hukum, Biro
Keuangan Daerah | Inventarisasi BMD Inventarisasi BMD dan | BMD berupa Aset Tetap | Pengguna Barang dan/atau | PD/UKPD/UPB ORB, Biro KDH,
yang Sehat, | berupa Aset Tetap Daftar BMD berupa | Lainnya dan Aset Tak | Kuasa Pengguna Barang | dan Daftar Biro UAS, Biro
Transparan, dan | Lainnya dan Aset Aset Tetap Lainnya | Berwujud pada Pengguna | T/01.1.2 Daftar BMD yang | BMD PLH
Akuntabel Tak Berwujud pada dan Aset Tak | Barang  dan/atau Kuasa | sudah tervalidasi
Pengguna  Barang Berwujud pada | Pengguna Barang dan validasi
dan/atau Kuasa Pengguna Barang | daftar BMD
Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang
Melaksanakan Terlaksananya kegiatan | Laporan Capaian | 3 Laporan TW 2,3,4 | Biro Hukum, Biro
Inventarisasi BMD | Inventarisasi BMD sebesar | Pelaksanaan Inventarisasi ORB, Biro KDH,
berupa Aset Tetap | 25% dari keseluruhan jumlah | BMD per Triwulan Biro UAS, Biro
Lainnya dan Aset Tak | register pada  Pengguna PLH
Berwujud pada | Barang dan/atau  Kuasa
Pengguna Barang | Pengguna Barang sebagai
dan/atau Kuasa | target TW2, sebesar 55% dari

Pengguna Barang

keseluruhan jumlah register
pada Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna
Barang sebagai target TWS3,
sebesar 100% dari
keseluruhan jumlah register
pada  Pengguna  Barang
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal
tahun

Kriteria Keberhasilan

dan/atau Kuasa Pengguna
Barang sebagai target TW4

Output Renaksi

Target
Renaksi

Biro Pengampu

Menyusun Pelaporan | Tersedianya Berita Acara, | Berita Acara, SPTIM dan | 3 Dokumen TW 4 Biro Hukum, Biro
Kegiatan Inventarisasi | SPTIM dan Laporan Hasil | Laporan Hasil Inventarisasi ORB. Biro KDH,
BMD berupa Aset | Inventarisasi  (LHI)  pada | (LHI) Biro UAS, Biro
Tetap Lainnya dan | Pengguna Barang dan/atau PLH
Aset Tak Berwujud | Kuasa Pengguna Barang
pada Pengguna | sebagai hasil dari kegiatan
Barang dan/atau | Inventarisasi BMD berupa
Kuasa Pengguna | Aset Tetap Lainnya dan Aset
Barang Tak Berwujud
Terwujudnya tata | Nilai kualitas data | 3,25 Mengikuti rangkaian | Tersedianya Berita Acara | Berita Acara Daftar Data | 1 Berita Acara | TW 4 Biro
kelola SDI yang baik | SDI perencanaan data Daftar Data Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Tahun Pemerintahan,
melalui Tahun 2026 2026 Biro Hukum, Biro
pemenuhan daftar ORB, Biro KDH,
data d?erah yang Biro UAS, Biro
berkualitas X
Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
Menyediakan data | Tersedianya data lingkup | Laporan data SDI lingkup | 1 Laporan ™ I | Biro
lingkup Perangkat | Perangkat = Daerah  yang | Perangkat Daerah yang W Il'| Pemerintahan,
Daerah sesuai Daftar | memenuhi kualitas aspek | berkualitas sesuai aspek ™ | giro Hukum, Biro
Data Provinsi DKl | validitas, kelengkapan data, | validitas, kelengkapan data, TW IV ORB. Biro KDH
Jakarta Tahun 2025 ketepatan waktu, dan | ketepatan  waktu, dan L !
keunikan isi data keunikan isi data pada Bulan Biro UA§, Biro
Desember 2024 sampai Perkeu, Biro KSD,
dengan Bulan September Biro PLH, Biro
2025 sesuai capaian pada Kesos, Biro
Portal Satu Data Jakarta. Dikmental.
Peningkatan Persentase Capaian | 80 - | Membentuk dan/atau | Tersusunnya SK Tim | SK Tim Peningkatan | 1 Dokumen TW 1 Biro
Penggunaan Peningkatan 100% Memperbarui Tim | Peningkatan Penggunaan | Penggunaan Produk Dalam Pemerintahan,
Produk Dalam | Penggunaan Produk Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) | Negeri (P3DN) pada Biro Hukum, Biro
Negeri Dalam Negeri Penggunaan Produk | pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah

ORB, Biro KDH,
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Rencana Aksi
dan/atau Rencana

Mitigasi yang Kriteria Keberhasilan Output Renaksi F;I'argit‘ Biro Pengampu
ditetapkan awal SNaiSt
tahun
Dalam Negeri (P3DN) Biro UAS, Biro
pada Perangkat Perkeu, Biro KSD,
Daerah Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
Mengumumkan Terumumkannya Rencana | Hasil Rekapitulasi | 1 Dokumen TW 1 Biro
Rencana Umum | Umum Pengadaan (RUP) | Pengumuman Rencana Pemerintahan,
Pengadaan (RUP) dan | dengan Total Nilai RUP | Umum Pengadaan (RUP) Biro Hukum, Biro
Melakukan Sebesar 100% dari Anggaran | dan Penandaan (tagging) ORB. Biro KDH
Penandaan (tagging) | Pengadaan Barang/Jasa dan | Produk  Dalam Negeri ! Y
. e . Biro UAS, Biro
Produk Dalam Negeri | Paket Pengadaan yang | melalui Sistem Informasi -
melalui Sistem | Tertandai (tagging) Produk | Rencana Umum Pengadaan Perkeu, Biro KSD,
Informasi  Rencana | Dalam  Negeri Sekurang- | (SIRUP) Biro PLH, Biro
Umum Pengadaan | kurangnya 80% dari Anggaran Kesos, Biro
(SIRUP) Pengadaan Barang/Jasa Dikmental
melalui  Sistem  Informasi
Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP)
Mencantumkan Terdapat Kewajiban | Hasil Rekapitulasi | 1 Laporan TW 1, 2, | Biro
Kewajiban Penggunaan Produk Dalam | Pencantuman  Kewajiban 3,4 Pemerintahan,
Penggunaan Produk | Negeri (Nilai TKDN) dalam | Penggunaan Produk Dalam Biro Hukum, Biro
Dalam Negeri (Nilai | Setiap KAK/Spesifikasi | Negeri (Nilai TKDN) dalam ORB. Biro KDH
TKDN) dalam Setiap | Teknis/Kontrak/Surat Setiap Kontrak Pengadaan . o
el . Biro UAS, Biro
KAK/Spesifikasi Pesanan Pengadaan | Barang/Jasa dan Realisasi X
Teknis/Kontrak/Surat | Barang/lasa; dan Terdapat | Penggunaan Produk Dalam Perkeu, Biro KSD,
Pesanan Pengadaan | Realisasi Penggunaan Produk | Negeri (Nilai TKDN) dalam Biro PLH, Biro
Barang/Jasa; serta | Dalam Negeri (Nilai TKDN) | BAST. Kesos, Biro
Memastikan Realisasi | dalam BAST. Dikmental
Penggunaan Produk
Dalam Negeri (Nilai
TKDN) dalam BAST
Tidak Lebih Rendah
daripada  Kewajiban

dalam KAK/Spesifikasi
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal
tahun

Teknis/Kontrak/Surat
Pesanan.

Kriteria Keberhasilan

Output Renaksi

Target
Renaksi

Biro Pengampu

Melaksanakan Terlaksananya Seluruh | Laporan  Hasil  Belanja | 1 Laporan TW 1, 2, | Biro
Kewajiban Belanja | Kegiatan Penyediaan | Kegiatan Penyediaan 3,4 Pemerintahan,
Kegiatan Penyediaan | Makan/Minum Menggunakan | Makan/Minum melalui e- Biro Hukum, Biro
Makan/Minum Produk Usaha Mikro Kecil dan | Order ORB, Biro KDH,
melalui e-Order Koperasi melalui e-Order Biro UAS, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
Melaksanakan Terlaksananya Pemantauan | Laporan Hasil Pemantauan | 1 Laporan TW 1, 2, | Biro
Pemantauan dan | dan Evaluasi Internal | dan Evaluasi Internal 3,4 Pemerintahan,
Evaluasi Internal | terhadap Kepatuhan Belanja | terhadap Kepatuhan Biro Hukum, Biro
terhadap Kepatuhan | Produk Dalam Negeri Belanja  Produk  Dalam ORB, Biro KDH,
ElzI:::ia Produk Dalam Negeri Biro UA; Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
Terwujudnya Persentase 100% Melaksanakan Meningkatnya pemahaman | Terbentuknya Komunitas | 1 Dokumen TW1 Biro
Lingkungan implementasi Sosialisasi Manajemen | ASN  tentang Manajemen | Pembelajar dan Agenda Pemerintahan,
Organisasi yang | berbagi Pengetahuan dan | pengetahuan Kegiatan Komunitas Biro Hukum, Biro
mendorong pengetahuan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 ORB. Biro KDH
Pembelajaran, melalui  Komunitas Pembelajaran melalui Surat Keputusan . !
Kolaborasi dan | Pembelajar Kepala Perangkat Daerah Biro UA§, Biro
Berbagi Perkeu, Biro KSD,
Pengetahuan Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
Menyusun Terlaksananya Kegiatan | Tersedianya Dokumentasi | 1 Dokumen T™W Il'| Biro
Dokumentasi dan Aset | Komunitas Pembelajar Kegiatan Komunitas ™ | pemerintahan,
Pengetahuan Hasil Pembelajar TW IV Biro Hukum, Biro
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Rencana Aksi
dan/atau Rencana

Target

Sasaran Indikator Kinerja | Target Mitigasi yang Kriteria Keberhasilan Output Renaksi Renaksi Biro Pengampu
ditetapkan awal ek
tahun
Komunitas ORB, Biro KDH,
Pembelajar Biro UAS, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
Tersedianya Dokumen aset | 1 Dokumen T™W Il | Biro
pengetahuan TW Il | pemerintahan,
TWiv Biro Hukum, Biro
ORB, Biro KDH,
Biro UAS, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
Implementasi Persentase 100 Mengikuti Pendidikan | Terlaksananya Pendidikan | Tersedianya Laporan | 1 Dokumen TW I Biro
Penerapan Implementasi dan Pelatihan | dan Pelatihan Manajemen | Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan,
Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko | Risiko bagi para Pejabat | Manajemen Risiko vyang Biro Hukum, Biro
Manajemen Risiko bagi para Pejabat | ditetapkan sebagai Manajer | diikuti  Manajer Risiko, ORB, Biro KDH,
ditetapkan sebagai | Risiko, Koordinator Risiko dan | Koordinator Risiko dan Biro UAS.  Biro
Manajer Risiko, | Pemilik Risiko Pemilik Risiko 7
Koordinator Risiko Perkeu, Biro KSD,
dan Pemilik Risiko Biro Kesos, Biro
Dikmental
Menyelenggarakan Terlaksananya Sosialisasi | Tersedianya Laporan | 1 Dokumen TW I Biro
Sosialisasi Implementasi ~ Manajemen | Sosialisasi Implementasi Pemerintahan,
Implementasi Risiko pada Seluruh Pegawai Manajemen Risiko pada Biro Hukum, Biro
Manajemen Risiko Seluruh Pegawai

pada Seluruh Pegawai

ORB, Biro KDH,
Biro UAS, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro Kesos, Biro
Dikmental
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Rencana Aksi
dan/atau Rencana
Mitigasi yang
ditetapkan awal

tahun
Melakukan
Pemantauan

Pelaksanaan
Penanganan Risiko

atas

Kriteria Keberhasilan

Terlaksananya Pemantauan
atas Pelaksanaan Penanganan
Risiko

Output Renaksi

Tersedianya
Pemantauan
Pelaksanaan
Risiko

Laporan
atas
Penanganan

Target
Renaksi

1 Dokumen

TWII

Biro Pengampu

Biro
Pemerintahan,
Biro Hukum, Biro
ORB, Biro KDH,
Biro UAS, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro Kesos, Biro
Dikmental

Tersedianya
Pemantauan
Pelaksanaan
Risiko

Laporan
atas
Penanganan

1 Dokumen

TW IV

Biro
Pemerintahan,
Biro Hukum, Biro
ORB, Biro KDH,
Biro UAS, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro Kesos, Biro
Dikmental

Tercapainya Target
Kinerja  Anggaran
atas Aspek
Implementasi

Persentase t efisensi
arget Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

71%

Menyusun target
keluaran kegiatan/sub
kegiatan pada sistem
monev Bappeda

Tersusunnya target keluaran
kegiatan/sub kegiatan pada
sistem e-sakip

Data target keluaran
kegiatan/sub kegiatan pada
monev Bappeda

1 data

TWI

Biro
Pemerintahan,
Biro Hukum, Biro
ORB, Biro KDH,
Biro UAS, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental

Tersusunnya Serapan
Perkiraan Sendiri pada sistem
arget bulanan proyeksi
penyerapan APBD dalam
proyeksi APBD/
proyeksiapbd.jakarta.go.id

Data SPS pada sistem
proyeksiapbd.jakarta.go.id

1 data

TWI

Biro
Pemerintahan,
Biro Hukum, Biro
ORB, Biro KDH,
Biro UAS, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
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Rencana Aksi
dan/atau Rencana

Sasaran Indikator Kinerja | Target Mitigasi yang Kriteria Keberhasilan Output Renaksi F;I'argit‘ Biro Pengampu
ditetapkan awal ek
tahun
Kesos, Biro
Dikmental
Melakukan Tercapainya kinerja anggaran | Laporan hasil monitoring | 4 Laporan TW | s.d | Biro
monitoring dan | atas 4 variabel yaitu capaian | dan evaluasi kinerja TW IV Pemerintahan
evaluasi kinerja | keluaran dan hasil, efisiensi, | anggaran atas aspek Biro Hukum, B’iro
?ng?aran atz.a\s aspek | konsisten . penyerapan imple;amlentasi pada 4 ORB, Biro KDH,
implementasi. anggaran dan penyerapan | variabe . .
anggaran Biro UA?, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
Meningkatnya Persentase progress | 100% Menyusun strategi | Tersedianya rencana tindak | Dokumen rencana tindak | 4 Dokumen 1,2,3 dan | Biro
penyelesaian penyelesaian tindak penyelesaian atas | lanjut atas rekomendasi | lanjut atas rekomendasi 4 Pemerintahan
tindak lanjut | lanjut rekomendasi TLHP BPKRI temuan hasil pemeriksaan | temuan hasil pemeriksaan Biro Hukum, B:iro
. Biro UAS, Biro
pemeriksaan eksternal (BPK) -
eksternal (BPK) Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
Tersedianya hasil monitoring | Laporan hasil monitoring | 4 Laporan 1,2,3 dan | Biro
dan evaluasi atas rencana | dan evaluasi atas rencana 4

tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPK

tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPK

Pemerintahan,
Biro Hukum, Biro
ORB, Biro KDH,

Biro UAS, Biro
Perkeu, Biro KSD,
Biro PLH, Biro
Kesos, Biro
Dikmental
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G. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta sebagaimana ditetapkan pada tahun 2024, maka kinerja tersebut
didukung oleh 7 Program dimana jumlah seluruh anggaran yang dikelola adalah
sebesar Rp.1.387.146.356.821,- dan Dberhasil direalisasikan sebesar
Rp.1.338.691.124.995,- sehingga rata-rata tingkat pencapaian realisasi anggaran
adalah sebesar 96,51% dengan besaran alokasi dan realisasi anggaran dapat

dilihat sebagaimana tabel berikut :
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Program

Anggaran

Realisasi

Capaian

Program

Tabel 111.39
Realisasi Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sub Kegiatan

Anggaran

Realisasi

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

917.995.403.149

880.103.967.791

95,87%

Administrasi Keuangan 623.232.873.739 605.562.643.659 Penyediaan Gaji dan 623.171.967.238 605.505.422.459
Perangkat Daerah Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan 60.906.501 57.221.200

dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD
Administrasi Kepegawaian 374.242.967 350.037.288 Pengadaan Pakaian Dinas 374.242.967 350.037.288

Perangkat Daerah

Beserta Atribut
Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

23.775.963.854

22.594.011.526

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

8.315.295.786

8.165.861.697

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

4.144.552.726

3.783.866.853

Penyediaan Peralatan Rumah | 332.563.194 264.847.500
Tangga

Penyediaan Bahan Logistik 3.400.079.037 3.272.306.345
Kantor

Penyediaan Barang Cetakan 568.429.526 537.438.849

dan Penggandaan

Penyediaan Bahan/Material

1.889.655.056

1.888.749.217

Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.793.433.488

1.772.920.000

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

3.234.355.358

2.812.277.065

Penatausahaan Arsip 3.750.000 3.750.000
Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan 93.849.683 91.994.000

Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

31.446.677.717

29.724.187.412

Pengadaan Mebel

10.013.881.315

9.166.013.714
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Program Anggaran Realisasi

Capaian
Program

Kegiatan

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Anggaran

Realisasi

Sub Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Anggaran

21.432.796.402

Realisasi

20.558.173.698

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

63.077.651.614

60.977.168.117

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

138.773.322

137.674.584

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

26.165.449.640

25.128.640.548

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

2.584.006.740

2.464.645.490

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

34.189.421.912

33.246.207.495

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

60.435.034.826

51.762.519.366

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

1.705.261.795

1.662.294.654

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

415.719.335

399.719.900

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

34.086.353.093

27.434.035.153

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

23.271.607.417

21.469.999.933

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

956.093.186

796.469.726

Administrasi Keuangan dan
Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

71.973.722.493

66.943.611.087

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

71.973.722.493

66.943.611.087
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Program

Anggaran

Realisasi

Capaian
Program

Kegiatan

Fasilitasi Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

Anggaran

14.321.561.716

Realisasi

13.146.494.046

Sub Kegiatan

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah

Anggaran

2.967.393.620

Realisasi

2.168.337.916

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil Kepala
Daerah

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Sekretariat
Daerah

11.354.168.096

10.978.156.130

Fasilitasi Materi dan
Komunikasi Pimpinan

285.200.000

283.345.000

Penyiapan Materi Pimpinan

244.400.000

244.400.000

Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan

40.800.000

38.945.000

Fasilitasi Keprotokolan

29.072.474.223

28.759.950.290

Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Acara

25.958.886.141

25.732.698.331

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

1.440.413.400

1.426.372.983

Pengelolaan Hubungan
Keprotokolan

1.673.174.682

1.600.878.976

PROGRAM 1.078.192.740 1.075.080.000 99,71% Fasilitasi Kelembagaan dan 431.020.000 429.320.000 Fasilitasi Penataan 70.500.000 69.000.000
PENATAAN Analisis Jabatan Kelembagaan Provinsi
ORGANISASI Penataan Analisis Jabatan 360.520.000 360.320.000
Fasilitasi Reformasi Birokrasi 647.172.740 645.760.000 Pembinaan Pelaksanaan 233.172.740 232.560.000
dan Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi
Monitoring dan Evaluasi 27.600.000 27.400.000
Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi Pelaksanaan Budaya 36.000.000 35.400.000
Kerja
Pengelolaan Tatalaksana 257.400.000 257.400.000
Pemerintahan
Fasilitasi Peningkatan 93.000.000 93.000.000
Pelayanan Publik
PROGRAM 2.361.091.463 2.264.376.219 95,90% Fasilitasi Penyusunan 624.852.802 615.032.430 Fasilitasi Penyusunan Produk 359.434.000 355.141.000
FASILITASI DAN Perundang-Undangan Hukum Pengaturan
KOORDINASI
HUKUM Fasilitasi Penyusunan Produk 54.800.000 54.700.000

Hukum Penetapan
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Program

Anggaran

Realisasi

Capaian
Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sub Kegiatan

Pendokumentasian Produk
Hukum dan Naskah Hukum
Lainnya

Anggaran

210.618.802

Realisasi

205.191.430

Fasilitasi Bantuan Hukum

1.736.238.661

1.649.343.789

Fasilitasi Penyelesaian
Masalah Hukum

1.539.620.661

1.460.420.789

Fasilitasi Penyelesaian
Masalah Non Litigasi dan
HAM

196.618.000

188.923.000

PROGRAM 81.752.409.742 81.680.048.868 99,91% Pelaksanaan Tugas 78.769.138.071 78.746.383.618 Pengelolaan Administrasi 3.674.550.000 3.668.615.000
PEMERINTAHAN Pemerintahan Kebijakan Pemerintahan
DAN OTONOMI Fasilitasi Pelaksanaan 74.805.161.944 74.788.404.818
DAERAH .
Pemerintahan Umum
Fasilitasi Penataan Wilayah 289.426.127 289.363.800
Pelaksanaan Otonomi Daerah 829.776.671 782.015.250 Pengembangan Otonomi dan 582.342.796 550.052.000
Penataan Urusan
Evaluasi dan 247.433.875 231.963.250
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Fasilitasi Kerja Sama Daerah 2.153.495.000 2.151.650.000 Fasilitasi Kerja Sama Antar 2.153.495.000 2.151.650.000
Pemerintah
PROGRAM 350.505.480.298 344.753.042.345 98,36% Fasilitasi Pembinaan Mental 349.962.880.298 344.210.442.345 Fasilitasi Kelembagaan Bina 349.962.880.298 344.210.442.345
KESEJAHTERAAN Spiritual Spiritual
RAKYAT

Fasilitasi Pengembangan
Kesejahteraan Rakyat
Pelayanan Dasar

311.856.000

311.856.000

Fasilitasi, Koordinasi,
Sinkronisasi, Evaluasi dan
Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Pendidikan

174.040.000

174.040.000

Fasilitasi, Koordinasi dan
Sinkronisasi, Evaluasi dan
Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Kesehatan

89.016.000

89.016.000

Fasilitasi, Koordinasi dan
Sinkronisasi, Evaluasi dan
Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Sosial

48.800.000

48.800.000
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Program

Anggaran

Realisasi

Capaian
Program

Kegiatan

Fasilitasi Pengembangan
Kesejahteraan Rakyat Non
Pelayanan Dasar

Anggaran

230.744.000

Realisasi

230.744.000

Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat Bidang Kepemudaan,
Olahraga, Kebudayaan, dan
Pariwisata

Anggaran

171.744.000

Realisasi

171.744.000

Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat Bidang
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana,
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

59.000.000

59.000.000

PROGRAM
PEREKONOMIAN
DAN
PEMBANGUNAN

145.136.400

145.136.400

100%

Pengelolaan Kebijakan dan
Koordinasi Perekonomian

145.136.400

145.136.400

Fasilitasi Pengelolaan
Kebijakan Ekonomi Makro

145.136.400

145.136.400

PROGRAM
KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

212.644.196

200.230.000

94,16%

Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah

49.800.000

49.800.000

Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan
APBD

49.800.000

49.800.000

Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

162.844.196

150.430.000

Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

162.844.196

150.430.000

PROGRAM
PENATAAN
ORGANISASI

33.095.998.833

28.469.243.372

86,02%

Fasilitasi Kerja Sama Daerah

33.095.998.833

28.469.243.372

Fasilitasi Kerja Sama Dalam
Negeri

12.599.917.404

10.219.163.323

Fasilitasi Kerja Sama Luar
Negeri

20.496.081.429

18.250.080.049
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Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, bahwa kinerja Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 7 Program, yaitu:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Merupakan Program dengan Kategori Program yaitu Program Perangkat
Daerah untuk peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung
efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. Pada tahun 2024, program ini
memiliki anggaran sebesar Rp.917.995.403.149,- dengan nilai realisasi
anggaran sebesar Rp.880.103.967.791,-, sehingga program tersebut berhasil
direalisasikan sebesar 98,87%. Program ini diampu oleh semua Biro di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Program Penataan Organisasi
Merupakan program yang diampu oleh 2 Biro, yaitu:
a. Biro Organisasi dan Reformasi
Pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, kategori program ini
termasuk kedalam Program Prioritas dengan Strategi Penguatan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Program ini memiliki anggaran
sebesar Rp.1.078.192.740,- berhasil direalisasikan sebesar
Rp.1.075.080.000,- sehingga capaian atas program tersebut adalah
sebesar 99,71%. Program ini mendukung sasaran:
1) Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan dengan indikator Skor EKPPD
2) Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat
Daerah yang Dinamis dengan indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI
Jakarta
b. Biro Kerjasama Daerah.
Pada Biro Kerjasama Daerah, kategori program ini termasuk kedalam
Program Perangkat Daerah dengan Strategi Fasilitasi dan Evaluasi
Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah. Program ini
memiliki anggaran sebesar Rp.33.095.998.833,- berhasil direalisasikan
sebesar Rp.28.469.243.372,- sehingga capaian atas program tersebut
adalah sebesar 86,02%.. Program ini mendukung sasaran Pelaksanaan
Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama

Daerah.
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3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Kategori program ini termasuk kedalam Program Prioritas dengan Strategi
Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-
undangan dan Advokasi Hukum Provinsi DKI Jakarta. Program ini memiliki
anggaran sebesar Rp.2.361.091.463,- berhasil direalisasikan sebesar
Rp.2.264.376.219,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar
95,90%. Program ini hanya diampu oleh Biro Hukum dan mendukung capaian
kinerja atas sasaran Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum
Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

4. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Program yang diampu oleh Biro Pemerintahan dan Biro Kerjasama Daerah ini
memiliki anggaran sebesar Rp.81.752.409.742,- berhasil direalisasikan
sebesar Rp.81.680.048.868,- sehingga capaian atas program tersebut adalah
sebesar 99,91%. Kategori Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan Strategi Fasilitasi
Kerjasama Daerah Melalui Fasilitasi Sinergi dengan Pemerintah Pusat,
Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan
Kerjasama Luar Negeri, serta Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan
Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Program ini mendukung capaian atas 2
sasaran, yaitu:
a. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan

Kerjasama Daerah
b. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan

5. Program Kesejahteraan Rakyat
Program Kesejahteraan Rakyat diampu oleh 2 Biro, yaitu Biro Kesejahteraan
Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Program ini memiliki
anggaran sebesar Rp.350.505.480.298,- dengan realisasi sebesar
Rp.344.753.042.345 sehingga capaian atas realisasi anggaran program
tersebut bernilai 98,36%. Kategori program ini termasuk kedalam Program
Perangkat Daerah dengan Strategi Penguatan akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah. Program ini tidak mendukung capaian Sasaran Strategis

pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
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6. Program Perekonomian dan Pembangunan
Kategori program ini termasuk kedalam Program Prioritas dengan Strateqgi
Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan. Program ini hanya diampu
oleh Biro Perekonomian dan Keuangan, memiliki anggaran sebesar
Rp.145.136.400, realisasi anggaran sebesar Rp.145.136.400,- sehingga
capaiannya sebesar 100%. Anggaran ini tidak mendukung capaian Sasaran
Strategis pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
Kategori program ini termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan
Strategi Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan.
Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.212.644.196,- berhasil
direalisasikan sebesar Rp.200.230.000,- sehingga capaian atas program
tersebut adalah sebesar 94,16%. Program ini tidak mendukung capaian
Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah
dan diampu oleh 2 Biro, yaitu:
a. Biro Perekonomian dan Keuangan

b. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

H. ANALISA EFISIENSI ANGGARAN

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi
ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Dalam adaptasi yang dilakukan dengan merujuk

pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di

atas, dihasilkan tabel dibawah ini :

Tabel 111.40
Efisiensi Anggaran
. Capaian Anggaran
Dl &1 Kinerja Realisasi Efisiensi

1. | Nilai Komponen Pengukuran 98,65 | 1.078.192.740 1.075.880.000 0,21

dan Pelaporan pada Evaluasi

AKIP
2. | Skor EKPPD N/A 5.835.784.123 | 5.735.171.891 1,72
3. | Indeks Kualitas Kebijakan N/A 624.852.802 615.032.430 1,57

Pembentukan Produk Hukum

Daerah
4. | Nilai PMPRB Provinsi DKI N/A 1.078.192.740 1.075.880.000 0,21

Jakarta
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Capaian Anggaran

Indikat R — ST
AAIKSEOr Kinerja Realisasi Efisiensi

5. | Persentase Fasilitasi Pelayanan 100 23.963.014.213 | 22.709.612.099 5,23
Kepala Daerah yang terlaksana
dengan baik

6. | Persentase Kepuasan 100 83.306.738.558 | 74.195.190.530 10,94
Pelayanan Kompleks Balaikota
dan Rumah Dinas Pimpinan
yang terlaksana dengan baik

7 | Persentase Kerja Sama yang 100 2.719.115.000 1.122.135.000 58,73
terimplementasi
8. | Persentase Kolaborasi yang 100 30.376.883.833 | 27.347.108.372 9,97

terimplementasi

Berdasarkan data pagu dan realisasi anggaran diatas, apabila dilakukan
perhitungan secara kumulatif maka realisasi anggaran mencapai
Rp.10.535.199.361.740,- dari total pagu anggaran gabungan yang programnya
mendukung capaian indikator sasaran yaitu Rp.10.994.908.661.495,- atau

capaian 95,82 dengan efisiensi 4,18.
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BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi mengenai gambaran umum dan capaian kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara sistematis mulai Bab |
sampai dengan Bab Ill, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai
akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKl Jakarta Tahun 2024 sebagai
berikut :

1. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah
pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman
strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026
sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala
Daerah serentak pada tahun 2024.

3. Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 dapat dilihat dari
pencapaian target indikator kinerja dengan menyajikan keberhasilan maupun
kegagalan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2024 dengan ringkasan sebagaimana tabel terlampir.
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JAYA_RAYA

Sasaran Strategis /

Khusus / Operasional

Sasaran Strategis

Tabel IV.1
Capaian Perjanjian Kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2024

Indikator sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1. | Peningkatan Nilai Komponen Nilai 37,8 37,29 98,65%
Dukungan Teknis, | Pengukuran dan
Administrasi, dan | Pelaporan pada Evaluasi
Analisis AKIP
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah
Daerah
2 | Percepatan, Skor EKPPD Skor 4,128 N/A N/A
Pengendalian, dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangunan
3 | Penataan, Indeks Kualitas Indeks 2,3 N/A N/A
Penyusunan, dan | Kebijakan Pembentukan
Harmonisasi Produk | Produk Hukum Daerah
Hukum Daerah
4. | Perbaikan  Proses [ Nilai PMPRB Provinsi DKI | Persen 93 N/A N/A
Bisnis dan Tata | Jakarta
kelola Organisasi
Perangkat Daerah
yang dinamis
5. | Peningkatan Persentase Fasilitasi Persen 100% 100% 100%
Kualitas Layanan | Pelayanan Kepala
Pimpinan dan | Daerah yang terlaksana
Pengadministrasian | dengan baik
Sekretariat Daerah
6. | Peningkatan Persentase  Kepuasan Persen 100 100% 100%
Kualitas Pelayanan | Pelayanan Kompleks
Pimpinan dan | Balaikota dan Rumah
Pengadministrasian | Dinas Pimpinan yang
Kesekretariatan terlaksana dengan baik
Daerah
7. | Pelaksanaan Persentase Kerja Sama Persen 100 100% 100%
Fasilitasi dan | yang terimplementasi
Evaluasi Persentase Kolaborasi | Persen 100 100% 100%
Penyelenggaraan yang terimplementasi
Kolaborasi dan
Kerja Sama Daerah
Sasaran Khusus
1. |Terwujudnya tata | Nilai kualitas data SDI Nilai 3,25 3,25 100%

kelola SDI yang baik
melalui pemenuhan
daftar data daerah
yang berkualitas
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JAYA_RAYA

Sasaran Strategis /

Khusus / Operasional

Indikator sasaran

Realisasi

Capaian

2. | Terkelolanya Persentase Pelaksanaan | Persen 100 100 100
Keuangan Daerah | Inventarisasi BMD pada
yang Sehat, | Pengguna Barang
Transparan, dan | dan/atau Kuasa
Akuntabel Pengguna Barang
3. | Peningkatan Persentase realisasi Persen 80 terlampir | terlampir
penggunaan belanja barang/jasa
produksi dalam | bersertifikat TKDN,
negeri produk dalam negeri,
dan/atau produk usaha
mikro kecil dan koperasi
dari  hasil  produksi
dalam negeri
4. |Terimplementasinya | Persentase Persen 100 100 100
Pengembangan implementasi
Kompetensi PNS | Pengembangan
Pemerintah Provinsi | Kompetensi PNS
DKI Jakarta 40 jam | Pemerintah Provinsi DKI
Pelajaran pertahun | Jakarta 40 Jam
Pelajaran pertahun
5. | Meningkatnya Persentase penyelesaian Persen 100 100 100
Manajemen tahapan manajemen
Pengetahuan pengetahuan
6. |Implementasi Persentase Persen 100 100 100
Penerapan Implementasi
Manajemen Risiko Penerapan Manajemen
Risiko
7. | Tercapainya Target | Persentase Nilai Kinerja Persen 71 terlampir | terlampir
Kinerja  Anggaran | Anggaran atas aspek
atas Aspek | implementasi
Implementasi
8. |Terlaksananya Jumlah laporan lembaga | Dokumen 4 4 100%
kegiatan lembaga | dan Organisasi
dan Organisasi | Kemasyarakatan
kemasyarakatan (Ormas) Agama
(Ormas) Agama | penerima hibah vyang
penerima hibah | kegiatannya
yang mendukung | mendukung  program
program Pemerintah Provinsi DKI
Pemerintah Provinsi | Jakarta
DKI Jakarta
Sasaran Operasional
1. | Terselesaikannya Persentase capaian Persen 100 100 100
Tindak Lanjut | penyelesaian Tindak
Arahan Gubernur Lanjut Arahan Gubernur
2. | Meningkatnya Persentase capaian Persen 100 100 100

penyelesaian

penyelesaian
pengaduan masyarakat
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Sasaran Strategis /

Khusus / Operasional Indikator sasaran Realisasi | Capaian
pengaduan
masyarakat
3. | Meningkatnya Persentase progress Persen 100 100 100
penyelesaian tindak | penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi | lanjut rekomendasi
temuan hasil | temuan hasil
pemeriksaan pemeriksaan eksternal
eksternal (BPK) (BPK)

4. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang
diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah terlaksana dengan baik.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait capaian kinerja yang
dihasilkan sepanjang tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
berkomitmen akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1. Sesuai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah, ada beberapa rekomendasi yang akan
ditindaklanjuti terkait dengan nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja,
diantaranya sebagai berikut :

a. Akan menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan
pemenuhan bukti dukung yang memadai untuk memastikan bahwa
Pengukuran Kinerja pada Sekretariat Daerah :

1) Telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja

2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja

3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang
dapat diandalkan.

b. Akan menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan
pemenuhan bukti dukung yang memadai untuk memastikan bahwa Pelaporan

Kinerja pada Sekretariat Daerah :
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja
dengan target tahunan

Laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja
dengan target jangka menengah

Laporan kinerja telah mengifokan analisis dan evaluasi realisai kinerja
dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Laoran kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
Laporan kinerja  telah menginfokan  detalil kinerja ~ dalam
keberhasilan/kegagaslan mencapai target kinerja

Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan
mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
Laporan kinerja telah mengifokan efisiensi atas penggunaan sumber daya
dalam mencapai kinerja

Laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
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LAMPIRAN | BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

1. Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan

KEPALA BIRO

KELOMPOK
OTONOMI DAERAH,
DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN

SUBBAGIAN

| DEKONSENTRASI, TUGAS
PEMBANTUAN DAN
KAPASITAS DAERAH

JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA

- SUBBAGIAN TATA
USAHA
2. Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum
KEPALA BIRO
| [ | |
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERATURAN PERATURAN ADVOKASI PELAYANAN
PERUNDANG-UNDANGAN I| PERUNDANG-UNDANGANII HUKUM HUKUM

!

SUBBAGIAN
TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA




3. Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

KEPALA BIRO
T T T T T J ________ !
! KELOMPOK |
i REFORMASI BIROKRASI 1
1 DAN BUDAYA KERJA :
b - q-------- I
JABATAN PELAKSANA
4. Bagan Struktur Organisasi Biro Kepala Daerah
KEPALA BIRO
[ | | |
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
e PROTOKOL PERSIDANGAN NASKAH DINAS
DAERAH
| ] I | ]
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
' SUBBAGIAN I SUBBAGIAN i
| | A T PROTOKOL 1 PERSIDANGAN T PENCETIKAN DAN
SUBBAGIAN
| SUBBAGIAN I SUBBAGIAN | SUBBAGIAN
Wi WQEITIGN{;SJERQI%R PROTOKOL II PERSIDANGAN II TATA USAHA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN I SUBBAGIAN
—|  PELAYANAN TAMU ' PROTOKOL TTI JAMUAN

JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA




5. Bagan Struktur Organisasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

KEPALA BIRO

I I I |

BAGIAN BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN
BAGIAN PENGAMANAN, SEKRETARIS DAERAH PROGRAM, KEUANGAN
RUMAH TANGGA PELAYANAN DAN DAN DEPUTI DAN ASET SEKRETARIAT
PERLENGKAPAN GUBERNUR DAERAH
—— — T —
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN | SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- ADMINISTRASI -
BANGUNAN GEDUNG PENGAMANAN DALAM SERRETARIS D ABRAH KEUANGAN
SHBRACTAN ngf&%ig —t ADMI?Q%BT%?\%}%NEPUTI = pELAP%%?\?JASEI%iNGAN
EARING NSRRI BALAIKOTA GUBERNUR DAN ASISTEN DAN ASET
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
| JARINGANARDAN | | PERLENGKAPANDAN || 4 TATAUSAHABIRO
TELEKOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN PELAKSANA

6. Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Keuangan

KEPALA BIRO

KELOMPOK
PANGAN DAN EKONOMI
DAERAH

JABATAN FUNGSIONAL DAN SUBBAGIAN TATA USAHA
JABATAN PELAKSANA




7. Bagan Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Daerah

KEPALA BIRO

|

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KERJA SAMA DALAM KERJA SAMA LUAR KERJA SAMA PIHAK
NEGERI NEGERIA KETIGA

BAGIAN
PERJALANAN DINAS

8. Bagan Struktur Organisasi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA

KEPALA BIRO

JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA

KELOMPOK

KOTA

I
I
| PEMBANGUNAN
I
I

1

SUBBAGIAN
KEUANGAN PERJALANAN
DINAS

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN TATA USAHA




9. Bagan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Sosial

KEPALA BIRO

JABATAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA

! KELOMPOK
| PEMBERDAYAAN, !
| PERLINDUNGAN ANAK DAN |

:PENGENDALIAN PENDUDUKI
|

SUBBAGIAN TATA USAHA

10. Bagan Struktur Organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

KEPALA BIRO

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN PELAKSANA

KELOMPOK
KEBUDAYAAN,
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

SUBBAGIAN TATA USAHA




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fredy Setiawan
Jabatan - Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono
Jabatan - Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi
Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

o/

Joko Agus Setyono Fredy Setiawan
NIP 196812{ 11996031004 NIP 197702081996021002



- e
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
Nama : Fredy Setiawan
NIP : 197702081996021002
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
. N Triwulan
Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 1 ] W [ W Tahunan | Keterangan
Sasaran Strategis
1 Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Komponen Pengukuran dan e-SAKIP Dasar Hukum : NJA N/A NIA 378 7.8 Nilai

Administrasi, dan Analisis
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah

Pelaporan pada Evaluasi AKIP

Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi :
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembantuk Nilai AKIP Provinsi DI Jakarta pada Tahun bersangkutan.
a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdir dari variabel :

1) Sub Komponen Keberadzan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6

2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan
secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9

3} Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment , serta penyesuaian sirategi dalam
mencapal kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15
b. Kempanen Pelaporan Kinerja dengan bobat sebasar 15 %, terdin dar variabel

1) Sub Komponen Keberadaan berupa terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3

2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan babot maksimal 4,5

3) Sub Kompanen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategilkebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya dengan bobot maksimal 7.5

Metode Pengukuran :
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DK Jakarta Tahun bersangkutan

Sumber Data ;
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB




Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I M Tohsina m m Tahunan | Keterangan
2 Percepatan, Pengendalian, dan Skar EKPPD e-SAKIP Dasar Hukum : NIA NIA NiA 4128 4128 Skor
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Pembangunan Penyelenggaraan
Definisi :
Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan
Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.
Metode Pengukuran :
Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kineria makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja
makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Status kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:
a. Skor 1,00 s.d. 1,80 ; status kinerja sangat rendah
b, Skor 1,81 s.d. 2,60 : status kinerja rendah
c. Skor 2,61 s.d. 3,40 : status kinerja sedang
d. Skor 3,41 s.d. 4,20 ; status kinerja tinggi
e, Skor 4,21 s.d. 5,00 . status kinerja sangat tinggi
Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia
Sumber Data :
Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dari Kementerian Dalam Negeri
Sasaran Khusus
3 Terwujudnya tata kelola SDI yang baik [Nilai kualitas data SDI g-Kinerja Dasar Hukum : /A N/A N/ 325 325 Nilai

relalui pemenuhan daftar data daerah
yang berkualitas

a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definisi ;

Nilai Kualitas Data SD terdiri atas 4 aspek yaitu:

a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan
jadwal,

b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melaiui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai
dengan jadwal.

¢. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.

d, Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Formula Perhitungan :
Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data} + (Nilai Aspek Validitas Data)]
(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)

Keterangan

a. Nilai Aspek Kelepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang waiib terkumpul sesuai ketetapan)

b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketelapan)

c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumizh file data sesuai ketetapan)
d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumiah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)

Catatan :
1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis
2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis

Sumber Data ; Portal Data Provinsi DKI Jakarta




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I i m W Tahunan | Keterangan
4 Terkelolanya Keuangan Daerah yang  |Persentase Pelaksanaan e-Kinerja | Definisi: 5 25 85 100 100 Persen
Sehat, Transparan, dan Akuntabel Inventarisasi BMD pada Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
Pengguna Barang dan/atau Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB
Kuasa Pengguna Barang
Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:
a. Bobot 5%
PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b. Bobot B5%
PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesual dengan jumlah BMD yang dimiliki
c. Bobot 10%
PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Lapaoran Hasil Inventarisasi (LHI)
5 Peningkatan penggunaan produk dalam |Persentase realisasi belanja e-Kinefja  |Dasar Hukum : NIA 30 NIA 80 80 Persen

negern

barang/jasa bersertifikat TKON,
produk dalam negeri, dan/atau
produk usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil produksi
dalam negeri

a, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

b. Peraturan Pemerintah Nomar 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

¢. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 fentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan
d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah

Definisi ;

a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan cleh perusahaan yang berinvestasi
dan berproduks! di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)

b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan
barang dan jasa.

¢. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, befanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola)
dengan kode rekening:

5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa

5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

5,1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.06 - Belanja Modal Lainnya

Metode Pengukuran :
Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikre kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam neger
dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.

Sumber Data :
a. Bighox LKFPP
b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DK Jakarta - BPKD




Triwulan

Tahunan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja | T m v Keterangan
6 Terimplementasinya Pengembangan | Persentase Implementasi e-Kinerja Dasar Hukum ; NIA N/A NI, 100 100 Persen
Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi  |Pengembangan Kompetensi a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompatensi bagi setiap FNS
DKl Jakarta 40 Jam Pelgjaran pertahun |PNS Pemerintah Provinsi DKI |sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
Jakarta 40 Jam Pelajaran b, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam
pertahun Pelajaran Per Tahun,
Definisi :
Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan
Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi
dalam hitps://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024,
Metode Pengukuran :
[(Jumiah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%])]
Sumber Dala :
Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM
7 Meningkatnya Manajemen Persentase penyelesaian e-Kinerja Dasar Hukum : NIA /A 50 50 100 Persen
Pengetahuan tahapan manajemen Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan,
pengetahuan

Definisi :
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengatahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalul hitps:/km-bpsdm jakarta.go.id

Metode Pengukuran :
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan {wajib terkumpul sesual batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan
September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).

Sumber Data :
hitps.//km-bpsdm jakarta.go.id




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Implementasi Penerapan Manajemen

Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum :
a, Peraturan Gubemur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
b. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DK Jakarta

Definisi -

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan
melalui 5 (lima) tahapan:

a. Komunikasi dan konsultasi;

b. Penetapan konteks;

¢. Penilaian Ristko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risike);

d. Penanganan Risiko; dan

8. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Leve! Risiko

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Formula Pengukuran :
[(Jumiah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang waiib terkumpul sesual batas wakiu pengumpulan pada riwulan 4)] % 100%

Quiput Sasaran :
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW Il
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Metode Pengukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :
Triwutan 1| :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW I

Triwulan IV

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW [V

N/A

50

NIA

100

Persen




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Tercapainya Target Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi

Persentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 195 ; *Pemerintah Provinsi DK! Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk
membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”

Definisi :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi,
a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai
penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kineria Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatanisubkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Ouipuf) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Qutput) Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran,
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenamya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output] Program atau capaian Keluaran
(Qutput) Kegiatan,
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Oufpuf) Program atau capaian Keluaran
{Output) Kegiatan.

Sumber Data :
a) data capaian Keluaran (Oufput) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.
4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD
Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=97%
BK = 18,2%
Bekk = 43, 5%
BE = 28,6%
Bp : Babot penyerapan anggaran
BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efisiensi
Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
<60 = Rendah
>60s.d 70 = cukup
>70s.d 90 = Baik
>890 s.d 100 = Sangat Baik

NiA

NIA

N/A

7

Persen




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja T 1 v Tahunan | Keterangan
Sasaran Operasional
10 Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan |Persentase capaian e-Kinerja Metode Pengukuran 100 100 100 100 100 Persen
Gubernur penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim. e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan
Arahan Gubernur lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%
11 Meningkatnya penyelesaian pengaduan |Persentase capaian CEM Metode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen
masyarakat penyelesaian pengaduan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%
masyarakat
12 Meningkatnya penyelesaian tindak Persentase progress e-Kinerja Metode Pengukuran : 25 25 25 25 100 Persen

lanjut rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal (BPK)

penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal (BPK)

{90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK R| Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat
Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK Rl

tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus 1bukota Jakarta,

Joko Aglis' Sgtyono
NIP 196812111£96031004

Jakarta,

Januari 2024
Kepala Biro Pemerintahan Setda

Provinsi DK¥ Jakarta,

Fredy Setiawan
NIP 187702081996021002




Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target IKU dltetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Target/Output Waktu

1 |Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Komponen Pengukuran 378 RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan  |T/01.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Triwulan 1
Administrasi, dan Analisis dan Pelaporan pada Evaluasi KemenPANRB konten perjanjian kinerja tahun 2024 Tahun 2024
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah  [AKIP
Daerah RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan T/02.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan) Triwulan 3

kinerja tahun 2024 Narasumber KemenPANRB

2 |Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi |Skor EKPPD 4,128 RAT. Penyusunan Instruksi Sekretaris Daerah tentang KK1.1. Tersusunnya Instruksi Sekretaris ~ [T/01.1.1. Instruksi Sekretaris Daerah tentang Triwulan 1

Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Daerah tentang penyusunan LPPD penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Bulan Januari

Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1, LPPD Provinsi 2.
LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD
Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat
Daerah

Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain:
1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP
Perangkat Daerah

(Bulan Berjalan)

RA2. Penyusunan dokumen LPPD Tahun 2023

KK2.1 Tersusunnya dokumen LPPD Tahun
2023

T/02.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Para Perangkat Daerah

T/02.1.2. Muatan Pada BAB LPPD

Triwulan 1
Bulan Maret sesuai
Permendagri 18

RA4. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat  [KK4.1. Terlaksananya Monitoring dan— TI04.1.1. Laporan-Hasil- Monitoring-dan Friwulan-1
Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya Evaluasi Perangkat Daerah ates capaian  |Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK

IKK Tahun sebelumnya Tahun sebelumnya
RAS5. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat KK5.1. Terlaksananya Monitoring dan T/05.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Triwulan 2 - 4

Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan

Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian

IKK Tahun berjalan

Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK
Tahun berjalan

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

NIP

Ibukota Jakarta,

L/

fyono
96031004

Joko Aglis
196812

Jakarta, 2024
Kepala Biro Pemerintahan Setda

Provinsi DKI Jakarta,

Fredy Setiawan
NIP 197702081996021002




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Sigit Pratama Yudha

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan . Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperliukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Khusus Ibukota Jakarta,

i/

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004 NIP 197812062002121009




PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Sigit Pratama Yudha
NIP : 197612062002121009
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
S G 3 Triwulan
Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I i i v Tahunan | Keterangan
Sasaran Strategis
1 Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Kompanen Pengukuren dan Pelaparan e-SAKIP  [Dasar Hukum; NIA Ni& A 378 ara Nilai

Administrasi, dan Analisis
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah

pada Evaluasi AKIP

Parmenpan Namor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi:
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Kompanen pambentuk Nilai AKIP Provinsi DKI
Jakarta pada Tahun bersangkutan.
a. Kompanen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdid dari variabel :

1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal &

2} Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalem mewujudkan Kinerja secara Efektif dan
Efigien dan lelah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 8

3) Sub Kemponen Pemantaatan barupa Pengukuran Kinerja lelah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment,
serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15
b. Kornponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdin dari variabel :

1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laparan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3

2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas
Pencapaian Kinerja, informasi keberasilankegagalan kinerja serta upaya. perbaikan/penyempurnaannya dengan bobat maksimel
45

3) Sub Komponsn Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuzian
slrategukebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5

Metode Pengukuran:
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta
Tahun bersangkutan

Sumber Data ; Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RE




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

i

Tahunan

Keterangan

Penataan, Penyusunan, dan
Harmonisasi Produk Hukum Dasrah

Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan
Produk Hukum Dasrah

a-SAKIP

Dasar Hukum :

a. Parmenpan Nomar 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020 -2024

b, Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2020- 2024

¢. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
d. SE Kepala LAN Nemor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan

Definisi

IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebiiakan pemerintah dilihat dan proses pembuaten kebijakan dan bageimana
melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan prosas evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu
indikator pencapaian reformasi birckrasl. Tanggung jawab Biro Hukum adalah pengukuran kualitas kebijakan dalam pembentukan
produk hukum daerah melalui sistem e-produk hukum daerah Adapun kebijakan yang dikecualikan adalah kebijakan yang bersifet
rutin den mengatur infernal,

Metode Pengukuran :

Pengukuran dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22 Tanun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan
dengan memperhatikan kerangka IKK terdiri :

a. agenda setting (45%)

b. formulasi kebijakan (55%)

¢. implementasi kebijakan (50%)

d. evaluasi kebijakan (50%) penjumlahan hasil prasentase 4 kerangka (KK 200 x 100 % = hasil indeks kuelitas kebijakan 1=
Kurang (<= 59,89) 2 = Cukup (60-70.98) 3 = Sedang (71-80.9€] 4 = Balk (81-89.99) 5 = Sangat balk [>= 50)

Sumber Data
Penilaian oleh LAN

NiA

N/A

N/A

23

23

Indeks

Sasaran Khusus

3

Terwujudnya tata kelola SDI yang baik
melalui pemenuhan daftar data daerah
yang berkualitas

Nilai kualitas data SDI

e-Kinerja

Dasar Hukum :
a, Peraturan Gubemur Nomar 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
b. Keputusan Gubarmur Nomer 81 Tahun 2024 Tentang Daftar Date Tahun 2024

Definisi :

Nilai Kuzlitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:

a, Aspek Kelepatan Wakiu : Mengukur kepatuhan wakfu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Welidata Pendukung
kepada Walidata sesuai dengan jadwal,

b. Aspak Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulken oleh Produsan Data melalui Walidata
Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung
kepada Walidata.

d. Aspek Validitas Dala : Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Formula Perhitungan :

Nilai Kualitas Data SDI = [{Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspsk Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) +
(Milai Aspek Validitas Datg)]

(Rentang nilai kualitas data SDI: 0- 4)

Keterangan

a. Nilal Aspak Ketepatan Wakiu = (Jumiah data terkumpul ke walidata / Jumiah dala yang wajib lerumpul sesuai ketetapan)
b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah fils data yang memiliki komponen langkap / Jumlah file data sesuai ketetapan}

¢. Nilai Aspek Keunikan lsi Data = (Jumlah file data yang lidak memiliki duplikasi pada variabel kunci | Jumlah file data sasuai
ketetapan)

d. Nilai Aspek Veliditas Data = {Jumlah file data yang tervalidasi cleh produsen data / Jumlah file data sesuai keietapan)

NIA

NIA

NIA

3,25

325

Nitai




Triwulan

Tahunan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja m m W Keterangan
Catatan :
1, Batas wakiu pengumpulan dala adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari [adwal rlis
2. Batas akhir perbaikan deta adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis
Sumber Data : Porial Data Provinsi DK| Jakarta
4 Terkelolanya Keuangan Deerah yang  |Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD ekKingfja | Definisi: 5 25 55 100 100 Persen
Sehat, Transparan, dan Akuntabel pada Pengguna Berang danfatau Kuasa Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Pengguna Barang Barang.
Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan cleh PD/UKPD den UPB
Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:
a. Bobot 5%
PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b. Bobot 85%
PDIUKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumizh BMD yeng dimiliki
¢. Bobot 10%
PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJIM dan Leporan Hasil Inventarisasi (LHI)
5 Peningkaten penggunaan produk dalam |Persentase realisasi belanja barang/jasa e-Kinerja  |Dasar Hukum : NA 0 NiA 80 80 Persen

negeri

barsertifikat TKDN, produk dalam neger,
dan/atau preduk usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil produksi dalam negeri

a, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

b, Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

¢. Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2021 tenteng Perubahan atas Peraturan Prasiden Nomar 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintzh;dan

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indenesia pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Definisi :

a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjekan oleh
perusahaan yang berinvestesi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah manggunakan produk
dalam negeri (self declars)

b. Sertifikat TKON adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri
pada barang, jasa dan gabungen barang dan jasa.

¢. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jesa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui
Penyedia dan Swakelola) dengan kade rekening:

5.1,02 - Belanja Barang den Jasa

5.1.06.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusal

5.1,08.03,02.0001 - Belanja Baniuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompck Masyarakat

5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.03 - Balanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5,2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.08 - Belanja Modal Lainnya

Metode Pengukuran :

Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikal TKON, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari
hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.

Sumber Data

a, Bigbox LKPP

b, Sistem Informasi Pemerintah Daeran (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Dkl Jakarla - BPKD




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja | 0 m v Tahunan | Keterangan
6  |Terimplamentasinya Pengembangan  |Persentase Implementasi Pengembangan e-kinerjg  |Dasar Hukum : NIA N/A NJA 100 100 Persen
Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi - |Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKl a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Neger Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan
DKl Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun |Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun kompstensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh} jam pelajaran dalam 1
(satu) tahun.
b, Instruks! Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 lentang Peleksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak
40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun,
Definisi:
Terselesalkannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruks| Sekretaris Daerah Nomer 28 Tahun 2023 tentang
Pelaksanaan Pengembangan Kompstensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat pulun) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh
PNS Pemerintah Provinsi DK Jakarte yang terdokumentesi dalam hitps://simdiklat-bpsdm jakerta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumiah jam palzjaran selama tahun 2024,
Metods Pengukuran :
[{Jumiah capaian pamenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (smpat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]
Sumber Data :
Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM
7 [Meningkatnya Manajamen Persentase penyelesalan tahapan e-Kinerja  |Dasar Hukum A NiA 50 &0 100 Parsen

Pengetahuan

manajamen pengetahuan

Peraturan Gubemur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Mangjemen Pengetahuan.

Definisi :
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DI Jakarta melalui
hitps:ffkm-bpedm jakarta go.id

Metode Pengukuran :
Realisasi Target herupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waklu pengumpulan pade
Minggu pertema tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4},

Sumber Data :
hitps:/fkm-bpsdm jekarta.go.id




Nemor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

v

Tahunan

Keterangan

Implemantasi Panerapan Manajemen

Risiko

Persentase Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum ;
8. Peraturan Gubermur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DK/ Jakarta
b, Keputusan Gubernur Nomar 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risike di Permerintah Pravinsi DK Jakarta

Definisi :

Proses Manajemen Risike dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Siralegis dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang dilakuken melalul 5 (lima) tahapan:

a, Komunikasi dan konsultasi;

b. Penetapan konteks;

c. Penilaian Risiko (identifikas! Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Rislko);

d. Penanganan Risiko; dan

e. Pemantauan,

Pamantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko
Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Formula Pengukuran :
[(Jumnizh dokumen yang terverifikasi oleh Inspekiorat) / (Seluruh dakumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan
pada riwulan 4]] x 100%

Ouiput Sasaran |
Dokumen Formulir Laporan Femantauan Risiko TW I
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Metode Pengukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi cleh Inspekiorat :
Triwulan Il ;

Dokumen Formulir Laporan Pemantauzn Risiko TW 1|

Triwulan [V :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW 1Y

NIA

N/A

100

100

Persen




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Tercapainya Target Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi

Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas
aspek Implementasi

e-Kinerje

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nemor 7 Tahun 2022 tentang Pengalclaan Keuangan Daerah

Pasal 195 ; "Pemerintah Provinsi DK Jakaria wajib menyediakan Informasi Keuangan Daerzh dan diumumkan kepada masyarakat
diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Dagrah.”

Definisi :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi,
a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Peleksanaan Anggaran.
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilken
informasi Kinerjia mengenai penggunazn anggaran dalam rangka peleksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya
yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebegai berikut :
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiaten:

- diukur dengan membandingkan antara realisas! indikator Keluaran (Output) Kegiaten dengan targel indikator Keluaran (Qutpu)
Kegiatan,

Sumbsr Data : e- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi angaaran dengan pagu anggaran.

Sumber Data | Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:

- dilakukan dengan membandingken seligih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya,

- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan unluk menghasilkan capaian Keluaran (Output)
Program atau capaian Keluaran (Quiput) Kegiatan.

- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumiah enggaran yang lerealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Cutpuf) Program
atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.

Sumber Data :
a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
¢} realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.
4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungken deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana seliap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD
Bobol masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=87%
BK = 18,2%
Bekk = 43,5%
BE = 28,6%
Bp : Bobot penyerapan anggaran
BK : Bobol konsistensi penyerapan anggaran lerhadap perencansan
Bekk : Bobot capalan keluaran
BE : Bobol efisiensi
Pembaobotan Nilal Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
< 60 = Rendah
>60s.d 70 = cukup
> 70 s.d 90 = Balk
>80 s.d 100 = Sangat Balk

N/A

A

NIA

71

Parzen




Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I i - Trmiulan . - Tahunan | Keterangan
Sasaran Qperasional
10 |Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan |Persentass capaian penyslesaian Tindak e-Kinera Metode Pengukuran 100 100 100 100 100 Persen
Gubernur Lanjut Arahan Gubermur Jumlah Realisasi TL Arahan Gubemur (rapim, e-office | arahan melalul media elekironik, dan bentuk arahan
lzinnya) dibagi Jumiah TL Arahan Cubsrnur dikali 100%
11 |Meningkalnya penyelesaian pengaduan |Persentase capaian penyelesaian CRM Metede Pengukuran : 100 100 100 100 100 Parsen
masyarakat - pengaduan masyarakat Jumiah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%
12 |Meningkatnya penyelesaian tindak Parsentase progress penyslesaian tindak a-Kinerja Metode Pengukuran 25 25 25 25 100 Persen
lanjut rekomendasi temuan hasil lanjut rekomendasi temuan hasil (90% dari jumleh rekomnendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Parangkat
pemerikaazn skstemnal (BPK) pemerikzaan gkstemal (EPK) Daerah dan UKPD dibawah koorcinasinya / jumlan sisa rekomandasi yang belum ditindaklanjuli dar LHP BPK
Rl tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Venfikasi aleh Inspektorat)

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta,

Jokopratd Setyona
NIP 198612411995031004

NIP 197501 2062002121009




Kepala Biro Hukum Satda Provinsi DK Jakarta

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGG| TAHUN 2024

NO

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target IKU

Rencana Aksi danfatau Rencana
Mitigasi yang ditetapkan awal tahun

Kriteria Keberhasilan

Target/Cutput

Waktu

1

Penataan, Penyusunan,
dan Harmanisasi Produk

Hukum Daerah

Indeks Kualitas Kebijakan
Pembentukan Produk Hukum Daeran

23

RA1 Rapat Keordinasi pemeataan dan
evaluasi Peraturan Gubenur 2022

KK1.1. Tersusunnya dokumen
pemetaan pergub dan perda
tahun 2022-23 yang akan
digvaluasi

T/01.1.1, dokumen pemetaan pergub dan perda
tahun 2022-23 yeng akan dievaluasi

RAZ. Sosialisasi Penilaian KK

KK2.1. terlaksananya Sosialisasi
penilaian IKK

T/02.1.1. Dokumen pelaksaan sosialisasi

TW I

RA3. Terlaksananya evaluasi bidang
Pemerintahan dan Kasra

KK3.1. Tersusunnya laporan hasil
evaluasi bidang pemerintahan dan
kesra

T/03.1.1. Dokumen Laporan hasil evaluasi bidang
pemerintahan dan kesrs

TW 2

RA4. Terlaksananya evaluasi bidang
keuangan dan Pembangunan dan
Lingkungan Hidup

KK4.1.Tersusunnya laporan hasil
evaluasi bidang pembangunan dan
Lingkungan Hidup

T/04.1.1, Dokumen laperan  hasil evaluasi
bidang pembangunan dan Lingkungan Hidup
tahun 2022 dan 2023

T™W 2

RAS5, FGD KK dan Produk Hukum
PemProv DKI

KK5.1. Peningkatan gemahaman
[KK dan Penyusunan Produk
Hukum daerah di lingkungan
Provinsi DK Jakarta

T/05.1.1. Terlaksananya FGD

W 2

RAE. Peningkatan SOM penyusun
produk hukum, Perancang dan Analis
Hukum

KKG.1.Peningkatan pengetahuan
pemahaman penyusunan produk
hukum

T/0B.1.1, teraksanaya FGD Pemahaman
produk Hukum

TW3

RAT7. Rapat Monev [KK

KKT7.1 Terlaksananya rapat money

TIO7.1.1. Dokumen laporan monev

TW 3

Peningkatan Dukungan
Teknis, Administrasi, dan

Analisis

Penyelenggaraan

Urusan Pemerintah

Dzerah

Nilal Kemponen Pengukuran dan
Pelaporan pada Evaluasi AKIP

37.8

RA1. Penyelenggarzan FGD
dengan Narasumber KemenPANRB

KK.1.1. Terlaksananya inisiatif
perubzhan konten pejanjian
kinerja tahun 2024

T/01.1.1. Konsep Kanten Perkin Kepala FD
Tahun 2024




NO

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target IKU

Rencana Aksi dan/atau Rencana
Mitigasi yang ditetapkan awal tahun

Kriteria Keberhasilan

Target/Output

Waktu

RAZ2. Menyusun inisiatif perubahan
konten pejanjian kinerja tahun 2024

KK2.1. Terselenggaranya FGD
dengan Narasumber
KemenPANRB

T/02.1.1. Laporan Hasil FGD
(1 Laporan)

TW3

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
|bukota Jakarta,

w/

Joko Agus Setyono

NIP 1968141 ¥1996031004

Jakarta,

2024

Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta,




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan Yuhanah
Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan - Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Khusus Ibukota Jakarta, Setda Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,
Joko Agls Setyono Yayan Yuhanah

NIP 196812 111996031004 NIP 196508241994032003




PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Yayan Yuhanah
NIP : 196508241894032003
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DK Jakarta
Nomor Sasaran Indi inerj iner] LU
ndikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja T T Tahunan | Keterangan
Sasaran Strategis
1 Peningkatan Dukungan Teknis, Adminisirasi,  |Nilai Komponen Pengukuran a-SAKIP Dasar Hukum NIA NIA NA 378 3rg Nilai
dan Analisis Penyelenggaraan Urusan dan Pelaporan pada Evaluasi Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuniabilitas Kinerja Instans! Pemerintah
Pemerintah Daerah AKIP
Definisi :
Kompanen Pangukuran Kinerja dan Pelaparan Kinerja yang dimaksud adalah kompanen pembentuk nilal AKIP Provinsi DK| Jakarta pada Tahun
bersangkutan.
& Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari varisbe! :
1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kineda telah dilakukan dangan bobal maksimal 6
2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan calam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan
secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9
3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishmen, seria penyesuaian strategi
dalam mencapai kinerja yang efektif dan . efisien dengan bobot maksimal 15
b. Komponan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdin dan variabel :
1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3
2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja teleh memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikanfpenyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5
3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian slralegikebijakan dalam mencapal
kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5
Melode Penguiuran :
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kineria {15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun barsangkutan
Sumber Data .
Hasll Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB
2 Perbaikan Proses Bisnis dan Tala Kelola Nilai PMPRB Provinsi DKI e-SAKIP Dasar Hukum . NIA NiA NIA a3+ 93 Persen
Organisasi Perangkal Daerah yang Dinamis Jakarta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas! Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tenteng Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.
Definisi :
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selanjulnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip
Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh fernadap kinerja instansi pemerintah
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Raformasi Birokrasi Momor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.
Metode Pengukuran :
Nilei PMPRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobol maks 80) + Nitai Komponen Hasil (bobol maks 40]. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategor penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; 8 = »60-70; CC =>50-60; C = >30-
50, 0 =0-30
Sumber Data :
Hasil Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Provinsi DKI Jakarta




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triviulan

[

J

v

Tahunan

Ketarangan

Sasaran Khusus

3

Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalut
pemenuhan daflar dala daerah yang berkualitas

Nilal kualitas data SDI

e-Kinerja

Dasar Hukum !
3. Peraturan Gubemur Nomar 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkal Provinsi
b. Keputusan Gubemnur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definisi :

Nilai Kualitas Data SDI terdiri alas 4 aspek yaitu:

a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan wakiu pengumpulan data oleh Produsen Date melalul Walidata Pendukung kepada Welidata sesual
dengan jadwal.

b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komgonen data yang dikumpulkan oleh Produsen Date melalui Walldata Pendukung kepeda Welidata
3esual dengan jadwal.

c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan cleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata,

d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data cleh Produsen Dala

Formula Perhitungan :
Nilai Kualites Data SDI = [[Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilzl Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspak Keunikan Isi Data) +(Nilai Aspek Validitas Data)]
{Rentang nilai kualltas data SDI. 0- 4)

Keterangan :

a. Nilai Aspek Ketepatan Wakiu = {Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesual keletapan)

b. Nilal Aspek Kelengkapan Data = (Jumiah file data yang memiliki kampaonen lengkap / Jumlah file data sesual ketetapan)

c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikesi padz variabel kunci / Jumleh file data sesuai ketelapan)
d. Nilal Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalides oleh produsen data  Jumlah file data sesuai ketetapan)

Catatan .
1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis
2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis

Sumber Data | Poral Data Provinsi DK Jakarta

N/A

NiA N/A

3,25

3,25

Nilai

Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehet,
Transparan, dan Akuntabel

Persentase Pelaksanaan
Inventarisasi BMD pada
Pengguna Barang dan(atau
Kuasa Pengguna Barang

e-Kinerja

Definisi :
Capaian Hasil Inventarisasi Barang Millk Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
Inventarisasi BMD berupa Peraialan dan Mesin dilaksenakan oleh PC/UKPD dan UPB

Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi :

a. Bobot 5%

PDIUKPDUPE menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD

b, Bobat B5%

PD/UKPDIUPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesual dengan jumlah BMD yang dimiliki
c. Bobot 10%

PDIUKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventansasi (LH1)

25 55

100

Persen




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 1 0 m m Tahunan | Keterangan
5 Peningkatan penggunaan produk dalam negeri  |Persentase realisasi belanja e-Kinerja Dasar Hukum : N/A 30 NIA a0 80 Persen
barang/jasa bersertifikal a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
TKDN, produk dalam neger, b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
dan/atau produk usaha mikro ¢. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 lentang Perubahan atas Peraluran Presiden Namor 16 Tahun 2018 teniang Pengadaan BaranglJasa
kacil dan koperasi dari hasil Pemerintah;dan
produksi dalam neger d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Preduk Usaha Mikro, Usaha Kecll, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah
Definisi :
a. Produk Dalam Neger adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang
berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah menggunakan produk delam negeri (self declars)
b, Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan delam negeri pada barang, jasa dan
gabungan barang dan jasa.
¢. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belenja bantuan sosial barang, dan belanja medal (melalui Penyedia dan
Swakalola) dengan kode rekening:
5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa
5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanekan kepada Kelompok Masyarakat
5,202 - Belanfe Modal Peralatan dan Mesin
5.2,03 - Belanja Mcdal Gedung dan Bangunan
5,2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05 - Belanja Mcdal Aset Tetap Lainnya
5.2.06 - Belanja Modal Lainnya
Metode Pengukuran :
Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk datam negeri, danfatau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam
negeri dibandingkan dengan realisasi (SP.) Belanja Pengadaan.
Sumbear Data :
@, Bighox LKPP
b, Sistem Informes| Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kemenlerian Dalam Neger! atau Sistem Informesi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD
6 Terimplementasinys Pengembangan Persentase Implementasi e-Kinerja Dasar Hukum : N/A N/A NIA 100 100 Persen

Kempetansi PNS Pemerintah Provinsi DI
Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun

Pengembangan Kompelensi
PNS Pemerintah Provinsi DKI
Jakaria 40 Jam Pelajaran per
tahun

a. Poraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Megeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan paling sedikit 20 {dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

b, Instruksi Sekretaris Daerah Nomer 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompelensi Pegawal minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam
Pelajaran Per Tahun.

Definisi:

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetens! sesuai Insiruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 teniang Pelaksanaan Pengembangen
Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 {empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
tardokumentasi dalam hitps://simdikiat-bpsdm jakarta.go.id

Realisasi Taret berupa Laporan capalan pemenunan jumiah jam pelajaran selama tahun 2024.

Metods Pengukuran
[(Jumiah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 /40 {empat puluh) Jam Pelgjaran X 100%])

Surber Data :
Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I i m WV Tahunan | Keterangan
7 Meningketnya Manajemen Pengetahuan Persentase penyelesaian e-Kinerja Dasar Hukum : NIA N/A 50 50 100 Persen
tzhapan manajemen Peraturan Gubermur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.
pengelahuan
Definisi :
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakaria melaluf hitps:/fkm-
bpsdm.jakarta go.id
Metode Pengukuran :
Realisasi Target berupa 4 |aporan baik berbentuk video maupun {ulisan (wajib terkumpul sesuei bates waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5
Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).
Sumber Data :
https:/km-bpsdm jakaria.go.id
8 Implementasi Penerapan Manajgmen Risiko  |Persentase Implementasi e-Kinerja Dasar Hukum : NIA &0 NiA 100 100 Persen

Penerapan Manajemen Rislko

2. Peraturan Gubemur Nomer 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
b. Keputusan Gubarmur Momor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarla

Definisi :

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Dagrah yang
dilekukan melalui 5 (lima) tahapan;

2. Komunikasi dan konsultasi;

b, Penetapan konleks;

c. Penilaian Risiko {Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risika);

d., Penanganan Risike; dan

e. Pemantauan.

Pamantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren parubahan besaran/Level Risika

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Formula Pengukuran :
[(Jumiah dokumen yang terverifikas! oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesual batas wakiu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%

Cutput Sasaran :
|Dokumen Formulir Laporan Pamantauan Risiko TW il
Dokumen Formulir Laporan Pemanteuan Risiko TW IV

Metode Pangukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspekiorat :
Triwulan Il :

Dokumen Formulir Laparan Pemantauan Risiko TW Il

Triwutan IV :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risike TW IV




Nomer Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 1 I}Triwu;ar;" v Tahunan | Keterangan
9 Tercapainya Target Kineria Anggaran atas Persentase Nilai Kinerja e-Kineda Dasar Hukum : N/A NIA N/A 7 71 Persen
Aspek Implementasi Anggaran atas aspek Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Pasal 195 ; "Pemerintah Pravinsi DK| Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan

untuk membantu Gubemur dalam melakukan evaluasi Kinera Keuangan Daerah.”

Definisi :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implamentas.
a. Kinerja Anggaran adalah capalan Kinera atas penggunaan anggaran yeng terfueng dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b, Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluas! Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kineria mengenai
penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihilung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Qufput] Kegiatan.

Sumber Data | e- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran

Sumber Dala ; Proyeksi APBDY/ proyeksiapbd jakara.go.id
3) Efisiensi keluaran kagiatan/subkegiatan:

- dilakukan dengan membandingkan sellsih antara pengaluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenamya,

- Pengeluaran seharusnya merupakan jurnlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capalan Keluaran (Output) Program alau capaian
Keluaran (Qufpuf) Kegiatan.

- Pengeluaran sebenamya merupakan jumiah anggaran yang terealisasi unluk menghasilkan capaian Keluaran {Output) Program atau capaian Keluaran
(Outpuf) Kegiatan,

Sumber Data :

a) dala capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Sutkegiatan sumber data e-sakip;
b) pagu anggaran data sumber daia proyeksi APBD; dan

c) realisasi anggaran sumber data proyeks! APBD.

4} Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perancanaan:

- dilakukan dengan memparhitungkan deviasi entara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=97%

BK = 18,2%

Bekk =43,5%

BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaren terhadap perencanaan
Bokk : Bobot capaian keluaran

BE : Bobot efisiensi

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
< 80 = Rendah

> 60 s.d 70 = cukup

> 70s.d 90 = Baik

> 90 s.d 100 = Sangat Baik




Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja ] "Tr:wulanm v Tahunan | Keterangan
Sasaran Operasional
10 |Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Persentase capaian e-Kinerja Metode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen
Gubernur penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya)
Arahan Gubemur dibagi Jumlah TL Arahan Gubemur dikali 100%
1 Meningkatnya penyelesaian pengaduan Persentase capaian CRM Metode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen
masyarakat penyelesaian pengaduan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumiah TL Aduan Masyarakat di kali 100%
masyarakat
12 |Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Persentase progress e-Kinerja Metode Pengukuran : 25 25 25 25 100 Persen
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan penyelesaian tindak lanjut (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK Rl Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat
eksternal (BPK) rekomendasi temuan hasil Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekemendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI
pemeriksaan eksternal (BPK) tahun 2005 dan seferusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)
Jakarta, Januari 2024

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

4/

Joko Aglis Setyono
NIP 196812111996031004

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DK Jakarta,

—_—

Yayan Yuhanah

NIP 1986508241994032003




Kepala Biro Organisasi, Reformasi, dan Birokrasi Provinsi DKI Jakarta

RENCANA AKSI| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang

NO Sasaran Indikator Kinerja Utama Target KU ditetapkanswal tahu Kriteria Keberhasilan Target/Output Waktu
1 {Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi | Niiai Komponen Pengukuran 378 RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten pejanjian TIO1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024 TWI
dan Analisis Penyelenggaraan Urusan dan Pelaporan pada Evaluasi KemenPANRB kinerja tahun 2024
Pemerintah Daerah AKIP
RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten pejanjian kinerja  |KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber TI02.1.1 Laporan Hasil FGD (1 Laporan) Wi
tahun 2024 KemenPANRB
2 |Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola |Nilai PMPRB Provinsi DKI 93 Ra1. Menyusun lembar kerja evaluasi Penilzian Mandiri KK1.1. Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan TION.1.1. Laporan hasil evaluasi Penilaian Mandiri TWIV
Organisasi Perangkat Daerah yang Jakarta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi DKI Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Dinamis Jakarta
RA2. Melakukan pendampingan penyusunan lembar kerja KK2.1.Terlaksananya penyusunan lembar kerja evaluasi Ti02.1.1. Laporan hasil evaluasi Penilaian Mandiri TWIV

evaluasi Penilzian Mandin Pelaksanaan Reformasi Birckrasi
(PMPRB) Perangkat Daerah

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

NIP 196812111396031004

Jakarta, 2024

Kepala Biro Organisasi, Reformasi, dan Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta,

ay{an Yuhanah
NIP 196508241994032003




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Mawardi
Jabatan . Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi
Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Joko Agus /Setyono Muhamad Mawardi

NIP 196812111996031004 NIP 196404041984101003



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Muhamad Mawardi
NIP : 196404041984101003
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
N ; . T Triwulan
omor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja T 0 T W Tahunan Keterangan
Sasaran Strategis
1 Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Kompanen e-SAKIP Dasar Hukum: M/A NIA /A 378 78 Nilai
Administrasi, dan Analisis Fengukuran dan Pelaporan Permenpan Nomor 88 Tahun 2027 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Panyelenggaraan Urusan Pemerintah  |pada Evaluasi AKIP
Daerah Definisi:
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Kormponen pembentuk Milai AKIP Provinsi DK Jakarta pada Tahun
bersangkutan
a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan babot sebesar 30 %, terdiri dari variabel -
1) Sub Kompenen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal
2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan
secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9
3) Sub Kemponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, seria penyesuaian strategi
dalam mencapai kinerja yang efekif dan efisien dengan bobol maksimal 15
b. Kemponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdin dari variabel
1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yana menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3
2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuti Standar menggambarkan Kualitas alas Pencapaian Kinerja, informas:
keberhasilan/kegagalan kinerja serla upaya perbalkan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5
3} Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinera telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategikebijakan dalam mencapai
kinerja berikutnya dengan bebot maksimal 7,5
Metode Pengukuran:
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja {30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Pravinsi DKI Jakarta Tahun bersangkulan
Sumber Data :
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB
2 Peningkatan Kualitas Layanan Persentase Fasilitasi e-SAKIP Dasar Hukum 100 100 100 100 100 Persen

Pimpinan dan Pengadministrasian
Sekretanat Daerah

Pelayanan Kepala Daerah
yang terlaksana dengan
baik

Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat

Definisi :
Persentase Fasillitasi Pelayanan Kepala Daeran yang tedaksana dengan nilai Indeks Kepuasan sebesar ¢ dibagi jumiah lotal rencana kegiatan Kepala
Daerah

\Metode Pengukuran -

Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik = (Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah-+Nilai
Indeks Penyediaan Maler dan Komunikasi Pimpinan+Nilai Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Kepratokolan+Nilai Indeks Kepuasan Fasilitasi Layanan
Naskah Dinas Pimpinan Daerah)/4*100%

Sumber Data |
Pengukuran mandin oleh Biro Kepala Daerah




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

I

[ v

Tahunan

Keterangan

Sasaran Khusus

a

Terwujudnya tata kelola SDI yang baik
melalui pemenuhan daflar data daerah
yang berkualilas

Nilai kualitas data SDI

e-Kinerja ]

Dasar Hukum :
a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
b. Keputusan Gubemur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definisi -

Nilai Kualitas Data 8D! terdin atas 4 aspek yaitu:

a. Aspek Ketepatan Waktu | Mengukur kepatuhan wakiu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai
dengan jadwal,

b. Aspek Kelengkapan Dala : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata
sesual dengan jadwal.

o. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat dupilkasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.

d. Aspek Vaiiditas Data | Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Farmula Perhitungan :
Nilai Kualitas Data SDI = [[Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilal Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilal Aspek Valioitas Data)]
(Rentang nifai kualitas cata SDI: 0 - 4)

Keterangan

3. Nllal Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terfkumpul ke walidata / Jumlah data yang waijib terkumpul sesuai keletapan)

b, Nilal Aspex Kalengkapan Data = (Jumiah file data yang memiliki kempanen lengkap / Jumiah file dala sesual ketetapan)

¢, Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumiah file data sesuai ketetapan)
d, Nilal Aspek Validitas Data = {Jumlah file dala yang tervalidasi oleh produsen data/ Jumlah file data sesual ketetapan)

Catatan
1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 buian berikutnya dani jadwal rilis
2 Batas akhir perbalkan data adalah tanggal 20 bulan berkutnya dar jadwal rilis

Sumber Data ; Portal Data Provinsi DKI Jakaria

NiA

N/A

NiA

32

325

Nilai

Terkelolanya Keuangan Daerah yang
Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Persentase Pelaksanaan
Inventarisasi BMD pada
Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang

e-Hinerja

Definisi:
Capaian Hasil inventansasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
Inventanzasi BMD barupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB

Perghiturgan melalui sistemn e-inventarisasi
a. Bobot 5%
FOUKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b, Bobot 85%
PD/UKPDIUPE menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesual dengan jumiah BMD yang dimiliki
c. Bobot 10%
POUKPDIUPE menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventansasi (LH1)

25

55

100

100

Persen




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja T T m v Tahunan Keterangan
5 Peningkatan penggunaan produk dalam|Persentase realisasi belanja e-Kinerja Dasar Hukum | NiA a0 NIA 80 80 Persen
negeri barang/jasa bersertifikat 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustnan;

TKDN, produk dalam b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 lentang Pemberdayaan Industri,

negen, dan/alau produk ¢. Peraturan Presiden Nomar 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tenlang Pengadaan Barang/Jasa

usaha mikro kecil dan Pemenniah,dan

kaperas| dari hasil praduksi d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecl, den

dalam negeri Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Peleksanaan Pengadaan Barangllasa Pemenntah
Definisi :
a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi alau dikenakan oleh perusahaan yang
berinvestasi dan berproduksi di Indonesia dilunjukkan dengan pernyataan penyedia tetah menggunakan produk dalam negeri (self declara)
b. Sertifikat TKDN adalah serlifikat yang dikeluarkan cleh Kemenierian Perindustnan yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan
gabungan barang dan |asa.
¢. Belanja Pengadaan adalah belanja barangijasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan
Swakelola) dengan kode rekening:
5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa
5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerinlah Pusat
5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sesial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04 - Belanja Moadal Jalan, Jaringan, dan lIrigasi
5.2.05 - Belanja Modal Asel Tetap Lainnya
5.2.06 - Belanja Modal Lainnya
Metcde Pengukuran :
Jumiah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, danfatau produk usaha mikro kecil dan keperasi dan hasil produksi dalam
negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan
Sumber Data
a. Bighox LKPP
b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah {SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem |nformasi Pemerintah Daerah (SIPD) DK Jakarta - BPKD

6 Terimplementasinya Pengembangan  |Persentase Implementasi e-Kinerja Dasar Hukum N/A NIA NiA 100 100 Persen

Kompetensi PNS Pemenntah Provinsi
DK Jakarta 40 Jam Pelajaran per

tahun

Pengembangan Kompelensi
PNS Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta 40 Jam
Pelajaran per tahun

a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pesal 203 Ayat (4) Pengembangan kompstensi bagi setiap PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajeran datam 1 (satu) 1ahun

b, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompstensi Pegawal minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam
Pelajaran Per Tahun.

Definisi:

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan
Kempetensi Pegawal minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provins| DK Jakarta yang
terdokumentasi dalam hitps:/isimdiklat-bpsdm jekarta go.d

Realisas| Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumian jam pelajaran selama tahun 2024,

Metode Pengukuran
[{Jumiah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]

Sumber Data :
Simdiklal BPSDM dan PintAr BFSDM




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja | M m m Tahunan Keterangan
7 Meningkatnya Manajemen Persentase penyelesaian e-Kinerja Dasar Hukum N/A NiA 50 50 100 Persen
Pengetahuan tahapan manajemen Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan
pengetahuan

Definisi :
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provins: DK Jakarta melalul hitps:/km-
bpsdm jakarta.go.id
Metode Pengukuran |
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbantuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesua batas wakiu pengumpulan pada Minogu pertama tanggal 5
Bulan Seplember Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).
Sumber Data :
htlps: (km-bpsdm jakarta go id

8 Implementasi Panerapan Manajemen  |Persentase Implementasi e-Kinerja Dasar Hukum : NIA 50 NIA 100 100 Persen

Risiko

Penarapan Manajemen
Risiko

a, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
b. Keputusan Gubamur Nemor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Definisi :

Proses Manajemen Risiko dilakukan teradap sasaran strategls yang terdapal dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:

3, Komunikasi dan konsultasi;

b, Penetapan konteks,;

¢. Penilalan Risiko {Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d. Penanganan Risiko; dan

e Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risko

Formula Pengukuran
[{Jumiah dokumen yang tervenfikasi oleh Inspekiorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada fiwuian 4] % 100%

Qutput Sasaran :
Dokumen Formulir Laporan Pemanteuan Ristko TW |
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Melode Pengukuran

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Rislko yang telan diverifikasi olen Inspeklorat
Triwulan 1|

Dokurmen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW (I

Triwulan IV

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW [V




Nomar

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

1l

Tahunan

Keterangan

Tercapainya Target Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi

Persentase Nilai Kinerja
Anggaran alas aspek
Implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 195 - “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyadiakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyaraxal diantaranya digunakan
untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."

Definisi |
Kinerja Angaaran yang dihitung atas aspek implementasi.
a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dafam Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilian informas: Kinerja mengena
penggunaan anggaran datam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakuran dengan mengukur variabel sebagai berikut
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Outpuf) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Oufput] Kegiatan.

Sumber Data : - SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi angaaran dengan pagu anggaran

Sumber Data : Proyeks! APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatanisubkegiatan:

- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pangeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenamya.

- Pengeluaran seharusnya merupakan jumiah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Cutput} Program atau capaian
Keluaran (Output) Kegiatan

- Pengeluaran sebenamya merupakan jumiah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Qufput) Program atau capaian Keluaran
(Outout) Kegiatan,

Sumber Cata
a) data capaian Keluaran (Output) Kegialan/Subkegiatan sumber data e-sakip,
b) pagu anggaran data sumber data proyeks| APBD:; dan
c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APHD,
4) Konsistens Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan,
Sumber Data : proyeks| APBD
Bohot masing-masing variabel Aspek Implementesi sebagal berikut:
Bp =9,7%
BK =182%
Bekk = 43 5%
BE = 28,6%
Bp | Bobot penyerapan anggaran
BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadep perencanaan
Bekk - Bobot capaian keluaran
BE : Bebot efisiensi
Pembobotan Nilal Kinerja atas Aspak Implementasi yang dinasilkan :
< 60 = Rendah
> 60 s.d 70 = cukup
= 705490 = Balk
> 90 5.d 100 = Sangat Baik

N/A

A

NIA

il

mn

Persen




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja | J M l ] W J Tahunan Keterangan
Sasaran Operasional
10 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Persentase capaian =-Kinera Metade Pengukuran . 100 100 100 100 100 Persen
Arahan Gubernur penyelesaian Tindak Lanjut Jumian Realisasi TL Aranan Gubemur (rapim. e-office . arahan melaiul media elektronik. dan bentuk aranan lainnya) dibagi
Arahan Gubernur Jumiah TL Arahan Gubernur dikali 100%
11 Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian CRM Metode Pengukuran 100 100 100 100 100 Persen
pengaduan masyarakat penyelesaian pengaduan Jumiah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagl Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%
masyarakat
12 |Meningkatnya penyelesaian tindak Persentase progress e-Kinerja Metade Pengukuran 25 25 25 25 160 Persen
lanjut rekgmendasi temuan hasil penyelesaian tindak lanjut (50% dan jumiah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan cleh Perangkat Daerah dan
pemeriksaan ekstemnal (BPK) rekomendasi temuan hasil UKPO dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekamendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK Rl tahun 2005 dan seterusnya)
pemeriksaan eksternal % 100% (Verffikasi oleh Inspekiorat)
(BPK)

Sekretans Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibuketa Jakarta,

NIP 186812411986031004

Jakarta,

Provinsi OK| Jakarta,

Muhamad Mawardi
NIP 196404041984101003

Januari 2024
Kepala Biro Kepala Daerah Setda




A

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

| Rencana Aksi danfatau Rencana

Nof  sasaan | Indikator Kinerja Utama Target "1 itigasi yang ditetapkan awaltahun * Kriteria Keberhasilan Target/Output Waktu
1 |Terwujudnya Perencanaan Nilai Perencanaan Kinerja dalam 378 RA1. Penyelenggaraan FGD dengan KK.1.1 Terlaksananya inisiatif perubahan konten |T/01.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD
Pembangunan yang Berorientasi Hasil |Evaluasi AKIP Narasumber KemenPANRB pejanjian kinerja tahun 2024 Tahun 2024 W1
(Result Based Oriented)
RA2. Menyusun inisiatif perubahan KK.2.1. Terselenggaranya FGD dengan T/02.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)
konten pejanjian kinerja tahun 2024 Narasumber KemenPANRB W3
2 |Peningkatan Kualitas Layanan Persentase Fasilitasi Pelayanan 100 RA.1 Pelaksanaan Penyusunan Strategi |KK1.1. Terlaksananya Pengidentifikasian Catatan |T/01.1.1. Dokumen Identifikasi Catatan yang
Pimpinan dan Pengadministrasian Kepala Daerah yang terlaksana Peningkatan Failitasi Pelayanan Kepala |yang Diberikan Kepala Daerah atas Penilaian Diberikan Kepala Daerah atas Penilaian Failitasi
Sekretariat Daerah dengan baik Daerah Failitasi Pelayanan Kepala Daerah Pelayanan Kepala Daerah Wi
KK1.2. Terlaksananya Tindak Lanjut atas catatan |T/01.2.1. Dokumen Tindak Lanjut atas catatan
yang diberikan Kepala Daerah atas Penilaian yang diberikan Kepala Daerah atas Penilaian -

Failitasi Pelayanan Kepala Daerah

Failitasi Pelayanan Kepala Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta,

Joko Al no
NIP 196812111996031004

2024
Kepala Biro Kepala Dearah
Setda Provinsi DKI Jakarta,

[ V-

Muhammad Mawardi
NIP 196404041984101003

Jakarta,




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugih llman
Jabatan - Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono
Jabatan - Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
-]
\
]
Sugih liman

NIP 197811202008021003



P

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Persentase Kepuasan lerhadap pelayanan kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan Agregat Indeks meliput -
a.Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Dagrah

b. Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkal Daerah

¢. Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dasrgh

d. Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinlahan Daerah

e. Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang #liik Daerah Penunjang Urusan Pemeriniahan Daerah

f. Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0. Indeks KKepuasan Fasfitas! Kerumahtanggaan Sekrelariat Daerah

h. Indeks Kepuasan Fasililasi Keprotokolan

telode Pengukuran :
{Indeks Kepuasan Layanan yang mendapat nilai 4/Total Jenis Pelayanan yang diberikan} x 100 %

Sumber Data :
Hasil Perhilungan Mandini

Nama + Sugih liman
NIP : 197811202008021003
Jabatan : Kepala Blro
Unit Karja ; Biro Umum dan Adminlstrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Nomor Sasaran Strategls Indikator Kinesja Sumber Data Pengukuran Kinerja ] r"“i"h" i W Tahunan | Keterangan
Sasaran Strategis
1 Paningkatan Dukungan Teknis, |Niei Komponen Pengukuran dan &-8AKIP  |Dasar Hukum NiA HiA Nia 378 378 Hilai
Administrasi, dan Analisis Pelaporan pada Evaluasi AKIP Permanpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akunlabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penyslenggaraan Urusan
Pemerintah Gaerah Definisi :
Kompenen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinera yang dimaksud adalah kampanen pembentuk nidai AKIP Provingi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan.
a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, lerdiri dari variabal :
1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6
2} Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerfa telah menjadi kebutuhan dalam mewujisdkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara
berjenjang dan berkelanutan dengan bobot maksimal 9
3) Sub Kemponen Pemanfaatan barupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Rewerd dan Funishment. serta penyasuaian slrategi dalam
mencapal kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15
b. Kamponen Pefaperan Kineria dengan bobot sebasar 15 %, terdini dar variabel :
1) Sub Korpanen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3
2} Sub Komponien Kualitas benipa Dokumen Laporan Kinerja telah mermanuhi Standar menggambarkan Kualitas alas Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilanfkegagalan kinerja serta Upaya perbaikanipenysmpurnaannya dengan bobot maksimal 4,5
3} Sub Komponen Pemaniaatan berupa Palaporan Kinerja lelah memberikan dampak yang besar datam penyesusian strategitkebijakan dalam mencapai kinerja
berikulnya dengan bobot maksimal 7.5
Metode Pengukuran
Berdasarkan komponen yang dinilai yaity Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AXIP Provinsi DI Jakarta Tahun bersangkian
Sumber Data :
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kermeanterian PAN-RB
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan | Perseniase Kepuasan pelayanan e-SAKIP  |Dasar Hukum : 0 100 100 100 100 Persen
Pimpinan dan kompleks Balaikota dan Rumzh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomar £4 Tahun 2017 lenlang Pedoman Penyusunan Survel Kapuasan Masyarakat
Pengadministrasian Dinas Pimpinan yang terdaksana
Kesekretariatan Daerah dengen baik Definisi -




Nomor

Sasaran Strategls

Indikator Kinesja

Sumber Data

Pengukuran Kinarja

Triwulan

[

¥

Tahunan

Keterangan

Sasaran Khusus

3

Terwujudnya 1ata kelola SO
yang bak melaui pemenuhan
dafter data daersh yanp
berkusfitas

Milai kusliles data SO/

e-nerja

Dasar Hukum :
a. Petaluran Gubernur Nomer 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
b. Kepulusan Gubemur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daflar Data Tahun 2024

Deflnisi ;

Milal Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaltu:

&, Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Date melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan
jadwal,

b. Aspek Kelengkapan Dala ; Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpuikan olsh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesual
dengan jadwal.

¢. Aspek Keunikan |si Data : Mengukur tingkal duplikas! daia yang dikumpulkan oleh Produsen Data malalui Walidata Pendukung kepada Walidata.

d. Agpek Validitas Data : Mengukur validitas data vleh Produsen Data

Formnula Perhitungan -
Nitai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek #etenatan Waktu) + (Nilai Aspak Kelengkapan Dala) + (Nilai Aspek Keunikan Is! Data) + (Nilal Aspek Validitas Data]]
{ Rentang nila kualitas data SOF 0 - 4

Keterangan :

a, Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata f Jumiah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)

b. Nilai Aspek Kefsngkapan Data = {Jumieh fils data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesual keletapan)

¢. Nilai Aspek Kewnikan lsi Data = (Jumlah file data yang tidak memillki duplikasi pada varlabel kunci / Jumlzh file dala sesual ketetapan)
d. Nilai Aspek Validtas Data = {Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen dala / Jumiah file data sesuai ketetapan)

Catalan:
1, Batas wakiu pangumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilks
2. Batas akhir perbalkan data adalah tanggal 20 bulan bedlastnya dari jadwal rifls

Sumber Data : Portal Data Provins! DK} Jakarla

N/A

/A

NiA

3%

3,25

Niai

Terkelolanya Keusngan Daerah
yang Sehat, Transparan, dan
Alintabel

Persentase Pelaksanaan
Inventarisasi BMD pada Pengguna
Barang danfatau Koasa Pengguna
Barang

a-Kinerja

Dafinisi:
Capaian Hasil Inventarisasi Barang Miik Daerah berupa Peralatan dan Mesi pada Pengguna Berang dan Kuasa Pengguna Barang.
Inventarisasi BMD berupa Peralatan den Mesin dilaksanakan oleh PDAUKFD dan UPB

Penghitungan melalui sistem g-Inventarisasi:

a. Bobot 5%

PDAUKPDIUPE meryusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD

b. Bobo! 85%

PDAJKPDAUPE menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumiah BMD yang dimiliki
¢. Bobol 10%

PDAUKPDAIPE menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hash invenlarisssi {LHI}

25

100




Trivwulan

Nomor Sasaran Strategls Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja i i M v Tahunan | Keterangan
5 Peningkatan penggunaan produk | Persentase realisasi belanja e-Kinefja  |Dasar Hukum : & k) N/A 80 a0 Persen
dalam neger barangfasa bersertifikat TKDN, a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tenlang Perindustrian;
produk dalam reger, danfatau b. Peraluran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 {enlang Pemberdayaan Indust;
produk Usaha mikro kecll dan ¢. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 lenlang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan
koperas| dar hasil produksi dalam d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Delam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
neger ¥operasi Dalam Rangka Manyuksaskan Garakan Naslonaf Bangga Buatan Indonesta pada Pelaksanaan Pengadaan Barangllasa Pemerintah
Definisi :
8, Produi Dalam Negeri adalah barang dan jasa temasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerfakan oleh parusahaan yang bernvesiasi
dan berproduks! di Indonesta dilunjukkan dengan pemyataan penyedia tefah menggunakan produk dalam neger {self declara}
b Sertifikat TKDN adalah sertifikal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungen dalam negeti pada bareng, jasa dan gabungan
barang dan jasa.
¢. Belanja Pengadaan adalah belanfa barangfiasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modsl (melalui Penyedia dan Swakelola)
dengan kode rekening:
5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa
5.1.05.01.02.0001 - Bekanjz Hibah Barang kepada Pemerintzh Pusat
5.1.08.03.02.0001 - Bekanja Banluan Sosial Barang yang direncanakan keprada Kelompok Masyarakat
5.2,02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi
§.2.05 - Belanje Modal Aset Tetap Lainnya
5.2,06 - Balanjs Modal Lainnya
Meiode Pengukuran :
Jumizh realisasi Belanja Pengadaan bersartifikat TKDN, produk dalam neger, dan/atau prodik usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produkst dalam negeri
dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.
Sumber Data :
a. Bigbox LKPF
b. Sistem Informasi Pemeriniah Daersh (SIPD) PADN Kementerian Dalam Negen atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) OK! Jakarta — BPKD
[ Terimplementasinya Persentase Implementasi eKinerja  |Dazar Hukum : A N/& NA 100 100 Persen
Pengembangan Kompetens| Pengemhangan Kompatensi PNS a. Peraluran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tantang Manajemen Pegawa Negen Slpil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan komgetensi bagi setiap PNS
PNS Pemerintah Provinsi DKI | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dilakukan paling sedikit 20 (dua pulubj jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
Jakarta 40 Jam Palajaran per  [Jam Pelaiaran per tehun b. Inslruksi Sekretaris Dasrah Nomor 29 Tahur 2023 fentang Pelaksanaan Pangembangan Kompetenst Pegawal minimal sebanyak 40 {empat puluh) Jam
tahun Pelajeran Per Tahun,

Definisi:

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesual Instraksi Sekretarls DaerahiNomor 29 Tahun 2023 fentang Pelaksanaan Pengembangan
Kompetens| Pagawai minimal sebanysk 40 {empat puluh) Jam Pefajaran Per Tahun unluk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DiI Jakarta yang terdckumentasi
dalam https fsimdiklat-bpsdm jakarta.go.il

Realisasi Tamget banupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024,

Metode Pengukuran :
[(Jumiah capaian pemenuhan jam pelajaran fahun 2024 £ 40 {empet puluh) Jam Pelajaran X 100%]]

Sumber Data :
Simdiklat BPSOM dan Pintar BPSDM




Triwulan

Nomor Sasaran Strategls Indikator Kinerja Sumber Data Panguksran Kinerja i i W W Tabunan |  Keterangan
7 Meningkatnya Manaemen Persenlase penyetesaian fahapan g-Kineja | Dasar Hukum NIA N/A 50 50 100 Persen
Pengetahuan manajemen pengetahuan Peraturan Gubamur Nomor 1684 Tahun 2017 tentang Manzjemen Pengatshuan.
Definisi :
Terselesaikannya Penyslesaien Tahapan manajemen pengetahuan unluk seluruh SKPD Pemerintah Provins| DK Jakarts mekslui hitps:ilm-bpsdm jakarla.go.id
Metode Pengukuran :
Realisasi Targe berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesual balas waklu pengumpuian pada Minggu pertama langgal 5 Bulan
September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal § Bulan Desember Triwulan 4).
Sumber Dala :
https:fkm-bpsdm. jakarta go.id
8  |lmplementast Panerapan Pergantase Implamentasi Penerapan|  e-Kinerja  |Dasar Hukum : NiA 50 NiA 100 100 Persen
hanajemen Risko Manajemen Rislko 4. Peraturan Gubemur Nemor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manalemen Risiko pada Pemerintah Provins! DK) Jakarla

b. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Strukiur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKi Jakarta

Definisi :

Froses Mansjemen Risiko dilakukan tevhadap sesaran stralegis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Ker|a Perangkal Daerah yang dilakukan
melaiui 5 (fma) tahapar:

4. Komunikast dan konsultasi;

b, Penatapan konteks;

¢. Penilalan Risiko {Identifikasi Risike, Analisis Risiko dan Evaluasi Risika);

d. Penanganan Risike; dan

&. Pamantauan.

Pemantauan diiakukan uniuk memaniau pelaksanaan rencana sks| penanganan Risiko, dan tren perubahan besaraniLevel Risiko

Leporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemanlavan Risfke.

Formula Pengukuran :
[¢umlah dakumen yang terverifikasi oleh Inspakloral) / (Seluruh dokumen yang waiib tedcumpul sesuai batas wakiu pengumpulan pada tiwulan 4]] x 100%

Quipuf Sasaran
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko T (I
Dokumen Formulir Laporan Pemantavan Risiko TW IV

Metode Pengukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Rislko yang telah diverifikasi oleh inspekiorat :
Triwulan 11 :

Dokumen Formuiir Laparan Pemantauan Risike T (I

Triwulan [V !

Dokumen Formulir Laporan Pemantauar Risike TW IV




Nemor Sasaran Strategls Indikator Kinesja Sumber Data Pengukuran Kinerja 7 i Tiwsian i ~ Tahunan | Kelerangan
9 Tercapainya Target Kinerja Pergentase Milai Kinarja Anggaran eKineja  |Dagar Hukum ; N/A N/A Nf& 71 | Parsan
Anggaran atas Aspek atas aspek Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengedolaan Kevangan Dasrah
Imgementasi

Pasal 195 : *Pemerintah Provinsi DK Jakarta walib menyedlakan informas! Keuangan Dasrsh dan diumumkan kepada masyarakal diantaranya digunakan untuk
membanty Gubemur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”

Dietfinisi ©
Kinerja Anggaran yang dihilung atas aspek implementasi.
2. Kinstja Anggaran adalah capaian Kinerja alas penggunaan anggeran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang ditakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai
penggunaan anggaran dalam rangka petaksanaan kepiatan/Subkagiaian dan pencapalan keluarannya yang diukur datam 1 {salu) Tahun Anggaren.
Kinerja Anggaran yang dintiung atas aspek implementasi dilakwkan dengan mengukur varabel sebagai berkul :
1) Pengukuran Capaian Keluaran keyiakan/subkegiatan:
- diukur dengan membendingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran Quipuf) Keglatan.
Sumber Data© 8- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:
- dlukur dengan membandingkan antgra realisasi anggaran dengan pagy anggaran.
Surnber Dala ; Proyekst APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id
3 Efisiansi keluaran kegiatan/subkegiatan: .
- diigkukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarya.
- Pengsluaran seharusnya menupakan jumlzh anggaran yang direncanakan intuk menghasilkan capalan Keluaran fCudpuf) Program atau capsian Keluaran
{Qutput) Kegiatan.
- Pengsluaran sebanamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluarsn (Cutput) Program atau capaien Keluacan
{Output) Kegiatan,

Surnber Data :

4} data capalan Keluaran {Ouipid) Keglatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b} pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan

¢) realisasi anggaran sumber data proyeksi AFBD.

4) Konsisiensi Penyerapan Anggaran lethadap Perencanaan:

- ditakukan dengan memperhilungkan deviasi antara reafisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Dala : proyeksi APBD

Bobot masing-masing varlaba) Aspek Implementasi sebagal berikut:
Bp=57%

BK=18.2%

Bekk = 43,5%

BE = 286%

Bp ; Bobot penyerapan anggaran

BK : Bobot konsistens! penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bckk : Bobot capalan keluaran

BE ; Bobot efislensi

Pembobotan Nilal Kinera atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
£ §0 = Rendah

» 60 8.d 70 = cukup

> 70 5.4 90 = Baik

> 9t 5.4 100 = Sangat Baik




Triwulan

Nomor Sasaran Strategis Indikator Kinerja l Sumber Data Pengukuran Kinerja I | m | m m Tahunan | Keterangan
Sasaran Qperaslonal '
10 |Terselesaikannya Tindak Lanjut |Persentase capaian penyelesaian eXinefja  |Metode Pengukuran 100 100 100 100 100 Persen
Arahan Gubemur Tindak Lanjut Arahan Gubemur Jumlah Realisasi TL Arahan Gubemur (rapim, e-office, arahan melalui media elekironik, dan bentuk arahan
lzinnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubemur dikali 100%
11 |Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian penyslesaian CRM Metode Pengukuran 100 100 100 100 100 Persen
pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%
12 |Meningkatnya penyelesaian Persentase progress penyelesalian e-Kinerja  |Metode Pengukuran 25 25 25 25 100 Persen
findak lanjut rekomendasi tindak {anjut rekomendasi lemuan {80% dari jumlah rekomendasi LHP BPK R Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat
temuan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumizh sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dar LHP BPK
ekstemal (BPK) Rl tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasl olsh Inspektorat) |
|
Jakarta, Januari 2024
Sekredaris Daerah Provinsi Kepala Bire Umum dan Administrasi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

W/

Joke Agle/Sdtyono
NIP 196812 111926031004

Setda Provinsi DKI Jakarta,

1

ik [Iman
NIP 197811202008021003




RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Rencana Aksi danfatau Rencana

NO Sasaran Indikator Kinerja Utama | Target IKU Mitigasi yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Target/Output Waktu
1 |Peningkatan Dukungan Nilai Komponen Pengukuran 37,8 RA1.Penyelenggaraan FGD dengan KK1.1, Terlaksananya inisiatif |T/01.1.1, Konsep Konfen TWI
Teknis, Administrasi, dan dan Pelaporan pada Evaluasi Narasumber KemenPANRB perubahan konten pejanjian  |Perkin Kepala PD Tahun 2024
Analisis Penyelenggaraan AKIP kinerja tahun 2024
Urusan Pemerintah Daerah RAZ2. Menyusun inisiatif perubahan konten |KK2.1.Terselenggaranya T/02.1.1. Laporan Hasil FGD W I
pejanijian kinerja tahun 2024 FGD dengan Narasumber {1 Laporan)
KemenPANRB
2 |Peningkatan Kualitas Persentase Kepuasan 100%  |RA1. Pelaksanaan Renovasi KK1.1. Terlaksananya T/01.1.1. Pengadaan dan
Pelayanan Pimpinan dan pelayanan kompleks Balaikota Pembangunan Kompleks Balaikota dan  |Renovasi Pembangunan kontrak Pelaksanaan W2
Pengadministrasian dan Rurnah Dinas Pimpinan Rumah Dinas Pimpinan Kompleks Balaikota dan Renovasi Kompleks Balaikota
Kesekretariatan Daerah yang terlaksana dengan baik Rumah Dinas Pimpinan dan Rumah Dinas Pimpinan
T/O1.1.2. Penyelesaian
Renovasi Kompleks Balaikota TW4

dan Rumah Dinas Pimpinan

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus |bukota Jakarta,

Joko Agus/Setyono
NIP 1968121/1996031004

Jakarta, 2024
Biro Umum dan Administrasi
Setfda Provinsi DK Jakarta

1

Sudh IIman
NIP. 197811202008021003




PEMERINTAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Abbas
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Joko Agus Setyono
Jabatan - Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuali
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Khusus Ibukota Jakarta, Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Joko Agus'Setyono Mochamad Abbas

NIP 196812117996031004 NIP 197006081297031004



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Mochamad Ahbas
NIP : 197006091997031004
Jabatan : Kapala Biro
Unit Kerja : Biro Perskonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
T . . Triwulan
Nomor Sasaran Indlkator Kinesja Sumber Data Pengukuran Kinerja | ] v Tahunan | Keterangan
Sasaran Strategis
| |Peningkatan Dukungan Teknis, |Nilai Komponen Pengukuran dan | a-SAKIP Dasar Hukume Ni& NiA NiA 378 78 Nilai
Administrasi, dan Analisis Pelaporan pada Evaluasi AKIP Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintzh
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Deofinisi:

Komponen Pengukuran Kinefja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembeniuk Nitai AKIP
Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan.
4. Komponen Pengukuran Kinefja dengan babot sebesar 30 %, terdiri dan variabel ;

1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6

2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebufuban daiam mewujudkan Kinerja
secara Efektif dan Efisien den telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal &

3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward
dan Punishment , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot
maksimal 15
b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sehesar 15 %, terdiri darf variabel :

1) Sub Kompanen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan
bobot maksimal 3

2} Sub Komponen Kualitas betupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan
Kuaiitas atas Pencapaian Kinerjs, informasi keberhasitan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempumaarnnya dengan bobot maksimal 4,5

3} Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
penyesuatan strategifkebijakan dalam mencapai kinerja berikuinya dengan babot maksimal 7.5
Metode Pengukuran;
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja {30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP
|Provinsi DK! Jakarta Tahun bersangkutan
Sumber Data
{Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB




NO

Triwulan

|
Sasaran | Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinarja |

Tahunan

Keterangan

2

Percepatan, Pengendalian, dan | Skor EKPPD [ e-SAKIP Dasar Hukum -

Evaluasi Pelaksanaan Kebjakan a. PP Nomor § Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Psmerintshan Daerah

Pembangunan b. Permendagri 1§ Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
¢. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemarintahan Daerah

Definisi :

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluzsi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah} yang
selanjutriya akan ditstapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja
Penyelenygaraan Pemeriniahan Daerah secara nasional, Dengan kategori penilaian (Permendagi No 18 Tzhun
2020, diundangkan tanggal 27 Maret 2020) :

a. Skor 1,00 3.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah

b. Skor 1.81 5.d. 2,60 : status kinerja rendah

¢. Skor 2.6 5.d. 3.40 : status kinerja sedang

d. Sker 3.41 5.d. 4.20 : status kinerja tinggi

€. Skor 4.21 5.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggii

Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia

Metode Pengukuran :

Menggunakan LPPD vang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kola sebagai sumber
informasi utama dilaksanakan oleh Tim Masional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan
Menteri. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan dasrah dengan:

a. mengonversi nilai setiap capatan kinetja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode propersi aktual, nilai yang
diperoieh daerat divrutkan tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik”.

Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberkan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk
menghitung daerah lainnya, maka nilai daerah terkecil menjadi pambilang kemudian dikali 100%. Persenlase
yang diperoleh dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 5.

b. Perhitungan capadan kinerja makro (CKM) : mengalikan ilai capaian indikator dengan bobot masing - masing
indikator. Total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinefja makro

¢. Penghifungan perubshan capaian kinerja makro {PKM): nilai parubahan kinerja setiap indikator makro
dikonversi ke datam skor kinsrja berdasarkan skala kinerfa. Nital perubahan dikalikan dengan pobot masing -
masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capaian kinefja makro.

d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP)

Skor Kinerja Penyslenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25

Sumber Data :
Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri

4,128

4128

Nilai




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

m

Tahunan

Ketarangan

Sasaran Kh

usus

3

Terwujudnya tatz kelola SDI yang
baik melaiui pemenuhan daftar
data daerah yang berkualitas

Nilai kualitas data S0I

g-Kinerja

|Sumber Data : Portal Data Provinsi OKJ Jakarta

Dasar Hukum :

a. Peraiuran Gubemur Nemor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

b. Keputusan Gubemur Nomor &1 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definisi :

Nilai Kualitas Data SO terdiri atas 4 aspek yaitu;

a. Aspek Ketepatan Walkdu : Mengukur kepatuhan wakiu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata
Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kefengkapan komponen data yang dikumpulken oleh Produsen Data
melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

<. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur fingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui
Walidata Pendukung kepada Walidata.

d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas deta oleh Produsen Data

Formula Perhitungan !

Nilad Kualitas Data SDI = [{Niiai Aspek Ketepatan Waktu} + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) -+ (Nilai Aspek
Keunikan Isi Data) +{Nilal Aspek Validitas Data)]

{ Rentang nilai kualitas data SDi: 0 - 4)

Keterangan :

a. Nilai Aspek Ketepatan Waklu = (Jumiah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wafib terkumpul sesual
ketetapan)

b. Milai Aspek Kelengkapan Data = {Jumlah file data yang memiliki kemponen lengkap / Jumlzh fle data sesual
ketetapan)

c. Nilai Aspak Keunikan Isi Data = (Jumlah /e data yang tidak memiliki duplikasi pada varabel kunci/ Jumlah file
data sesuai ketetapan)

d. Nilai Aspek Validitas Data = {Jumlah fle data yang tervaiidasi oleh produsen data / Jumlah e data sesuai

ketatanani
Catatan :

1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berkutnya dari jadwal rilis
2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dadi jadwal rills.

NiA

NiA

NiA

3,25

Nilai

Terkelolanya Keuangan Daerah
yang Sehat, Transparan, dan
Akuntabel

Persentase Pelaksanaan
Inventarisasi ML pada Pengguna
Barang danfatau Kuasa Pengguna
Barang

e-Kinerja

Definisi:
Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuass
Pengguna Barang.
Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB
Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:
a. Bobot 5%
PD/UKPD/UPE menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b. Babot 85%
PD/UKPD/UPE menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah  BMD
yanyg dimiliki
c. Bobot 10% |
PD/UKPDIUPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil inventarisasi (LHI)

25

55

100

100

Persen




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukitran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Katerangan

Peningkatan penggunaan produk
dalam negeri

Persentase realisasi belanja
barang/jasa bersertifikat TKDN,
produk dalam negeri, dan/atau
produk uszha mikro kecil dan
koperast dari hasil produksi dalam
negeri

e-Kinerja

Dasar Hukum :

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

¢. Peratiran Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pesubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

d. Instruksi Presiden Nomer 2 Tahun 2022 tentang Percepalan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
dan Produk Usaha Mikio, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada Pefaksanaan Pengatiaan Barang/Jasa Pemerintah

Definlsi :

2. Produk Datam Negeri adalah barang dan Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi
atau dikerjakan oleh perusahaan yang herinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan
penyedia telah menggunakan produk dalam negesi (seif declara)

b, Sertifikat TKDN adalah serfifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjstaskan
kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

¢. Belanja Pengadaan adalah belanja barangijasa, befanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan
belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:

5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa

5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

5.1.06.03.02.001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

5,202 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.03 - Belanja Modal Gadung dan Bangunan

5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ifgasi

§.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.06 - Belanja Modal Lainnya

Metode Pengukuran :

Jumilah reslisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam neger, danfatay produk usaha mikro kecil
dan kapesasi dari hasil produksi dalam negen dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.
Sumber Data

a. Bighox LKPP

b. Sistem Informasi Pemerintah Daarah (SIPD) P3DON Kementerian Dalam Megeri atau Sistem Informasi
Pemerintah Daerah {SIPD) DKI Jakarta - BPKD

NiA

N/A

3=

80

Persen

Terimplementasinya
Pengembangan Kompetensi PNS
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
40 Jaen Pedajaran per tahun

Persentase Impiementasi
Pengembangan Kompetensi PNS
Pemerintah Provinsi DiI Jakarta 40
Jam Pelajaran per tahun |

e-Kinerja

Dasar Hukum :

a, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4)
Pengembangan kompetensi bagi sefiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20
{dua pului} jam pelefaran dalam 1 (sstu} tahun,

b. Insiruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompotansi Pegawai
minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.

Definisi:

Terselesaikennya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesual Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun
2023 tentang Petaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 {empat puluh) Jam
Pelzjaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DK) Jakarta yang terdokumentasi dalam
hitps:/fsimdiklat-bpsdm jakarta.go.id

Reallsasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumiah jam pelajaran selama tahun 2024,

Metode Pengukuran :
[(Jumizh capaian pemenuban jam pelajaran lahun 2024 /40 {empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]

Sumber Data
Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM

WA

NiA

NA

100

100

Persen




Nomoar

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwwdan

Tahunan

Keterangan

Meningkainya Manajemen
Pengetahuan

Persentase penyelesaian tahapan
manajemen pengetahuan

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Gubernur Nemor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

Definisi:

Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Pravinsi DKI
Jakarta melalui https:fkm-bpsdrn jakarta.go.id

Metode Pengukuran;

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan {wajib terkumpul sesuai batas waktu
pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Budan
November Triwalan 4).

Sumber Data:

hitps:#fkm-bpsdm. jakarta. go.id

NiA

/A

a=

100

Persen

| Implementasi Penerapan

Manajemen Risiko

Persentase Implementas| Penerapan
Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukume

a. Peraturan Gubemur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta

b. Keputusan Gubemnur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manzjemen Risiko di Pemetintah Provinsi DI
Jakarta

Definisi ;

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat datam Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan medalui 5 {lima) tahapan:

a. Komunikagi dan konsultasi;

b. Penetapan konteks;

|c. Penilaian Risika {[dentifikasi Risiko, Analisis Risike dan Evaluasi Risiko);

d. Penanganan Risike, dan

e, Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan
besaran/Level Risiko

Laparan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Formula Pengukuran :

[{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas
wakiu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%

Ouiput Sasaran :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW il

Dokumen Formwlir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Metode Pengukuran - Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah
diverifikasi oleh Inspekiorat :

Triwulan [l :Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW I

| Teiwulan [V : Dokummen Formulir Laporan Pemantauan Risike TW IV

NiA

50

NfA

100

100

Persen




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja | I T v Tahunan | Keterangan
g Tercapainya Target Kinerja Persantase Nilai Kinerja Anggaran e-Kinerfa Dasar Hukum : NiA Ni& N 71 i Persen
Anggaran atas Aspek atas aspek Implamentasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementast Pasal 195 : "Pemerintah Provins! DK! Jakaria wajit menyedlakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan

kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan svaluasi Kinerja
Kevangan Daerah.”
Dedinisi :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek impiementasi,
2 Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang datam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran,
h. Evalugsi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalsh Evaluasi Kinerja Anggaran yanyg dilakukan untuk
menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 {satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dititung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :
1} Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indtkator Keluaran (Quiput) Kegiatan dengan target indikator
Kefuaran (Ouiput) Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP
2) Penyarapan Anggaran;
- diukur dengan membandingkan antara reslisasi anggaran dengan pagu anggaran,
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengsluaran ssbenamya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghesilkan capaian
Keluaran {Ouipid) Program atau capaian Keluaran (Oufpuf) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran
{Quiput) Program atau capaian Keluaran (Oufput) Kegiatan,
Sumber Data ;
&) data capaian Keluaran ({Qutput) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
¢) realisasi anggaran sumber data proyeksi AFBD,
4). Kansistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhifungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap
bulan.
Sumber Data ; proyeksi AFBD
Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp =97%
BK = 18.2%
Bckk = 43,5%
BE = 28,6%
Bp : Bobot penyerapan anggaran
BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efsiensi
Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasiikan -
< 60 = Rendzh
> 60 5.d 70 = cukup
> 70 5.d 90 = Baik
> 90 5.d 100 = Sangal Baik




Triwulan

Nomar Sasaran Indikator Kinerja Surnber Data Pengukuran Kinerja T ] W m Tahunan | Keterangan
SASARAN OPERASIONAL
10 |Terselesaikannya Tindak Lanjut  |Persentase capaian penyelesaian aKinerja Metode Penguiuran ; | 100 ‘ 100 100 100 100 Pearsen
Arahan Gubemur Tindek Lanjut Arahan Gubernur {sumdah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalul media elekironik, dan bentuk arahan
lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubemur) x 100% I
1 Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian penyelesaian CRM Metode Pengukuran ; 100 : 100 100 100 100 Parsen
pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat Jumlah Reslisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%MeMeto
12 |Terselesalkannya tindak lanjut | Persentase progress penyelesaian g-Kinerja Metode Pengukuran : 25 25 25 25 100 Persen
rekomendasi temuan hasil findak lanjut rekomendasi temuan (Jumiah rekomendasi LHP BPK Rl Tahun 2005 dan saterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah
pemeriksaan ekstemal (BPK) hasil pemeriksaan ekstemnal (BPK) dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah selurub rekomendasi LHP BPK Rl yang diterima tahun 2005 dan
seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah

lhukota Jakarta,

W/

Joka Aggs NG
HIP 196812111996031004

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda

Jakarta, 2024

Provinsi DKI Jakarta,

s

Mochamad Abbas
NIP 197006091997031004




RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Rencana Aksi danfatau Rencana Mitigasi

NO Sasaran Indikator Kinerja Utama | Target yang ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Target/Output Wakiu
1 |Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Komponen Pengukuran| 37,8 |RA1. Penyelenggaraan FGD dengan KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan [T/01.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun ™1
Administrasi, dan Analisis dan Pelaporan pada Narasumber KemenFANRB konten pejanjian kinerja tahun 2024 2024
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah  |Evaluasi AKIP
Daerah RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan |T/02.1.1. Laporan Hasil FGD W3
pejanjian kinerja tahun 2024 Narasumber KemenPANRB (1 Laporan}
2  |Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi |Skor EKPPD 4,128 |RA1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi KK1.1. Tedaksananya Monitoring dan | T/01.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan 1
Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perangkat Daerah atas capaian [KK Tahun Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian |Perangkat Daerah atas capaian WK Tahun
sebelumnya IKK Tahun sebelumnya sebelumnya
RA2. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi KK2.1. Terlaksananya Monitoringdan ~ (T/02.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan 2 -4

Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun
berjalan

Evaluasi Perangkat Daeral atas capaian
IKK Tahun berjalan

Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun
berjalan

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta,

i w/
Joko Ag tyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Sefda Provinsi DKI Jakarta,

W %

Mochamad Abbas
NIP 197006091997031004




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marulina Dewi Mutiara
Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan - Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanijian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi
Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

o/ -

Joko Agys Setyono Marulina Dewi Mutiara
NIP 1968121¢/1996031004 NIP 197702261997112001



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Marulina Dewi Mutiara
NIP : 197702261997112001
Jabatan : Kepala Bire
Unit Kerja : Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi OKI Jakarta
x s . Triwulan
Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja | m T m v Tahunan | Keterangan
Sasaran Strategis
1 Paningkatan Dukungan Teknis, Nilai Komponen Pengukuran dan e-SAKIP Dasar Hukum: WA N/ NIA 37.8 378 Nilai
Administrasi, dan Analisis Pelaporan pada Evaluasi AKIP Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Definisi:
Kompenen Pengukuran Kinerja dan Pelaparan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP
Pravinsi DK Jakarta pada Tahun bersangkutan.
a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel :
1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal &
2) Sub Kompanen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja
secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9
3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward
dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot
maksimal 15
b. Kompenen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdini dari variabel :
1) Sub Kompanen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan
baobot maksimal 3
2) Sub Kompanen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan
Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempumnaannya dengan bobot maksimal 4,5
3) Sub Kompanen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
| penyesuaian strategifkebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5
Metode Pengukuran:
Berdasarkan kompanen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP
Provinsi DK| Jakarta Tahun bersangkutan
Sumber Data :
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB
2 Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi|Persentase Kerja Sama yang e-SAKIP Definisi; 100 100 100 100 100 Persen
Penyelenggaraan Kolaberasi dan  |terimplementasi Kerja sama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan baik dengan menggunakan naskan
Kerja Sama Daerah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama)
Terimplementasikan adalah ketika Kerja sama telah difasilitasi cleh Biro KSD . Kriteria;
a. Tidak bertentangan dengan paraturan kerjasama daerah
b. Bidang/area yang dikerjasamakan merupakan bidang/area yang dibutuhkan oleh Pemprov DK| Jakarta
(Permendagri No. 22 Tahun 2020 untuk Kerjasama Dalam Megeri, Permendagri No. 25 Tahun 2020 untuk
Kerjasama Luar Negen, dan Kepgub No, 630 Tahun 2021 tentang Tim Keordinasi Kerjasama Caerah) Sumber
Data: Biro Kerja Sama Daerah disusun dalam Keputusan Gubemur sebagai SOP Kerjasama ada alat bantu
menentukan mana yang sesuai kriteria atau lidak.
Metode Pengukuran:
Persentase Perbandingan Kerja Sama yang Tenmplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk dan
sudah terverifikasi.
Sumber Data:
Biro KSD




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Persentase Kolaborasi yang
terimplementasi

e-SAKIP

Definisi:

Kolaborasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan dengan tidak menggunakan naskah
kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama)
Terimplementasikan adalah keika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD.

Metode Pengukuran:
Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan
sudah terverifikasi.

Sumber Data:
Biro KSD

100

100

100

100

Persen

Percepatan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan

Skor EKPPD

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemernintah Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Definisi :

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang
selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.

Metode Pengukuran :

Skor kinerja penyelenggaraan pemenintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian
kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas,
maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

a, Skor 1,00 s.d. 1,80 : slatus kinerja sangat rendah

b. Skor 1,81 s.d. 2,60 - status kinerja rendah

¢. Skor 2,61 s.d. 3,40 : status kinerja sedang

d. Skor 3,41 s.d. 4,20 : status kinerja tinggi

e. Skor 4,21 s.d. 5,00 : status kinerja sangat tinggi

Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia

Sumber Data :
Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dari
Kementerian Dalam Negeri

N/A

NIA

NIA

NFA

4.128

Nilai

Sasaran Khusus

4

Terwujudnya tata kelola SDI yang
baik melalui pemenuhan daftar data
daerah yang berkualitas

Nilai kualitas data SDI

e-Kinerja

Dasar Hukum :
a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
b. Keputusan Gubemur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definisi :

Nilai Kualitas Data SDI ferdiri atas 4 aspek yaitu:

a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata
Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

b. Aspek Kelengkapan Data ;: Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data
melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

NFA

N/A

NIA

3,25

3,25

Nilai




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja l m m v Tahunan | Keterangan
¢. Aspek Keunikan Isi Data - Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui
Walidata Pendukung kepada Walidata.
d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data
Formula Perhitungan :
Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek
Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]
(Rentang nilai kualitas data SDI. 0 - 4)
Keterangan
a, Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai
ketetapan)
b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumiah file data sesuai
ketetapan)
¢. Nilai Aspek Keunikan |si Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci/ Jumlah
file data sesuai ketetapan)
d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai
ketetapan)
Catatan
a, Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis
b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis
Sumber Data
Portal Data Provinsi DKI Jakarta
5 Terkelolanya Keuangan Daerah Persentase Pelaksanaan e-Kinerja Definisi: 5 25 55 100 100 Persen
yang Sehat, Transparan, dan Inventarisasi BMD pada Pengguna Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan
Akuntabel Barang dan/atau Kuasa Pengguna Kuasa Pengguna Barang.
Barang Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB
Metode Pengukuran :
Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi
a, Bobot 5%
PD/UKPD/UPE menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b. Bobot 85%
PD/UKPD/UPE menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumiah BMD
yang dimiliki
¢. Bobot 10%
PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
6 Peningkatan penggunaan produk | Persentase realisasi belanja e-Kinerja Dasar Hukum : N/A 30 NIA 80 80 Persen

dalam negeri

barang/jasa bersertifikat TKDN,
produk dalam negeri, dan/atau
produk usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil produksi dalam
negeri

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

b, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

¢. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

d. Instruksi Presiden Nomer 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Definisi :
a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang

3




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan
dengan pemyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self deciare)

b. Sertifikat TKDN adalah serifikat yang dikeluarkan cleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan
kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

¢. Belanja Pengadaan adalah belanja barangfjasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan
belanja modal (melalul Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:

5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa

5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.06 - Belanja Modal Lainnya

Metode Pengukuran |
Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil
dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.

Sumber Data :

a. Bighox LKPP

b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah {SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) DK Jakarta — BPKD

Terimplementasinya
Pengembangan Kompetensi PNS
Pemerintah Provinsi DK Jakarta 40
Jam Pelajaran per tahun

Persentase Implementasi
Pengembangan Kompetensi PNS
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40
Jam Pelajaran per tahun

e-Kinerja

Dasar Hukum :

a. Peraturan Pemerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4)
Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20
(dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu] tahun.

b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomar 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai
minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.

Definisi;

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai [nstruks| Sekretaris Daerah Nomer 29 Tahun
2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam
Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKl Jakaria yang terdokumentasi dalam
hitps:/fsimdiklat-bpsdm jakarta.go.id

Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024,

Metode Pengukuran :
[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]]

Sumber Data :
Simdiklat BPSDM dan PlntAr BPSDM

NIA

N/A

N/A

100

100

Persen

Meningkatnya Manajemen
Pengetahuan

Persentase penyelesaian tahapan
manajemen pengetahuan

e-Kinerja

Dasar Hukum :
Peraturan Gubernur Nomer 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

Definisi:
Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta melalui https:/fkm-bpsdm jakarta.go.id

NIA

NIA

50

50

100

Persen




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Il

Tahunan

Keterangan

Metode Pengukuran:

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu
pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwuian 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan
November Triwulan 4).

Sumber Data:
https://km-bpsdmjakarta.go.id

Implementasi Penerapan
Manajemen Risika

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinena

Dasar Hukum

a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta

b. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DK|
Jakarta

Definisi ;

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:

a. Komunikasi dan konsultasi;

b. Penetapan konteks;

c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d. Penanganan Risiko; dan

e. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan fren perubahan
besaran/Level Risiko

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Formula Pengukuran ;
[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat] / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas
wakiu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%

Output Sasaran :
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW I
Dokumen Formulir Laperan Pemantauan Risiko TW IV

Metode Pengukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh
Inspektorat :

Triwulan Il :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW I

Triwulan 1V :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

N/A

50

NAA

100

Persen

10

Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek Implementasi

Persentase Nilai Kinerja Anggaran
atas aspek Implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 fentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKl Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan
kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah."

Definisi :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi

a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.

b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan

NIA

NIA

/A

71

7

Persen

5
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untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan
keglatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 {satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Qutpuf) Kegiatan dengan target indikator
Keluaran (Quiput) Kegiatan.

Sumber Data : e- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:

- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.

- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian
Keluaran (Oulput) Program atau capaian Keluaran (Oufput) Kegiatan.

- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian
Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Oufput) Kegiatan.

Sumber Data :

a) data capaian Keluaran (Ouiput) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;

bj pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan

¢) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.
4}, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:

- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
sefiap bulan.

Sumber Data : proyeksi APBD

Bobat masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=097%

BK=182%

Bekk = 43,5%

BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK | Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bckk : Bobot capaian keluaran

BE | Bobot efisiensi

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
< 60 = Rendah

> 60 5.d 70 = cukup

>705.d 90 = Baik

> 90 s.d 100 = Sangat Baik

Sasaran Operasional

11

Terselesaikannya Tindak Lanjut
Arahan Gubemnur

Persentase capaian penyelesaian
Tindak Lanjut Aranan Gubernur

g-Kinerja

Metode Pengukuran :
(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur {rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan
lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%

100

100

100

100

Persen

12

Meningkatnya penyelesaian
pengaduan masyarakat

Persentase capaian penyelesaian
pengaduan masyarakat

CRM

Metode Pengukuran :
Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%

100

100

100

100

100

Persen
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13

Terselesaikannya tindak lanjut
rekomendasi termuan hasil
pemeriksaan eksternal (BPK)

Persentase progress penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

e-Kinerja

Metode Pengukuran :

{Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah
dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK Rl yang diterima tahun 2005 dan

seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat]

25

25

25

25

100

Persen

Sekrataris Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko AgudEetyono
NIP 195814111996031004

Jakarta,

Januari 2024
Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda
Provinsi DK Jakarta,

-—

Marulina Dewi
NIP 197702261997112001




KEPALA BIRO KERJA SAMA DAERAH

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang

NO Sasaran Indikator Kinerja Utama Target IKU ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Target/Output Waktu
1 |Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Persentase Kerja Sama yang 100% RA1. Penyusunan naskah kerja sama yang telah KK1.1. Tersusunnya semua naskah kerja sama yang |T/O1.1.1. Laporan jumlah naskah kerja sama (baik TWisdlV
Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja terimplementasi terverifikasi terverifikasi kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar
Sama Daerah negeri) kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI
Jakarta
Persentase Kolaborasi yang 100% RA2. Penyelenggaraan kegiatan kolaborasi dengan mitra  |KK2.1. Terselenggaranya kegiatan kolaborasi dengan | T/03.1.1. Laporan jumlah kegiatan kolaborasi dengan | TWls.d IV
terimplementasi dalam negeri dan luar negeri mitra dalam negeri dan luar negeri mitra dalam negeri dan luar negeri kepada Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. |Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Komponen Pengukuran 378 RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten T/01.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun TWI
Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan|dan Pelaporan pada Evaluasi KemenPANRB pejanjian kinerja tahun 2024 2024
Urusan Pemerintah Daerah AKIP
RA2. Menyusun inisiatif perubahan kanten pejanjian kinerja |KKZ2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber |T/02.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan) TWII
tahun 2024 KemenPANRB
3. |Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi  |Skor EKPPD 4.128 RA1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat KK1.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi T/01.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi TWI
Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun Perangkat Dagrah atas capaian IKK Tahun
sebelumnya sebelumnya
RA2. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat KK2.1. Terlaksananya Manitoring dan Evaluasi T102.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi TWillsdIV

Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan

Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan

Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

NIP

Ibukota Jakarta,

19681411196031004

Jakarta,
Kepala Biro Kerja Sama Daerah
Setda Provinsi DK| Jakarta

2024

-

Marulina Dewi
NIP 197702261997112001




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : lwan Kurniawan
Jabatan - Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Joko Agus Setyono
Jabatan - Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus |Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuali
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan
Khusus Ibukota Jakarta, Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,
Joko Ag etyono Iwan Kurniawan

NIP 196812111996031004 NIP 197109091997031006



Nama

NIP
Jabatan
Unit Keria

: Iwan Kurniawan
+ 197109091997031006

: Kepala Biro

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor

Sasaran Strategis

Indlkator Kinetja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

v

Tahunan

Keterangan

Sasaran Strategis

t  |Peningkatan Dukungan Teknis,

Daerah

Administrasi, dan Analisis
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Nilal Komponen Pelaporan
Kinerja pada Evaluasi AKIP

e-SAKIP

Dasar Hukum:
Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 fantang Evaluasi Akuntabifitas Kinerja |nstansi Pemerintah

Definisi:
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kingrja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai
AKIP Provinsi DK Jakarta pada Tahun bersangkutan,
a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdir} dari variabel :
1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal
6§
2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja tefah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan
Kinerja secara Efekiif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
dengan bobot maksimal 9
3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan
efisien dengan bobot maksimal 15
b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdirl dari variabal :
1} Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
dengan bobot maksimal 3
2} Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja
sesta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5
3) Sub Komponen Pemanfaatan benupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar
dalam penyesuaian strategikebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5

Metode Pengukuran:
Berdasarkan komponen yang dinikal yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja {15%) pada
AKIP Provinsi DK| Jakarta Tahun bersangkutan

Sumber Data ;
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB

N/&

/A,

NfA

378

378

Nilai

2 |Percepatan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan

Skor EKPPD

&-SAKIP

Dasar Hukum :
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Definisi :
Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kineria Makro dan Evaluasi Kinerla Penvelenggaraan Unusan

N/A

N/A

N/A

4,128

4128

Skor




Nomor

Sasaran Strategls

Indikator Kinesja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Ketarangan

Pemerintahan Daerah) yang selanjuinya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang
Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional,
Metode Pengukuran ;

Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoieh melalui akumulasi capaian kinerja makro,
capalan kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro, Berdasarkan skor kinerja yang
diperaleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerak provinsi. Status kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam § {lima} Masifikas! sebagai berikut;

a. Bkor 1,00 5.d. 1,80 : status kinerja sangat rendah

b. Skor 1,81 5.d. 2,60 : status kinefja rendah

¢. Skor 2,61 5.d. 3,40 ; status kinefja sedang

d. Skor3,41 5.4, 4,20 ; status kinerja tinggi

e. Skor 4,21 s.d. 5,00 : status kinerja sangat tinggi

Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia
Sumber Data :

Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
darf Kementerian Dalam Neger

Sasaran Khusus

3 |TerwuJudnya tata kelola SDI yang baik
melalui pemenuhan daftar data daerah
yang berkualitas

Nilai kualilas data SOI

eKinerja

Dasar Hukum :
2. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
b. Keputusan Gubernur Nomer 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definisi ;

Nilai Kualitas Data S| terdiri atas 4 aspek yaitu:

a, Aspek Ketepatan Wakfu : Mengukur kepatuhan wakiu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui
Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

b. Aspek Kelengkapan Data : Mengulkur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen
Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

€. Aspek Keunikan Isi Data - Mengukur fingkat duplikasi data yang d&umpulkan oleh Produsen Data melalui
Walidafa Pendukung kepada Walidata,

d. Aspek Validitas Data : Mengukur vakditas data oleh Produsen Data

Metode Pengukuran ;

Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu} + {Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nifal Aspek
Keunikan Is Dataj + {Nilal Aspek Validitas Data)]

{Rentang nilai kualitas data S0I: 0 - 4)

Keterangan :

a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang waijib terkumpui
sesuai ketetapan)

b. Nifai Aspek Kelengkapan Data = {Jumiah fife data yang memiliki komponen lengkap / Jumlzh file data
sesuai ketetapan)

¢. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kungi /
Jumlah file data sesual ketetapan)

Ni&

N/A

Ni&

325

3.25

Nilai




Triwulan

Nomer Sasaran Sirategis Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja : i m v Tahunan Ketarangan
d. Nilai Aspek Vallditas Data = (Jumiah file data yang tervalidasi oleh produsen data { Jumlah file data
sesuai ketetapan)
Catatan :
a, Batas waku pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis
b, Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis
| Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta
4  |Terkelolanya Keuangan Daerah vang  |Perseniase Pelaksanaan e-Kinerja Definisi: _ 5 25 55 100 100 FPersen
|Sehat, Transparan, dan Akuntabel Inventarisasi BMD pada Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan
[ Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
| Kuasa Pengguna Barang Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PDAUKPD dan UPB
Penghitungan melalui sistemn e-Inventarisasi;
a. Bobot 5%
PDAUKPDAUPE menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b. Bobot 85%
PDAUKPD/UPB menyelesaikan penginpuian data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumizh
BMD yang dimiliki
¢. Bobot 10%
PD/JKPDAJPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi {LHI}
3 |Peningkatan penggunaan produk dalam |Perseniase realisasi e-Kinerja Dasar Hukum : N7A& 30 /A 80 80 Persen

negeri

belan|a barang/jasa
bersertifikat TKDN, produk
dalam negeri, danfatau
produk usaha mikro kecit
dan koperasi dani hasil
praduksi dalam negeti

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 {entang Perindustrian;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 fentang Pemberdayaan Industri;

¢. Peraturan Prasiden Nomor 12 Tahun 2021 tenfang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk  Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan  Gerakan

Nasional Bangga .Buatan Indonesia pada Pefaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disfinisi :

a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang
diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di lndonesia
ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah menggunaian produk dalam negeri (seif declare )

b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang  menjelaskan
kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

<. Belanja Pengadaan adalah belanja barangfasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial
dan belanja modal {melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kede rekening:

barang,

5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa

5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemarintah Pusat

5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02 - Belanja Medal Peralatan dan Mesin




Triwulan

Nomor Sasaran Strategis Indlkator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja n m m N Tahunan Keterangan
5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04 - Bolanja Medal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.06 - Belanja Modal Lainnya
Metode Pengukuran :
Jumiah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKON, produk dalam negeri, danfatau produk usaha mikro
kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja
Sumber Data :
a. Bighox LKPP
b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD} P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi
Pemeriniah Dagrah (SIFD) BKI Jakarta — BPKD
&  |Terimplementasinya Pengembangan  |Persentase Implementasi e-Kinerja Dasar Hukum : NiA NIA NiA 100 100 Persen
Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi  |Pengembangan a. Peraturan Pemeriniah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat
DKI Jakarla 40 Jam Pelajaran per tahun |Kompetensi PNS (4) Pengembangan kompatensi bagi satiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan pafing

Pemerintah Provinsi DKI sedikil 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Jakarta 40 Jam Pelgjaran b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomar 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetansi

per tahun Pegawai minimal sebanyak 40 {empat puluh) Jam Petajaran Per Tahun.
Definisi:
Terselesaikannya Pemenuban Pengembangan Kompetensi sesuai Insiruksi Sekretaris Daerah Nomor 29
Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat
puluh) Jam Peiafaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi
dalam htips:/simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumiah jam pelajaran sefama tahun 2024,
Metode Pengukuran ;
[(Jumnlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]
Sumber Data :
Simdiklat BPSDM dan PlntAr BPSOM

7 |Meningkatnya Manajemen Pengetahuan| Persentase penyshesaian e-Kinerja Dasar Hukum : Ni& NfA 50 50 100 Persen
tahapan manajemen Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan,
pengetahuan

Definisi :
Terselesafkannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pamerintah
Provinsi DKI Jakarta melalui hitps:fkm-bpsdm jakarta go.id

Metode Pengukuran :

Realisas| Target berupa 4 taporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas
wakiu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama
fanggal 5 Bulan November Triwulan 4).

Sumber Data !

hitps.fkm-bpsdm.jakarta.go.id




Triwulan

Nomor Sasaran Strategls Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja ' m m v Tahunan Keterangan
8§  |Implementasi Penerapan Manajemen | Persentase Implementasi e-Kinerja Dasar Hukum : N/A 50 N/A 100 100 Persen
Risiko Penerapan Manajemen a. Peraturan Gubernur Nomer 122 Tahun 2020 tenfang Penerapan Manajemen Rlisiko pada Pemerintah
Risiko Pravinsi DKI Jakarfa
b. Kepulusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta
Deefinisi ;
Prases Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan metaiu! 5 (lima) tahapan;
a. Komunikasi dan konsultasi;
b. Penetapan konteks;
¢. Penilaian Risiko {Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Rislka);
d. Penanganan Risiko; dan
¢. Pemantavan,
Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risike, dan tren perubahan
besaran/Levet Risiko
Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.
Formula Pengukuran :
[(Jumlah dokumen yang terveriflkasi oleh inspekiorat) / {Seluruh dakumen yang wajib terkumpul sesusi
batas wakiu pengumpulan pada Triwulan 4)} x 100%
Quiput Sasaran ;
Bokumen Formulir Laporan Pemantauan Ristko TW I
Dokumen Formulir Laporan Pamantauan Risiko TW )V
Mefode Pengukuran ;
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh
Inspekiorat :
Triwulan 1l :
Dokumen Formulic Laporan Pemantauan Risiko TW I
Triwulan 1V :
Dakumen Formulic Laporan Pemantauan Risiko TW IV
9 |Tercapainya Target Kinerja Anggaran  |Presentase Nilai Kinerja e-Kinerja Dasar Hukum : N/A NfA A Fil 71 Persen

atas Aspek Implementasi

Anggaran atas aspek
Implemeantasi

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dagrah

Pasal 195 . "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan
diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan
evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”

Definisi :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

a. Kinerja Anggaran adalah capalan Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.

b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan
untuk menghasilkan informasi Kinerja mangenai penggunaan
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Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian kefuarannya yang diukur dalam
1 {satu} Tahun Angyaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung ates aspsk implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebaga
berikut :
1) Pengukuran Capalan Keluaran kegiatan/subkegiatan;
- diukur dengjan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran {Cutput} Kegiatan dengan target
indikator Keluaran (Qulpuf) Kegiatan,
Sumber Data : e- SAKIP
2} Penyerapan Anggaran:
- dlukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan sefisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran
sebenarnya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasifkan capaian
Keluaran {Output) Program atau capaian Keluaran (Oulpuf) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian
Keluaran {Qutput] Program atau capaian Keluaran (Cufpui) Kegiatan,
Sumber Data :
4) data capaian Keluaran (Cufpuf) KegiatarvSubkegiatan sumber data e-sakip;
b} pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
¢} realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.
4). Konsistensi Penverapan Anuaaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penartkan dana
sefiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD
Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=97%
BK = 18,2%
Bekk = 43,5%
BE = 28,6%
Bp : Bobot penyerapan anggaran
BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran
BE : Bohot efisiensi
Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan ;
< 60 = Rendah
>80 5.d 70 = cukup
> 70 s.d 90 = Baik
> 90 s.d 100 = Sangat Baik

Sasaran Operasional

10

Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan

Gubernur

Persentase capaian
penyelesaian Tindak Laajut
Arahan Gubernur

e-Kinerja

Metode Pengukuran :
Jumlah Realisas! TL Arahan Gubemur {rapim, e-office , arahan melalui media slektronik, dan bentuk arahan
lzinnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubermur dikali 100%

100

100

100

100

100

Persen




Nomag Sasaran Strategis Indikator Kinerja SumberData | Pengukuran Kinera - - T"‘"l""'“ T Tamnan | Keterangan
10 |Terselesakannya Tindak Lanjut Arahan | Persentase capaian e-Kinerja Metode Pengukuran | 100 00 | 100 | 100 | 100 Persen
Gubernur penyelesaan Tindak Lanjul Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur [raplm, e-office | arahan medalui media elekironik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi |
Arahan Gubarmur Jumdah TL Arahan Gubemur dikali 100%
11 [Meningkatnya penyelesaian pengaduan |Persentase capatan CRM Metode: Pengukuran | 100 | 100 100 100 100 Persen
magyarakal : penyelesaian pengaduan Jurniah Realisasi TL Adusan Masyarakat dibagi Jumiah TL Aduan Masyarakat di kali 100%
[ | masyarakat |
12 |Terselesaikannyz tindak lanjut |Persentase progress e-Kineria |Metode Penqukuran ; 25 25 25 25 100 Persen
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan |penyelesaian indak lanjut {90% dari jumiah rekomendasi LHP BPK R! Tahun 2005 dan seterusnya yang ielah diselesalkan oleh Perangkat Daerah dan
eksternal {BPK} rekomendasi temuan hasil UKPD dibawah koordinasinya / jumish sisa rekomendasi yang bekm ditindaklanjuti dari EHP BPK RS tahun 2005 dan
pemesiksaan eksternal {BPK) |seterusnya1 x 1004 (Verffikasi oleh Ingpektorat)

Jakarta, 2024
Selretaris Daerah Provinsi Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Frovinsi D] Jakaria
»‘L"\/
Joka Adus Sgtyono twan Ku/nigwan
NIP 1968131 11556031004 NIP 1971090914997031006




' RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Rencana Aksi daniatau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal

NO Sasaran melikator Kinerja Utama | Target IKU Ghiis Kriteriz Keberhasilan Target/Output Waltu
1 |Peningkatan Dukungan Teknis, Milai Kompanen Pengukuran 378  |RAt. Penyelanggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB KK1.1. Tedaksananya inistatif perubahan konten T/01.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024 TW1
Administrasi, dan Analisis dan Pelaporan pada Evaluasi pejanjian kinerja tahun 2024
Penyelenggaraan Unusan AKIP
Pemerintah Daerah RA2. Menyusun inisialif perubahan konten pejanjian kinerja tahun 2024 |KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber |T/02.1.1. Laporan Hasil FGD {1 Laporan) W3
KemenPANRB
2 |Percepatan, Pengendalian, dan |Skot EKPPD 4,128  |RA1. Penyusunan [nstruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan KK1.1. Tersusunnya Instnsksi Sekrefaris Daerah THO1.1.1. Instruksi Sekretaris Daerah tentang Triwulan 1
Evaluasi Pelaksanaan LPPD Pemerintah Provinsi DK Jakarta Tahun 2024 yang memuat tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DK|  |penyusunan LPPD Pemerintsh Provinsi DKI Jakarta Bulan Januari
Kebiakan Pembangunan antara tain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah [Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi |  (Bulan Berjalan)
LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat |2, LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah
Daerah
RA2. Penyusunan dokumen LPPD Tahun 2023 KK2.1. Tersusunnya dokumen LPPD Tahun 2023 [TAO2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Para Triwulan 1
Perangkat Daerah Bulan Maret sesuai
TH02.1..2. Muatan Pada BAB LPPD Permendagri 18
RA3. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Pefangkat Daerah atas KK3.1, Tarlaksananya Monitoring dan Evaluasi TAO3.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan 1
capaian IKK Tahun sebelumnya Perangkat Dagrah atas capafan (KK Tahun Perangkat Daerah atas capaian [KK Tahun sebeluminya
sebelumnya
RA4. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas KK4.1. Terlaksananya Moniforing dan Evaluasi T#04.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwlan 1-4
capaian IKK Tahum betjalan Perangkat Daerah atas capaian IKK Tatun berjalan  |Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan
Jakarta, 2024
Sekretaris Daerah Provinsi Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Daerah Khusus ibukota Jakarta, Sefda Provinsi DKI Jakarta,
’W
Joko retyono Iwan Kurniawan
NIP 197109091997031006

NIP 196812111996031004




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Haryadi
Jabatan - Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono
Jabatan - Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Joko Ag etyono Wahyu Haryadi

NIP 1968121( 1996031004 NIP 196701151993031005



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

‘ Nama : Wahyu Haryadi
L NIP : 196701151993031005
Jabatan . Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
—— i Triwulan
Nomer Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja ] m i v Tahunan Keterangan
Sasaran Strategis
1 |Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Komponen Pengukuran 2-SAKIP Dasar Hukum N/A NiA NIA 378 BT Nilai

Administras, dan Analisis
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daeran

dan Pelaporan pada Evaluasi
AKIP

Permenpan Nomer 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi.
Kompaonen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP
Provinsi DKI Jakarta pada Tahun barsangkutan.
a. Kemponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dan variabel

1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinenja telah dilakukan dengan bobot maksimal &

2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja
secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9

3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinena telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan
Punishment . serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektf dan efisien dengan bobot maksimal
15
b. Komponen Pelaparan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdin dan variabel

1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot
maksimal 3

2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas
atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinena serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
dengan bobot maksimal 4.5

3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
penyesuaian strategikebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7.5

Metode Pengukuran:
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinena (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP
Provinst DKI Jakarta Tahun bersangkutan

Sumber Data .
Hasil Evaluast AKIP oleh Kementerian PAN-RB




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Percepatan. Pengendalian. dan
Evaluas| Pelaksanaan Kebijakan

Pembangunan

Skor EKPPD

e-SAKIP

Dasar Hukum
Permendagr Nomor 18 Tanun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Namor 13 Tahun 2018
Tentang Laperan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

Definisi

Skor yang dikeluarkan cleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintanan
Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daeran) yang
selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagn tentang Penetapan Panngkat dan Status Kinerja
Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah secara nasional.

Matode Pengukuran .

Skor kinerja penyelenggaraan pemenntah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro. capaian
kinerja urusan pemerintanan dan perubahan kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang dipercleh di atas, maka
disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima} klasifikasi sebagai berikut:

a Skor1.00sd 1,80 status kinerja sangat rendah

b. Skor 1.81sd 260 status kinerja rendah

c. Skor 2.81 5.d. 3.40 * status kinerja sedang

d. Skor 3,41 5.d. 420 status kinerja tinggi

e Skor4.21 s.d. 5.00 _ status kinerja sangat tingg!

Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor selurun provinsi se-Indonesia

Sumber Data
Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dan
Kementerian Dalam Megen

NIA

NIA

N/A

4128

4128

Nilat

Sasaran

Khusus

3

Tenwujudnya tata kelola SOl yang baik
melalul pemenuhan daftar data

daerah yang berkuaiitas

Nilai kualitas data SDI

e-Kinerja

Dasar Hukum
a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
b. Keputusan Gubernur Nomar 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definisi -

Niiai Kualitas Data SDi terdiri atas 4 aspek yaitu:

a. Aspek Ketepatan Waktu | Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata
Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

b. Aspek Kelengkapan Data - Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data
melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

c. Aspek Keunikan Isi Data ' Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melaiui
Walidata Pendukung kepada Walidata.

d. Aspek Validitas Data - Mengukur validitas data oleh Produsen Data

NIA

NIA

NIA

325

Nilai




Triwulan

:[ Nemor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja m m v Tahunan Keterangan
.f Formula Pernitungan
:' Nilai Kualitas Data SO = [(Nilai Aspek Ketepatan Wak) + (Milai Aspek Kelengkapan Cata) + (Nilai Aspek Keunikan
| Isi Data) « (Nilal Aspek aliditas Data)]
(Rentang nilai kualitas data 501 0 - 4)
Keterangan
a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesual
ketetapan)
b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumiah file data yang memiliki kampenen lengkap | Jumlah file data sesuai
ketetapan)
¢. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci | Jumlah file
data sesuai ketetapan)
d. Nilai Aspek Validitas Data = {Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumiah file data sesuai
ketetapan)
Catatan
1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis
2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dan jadwal rlis
Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta
4 |Terkelolanya Keuangan Daerah yang |Persentase Pelaksanaan a-Kinena  |Definisi: 25 55 100 100 Persen

Sehat. Transparan. dan Akuntabel

Inventarisasi BMD pada
Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang

Capatan Hasil Inventansasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Barang
Inventansasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PC/UKPD dan UPB

Metode Pengukuran
Penghitungan melalui sistem e-Inventanisasi
a. Bobot 5%
PD/UKPDIUPB menyusun SK Tim. membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b. Bobot 85%
PDIUKPD/UPE menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kena sesual dengan jumlah BMD yang
dimiliki
c. Bobot 10%
PD/UKPD/UPE menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

I

Tahunan

Keterangan

Peningkatan pengqunaan produk

dalam negen

Persentase realisasi belanja
barang/jasa bersertifikat
TKDN. produk dalam negeri,
daN/Atau produk usana mikro
kecil dan koperasi dan hasil
produksi dalam neger

e-Kinena

Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penndustrian:

b. Peraturan Pemenntah Nomer 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

c. Peraturan Presiden Nomar 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Femenntah.dan

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Definisi :

a Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi
atau dikerakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan
penyedia telah menggunakan produk daiam negeri {seif declare)

b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan olen Kementenan Penndustnian yang menjelaskan kandungan
dalam negeri pada barang. jasa dan gabungan barang dan jasa.

c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan
belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:

51.02 - Belanja Barang dan Jasa

5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

52.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.04 - Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Ingas

5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.06 - Belanja Modal Lainnya

k1

NfA

80

80

Persen

(=21

Terimplementasinya Pengembangan
Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi
DK Jakarta 40 Jam Pelajaran per

tanun

Persentase Implementasi
Pengembangan Kompetensi
PNS Pemenntah Provinsi DKI
Jakarta 40 Jam Pelajaran per
tahun

e-Kinera

Dasar Hukum :

a. Peraturan Pemerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat {4)
Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua
puluh) jam pelajaran dalam 1 (saw) tahun,

b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawa
minimal sebanyak 40 (empat pulun) Jam Pelajaran Per Tahun.

Definisi:

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomar 28 Tahun
2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam
Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam
https:/isimdiklat-bpsdm jakana.go.id

Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumian jam pelajaran selama tahun 2024,

Metode Pengukuran
[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]

Sumber Data
Simdikfat BPSDM dan PintAr BPSDM

MNIA

N/A

)

100

100

Persen




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

Meningkatnya Manajemen

Pengetahuan

Persentase penyelesaian
tahapan manajemen
pengetahuan

a-Hinera

Dasar Hukum
Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan,

Cefinisi
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKl
Jakarta melalul hitps:/fkm-bpsdm.jakarta.go.id

Metode Pengukuran .

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan {wajib terkumpul sesual batas wakiu
pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal § Bulan
Desember Triwulan 4).

Sumber Data
https://km-bpsdm jakarta.qo.id

Implementasi Penerapan Manajemen

Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinena

N/A

NI&

50

50

100

Parsen

Dasar Hukum

a. Peraturan Gubermnur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risikc pada Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta

b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DK|
Jakarta

Definisi -

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:

a. Komunikasi dan kensultasi:

b. Penetapan konteks:

¢. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko):

d. Penanganan Risiko: dan

e. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko. dan tren perubahan
besaran/Level Risiko

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formuiir Laporan Pemantauan Risiko

Formula Pengukuran
[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang waijib ter<umpul sesual batas wakiu
pengumpulan pada rwulan 4)] x 100%

Cufput Sasaran
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW I
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW [V

N/A

50

N/A

100

100

Persen




Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I m Triwiian m v Tahunan Keterangan
8 |Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas |Persentase Nilai Kinerja e-Kinerja  |Dasar Hukum : N/A N/A NIA 7 7 Persen
Aspek Implementasi Anggaran atas aspek Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan

diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan
evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."

Definisi :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.
a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
b, Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan
untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai
berikut:
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output ) Kegiatan dengan target
indikator Keluaran (Output ) Kegiatan,

Sumber Data : e- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran
sebenarnya.

- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian
Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian
Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran {Output) Kegiatan.
Sumber Data :
a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip:
b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
c} realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD,
4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD
Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=9.7%
BK = 18,2%
Bekk =43,5%
BE =28,6%
Bp : Bobot penyerapan anggaran
BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efisiensi
Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan |
< 60 = Rendah
>60s.d70=cukup
>70 s.d 90 = Baik

> 90 s.d 100 = Sangat Baik




Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja n [ m I m i Tahunan Keterangan
Sasaran Operasional
10 |Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Persentase capaian e-Kinera Metode Pengukuran 100 100 100 100 100 Persen
Gubernur penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan
Arahan Gubermnur lainnya) dibagi Jumiah TL Arahan Gubemur dikaii 100%
11 |Meningkatnya penyelesaian pengaduan  |Persentase capaian CRM Metode Pengukuran 100 100 100 100 100 Persen
masyarakat penyelesaian pengaduan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%
masyarakat
12 |Terselesaikannya tindak lanjut Persentase progress e-Kinerja  |Metode Pengukuran : 25 25 25 25 100 Persen
rekomendasi temuan hasil pemenksaan  [penyelesaian tindak lanjut Jumiah rekomendasi LHP BPK R| Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat
eksternal (BPK) rekomendasi temuan hasil Daeran dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumliah seluruh rekomendasi LHP BPK Rl yang diterima
pemeriksaan eksternal (BPK) tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)

Sekretaris Daerah

Pravinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta,

!& etyono

NIP 1963\.‘7996031004

Jakarta,

Januari 2024

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi DKI Jakarta,

Wahyu Haryadi
NIP 196701151993031005




Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang

: S Indikator Kinerja U % iteri i W
No asaran ja Utama Target IK ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Target/Output aktu
1 |Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Kompenen Pengukuran 378 RA1. Menyusun inisiatif perubahan konten pejanjian KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten pejanjian [T/01.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD TWA1
Administrasi, dan Analisis dan Pelaporan pada kinerja tahun 2024 kinerja tahun 2024 Tahun 2024
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah  |Evaluasi AKIP
Daeran RAZ. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber T/02.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan) TW3
KemenPANRE KemenPANRB
2 |Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi |Skor EKPPD 4128 RA1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat KK1.1. Teriaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat |T/O1,1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi TW1
Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah atas capaian [KK Tahun sebelumnya Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya Perangkat Daerah atas capaian |KK Tahun
sebelumnya
RA2. Optimalisasi Menitoring dan Evaiuasi Perangkat KK2.1, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat |T/02.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi TW2-4

Daerah atas capaian KK Tahun berjalan

Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan

Perangkat Daerah atas capaian [KK Tahun
berjalan

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko Agbs Sgtyono
NIP 196812111896031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi DK Jakarta,

Wanyu Haryadi
NIF 196701151993031005




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widyastuti
Jabatan : Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono
Jabatan - Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanijian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Pit. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Khusus lhukota Jakarta, Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Joko AgL¥ Setyono %‘

NIP 1968127\1996031004 NIP 1964062919891220801



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Widyastutl
NIP : 196406291989122001
Jabatan : Plt. Kepala Biro
Unit Kerja ; Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DK Jakarta
L Triwuian
Namor Sagaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I i M ™ Tahunan | Keterangan
Sasaran Strategis
€-SAKIP | Dasar Hukum; N/A NfA NIA 378 378 Nilai

1 |Peningkatan Dukungan Teknis,
Administrasi, dan Analisis
Penyelenggaraan Urusan
Pemeriniah Daerah

Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada
Evaluasi AKIF

Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemesintah
Definisi:
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja vang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilal AKIP
Provinsi DK| Jakarta pada Tahun hersangkutan.
a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobof sebesar 30 %, terdiri darf variabel :

1} Sub Kompenen Keberadaan henipa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6

2) Bub Kompanen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kineda
secara Efekiif dan Efisien dan kelah dilakukan secara berjenfang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9

3) Sub Kompanen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja kelah dijadikan dasar dalam pemberian Reward
den Punishment, serta penyesuaian stralegi dalam mencapai kinerja yang efeklif dan efisien dengan bobot
maksimal 15
b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdisi dari variabel :

1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan
bobot maksimal 3

2) Sub Komponen Kuaiitas besupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan
Kuafitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilanfkegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5

3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang beser dalam
penyesuaian strategikebijakan dalam mencapai kinerja berikulnya dengan bobot maksimal 7.5

Metode Pengukuran:

Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja {15%) pada AKIP
Provinsi DKl Jakarta Tahun bersangkutan

Sumber Data :

Hasdl Evaluasi AKIP oleh Kemenlrian PAN-RB




Sasaran

Incilkator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

] Tahunan

]

v

Keterangan

Percepatan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Keb§akan
Pembangunan

Skar EKPPD

e-SAKIF

Dasar Hujum :

a. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

b. Parmendagri Nomar 18 Tahun 2020

¢. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerrfahan Daerah

Dedfinisi :

Skor yang diketuarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang
sedanjutnya akan ditetapkan dafam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinetja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori penilaian (Permendagri Nomor 18
Tahun 2020 fentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemesintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Femerintahan Daerah , dundangkan tanggal 27 Maret 2020):

a. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah

b. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah

c. Skor 2.81 5.d. 3.40 ; status kinesja sedang

d. Skar 3.41 5.d. 4.20 : status kineda tinggi

e. Skor 4.21 5.d. 5.00 : status kinetja sangat tinggi

Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor selurub provins se-Indonesia

Metode Pengukuran :

Manggunakan LPPC yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupatentkota sebagal sumber
informasi uiama dilzksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan
Mentesi. Tim Nasional melakukan penenfuan peringkat kinerja pemerintahan daerah dengan:
a. mangkonversi nilal setiap capaian kinerja menjadi skor. Selanjuinya dengan metode proporsi akiual, nilai yang
dipercleh daerah diurutkan tergantung pada pasisi apa yang dianggap “terbaik’,
Jika ndlai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk
menghitung daerah lainnya, maka nilai daerah terkec menjadi pembilang kemudian dikali 100%. Persentase
yang dipercleh dikalikan dengan skaia tertinggi yaitu 5.

b. Perhitungan capaian kinerja makeo (CKM) : mengalikan nilaj capalan indikator dengan bobot masing - masing
indikator. Total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makrg
¢. Pengnitungan perubahan capaian kinetJa makro {PKM): nilai perubahan kinerfa setiap indikator makro
dikonversi ke dalam skor kinerfa berdasarkan skala kinerja. Nilai perubahan dikalikan dengan bobot masing -
masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capalan kinerja makro.

d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP)

Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintal Daerah (KPFPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25

Sumber Data :

Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri

N/A

NfA

N/A

4,128

4,128

Nilai

Sasaran Khusus

3

Terlaksananya kegiatan lembaga
dan Organésasi Kemasyarakatan
{Crmas} Agama penerima hibah
yang mendukung program
Pemefintah Provinsi DKY Jakarta

Jumniah laporan lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan {Ormas) Agama penerima hibah
yang kegiatannya mendukung program
Pemerintah Provinsi DK Jakarta

e-Kinerja

Definisi ;
Jumiah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya
mendukung program Pemegintah Provinsi DK Jakarta)

Metode Pengukuran ;

a. Laporan inventarisasi lambaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang
kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DK Jakarta (Triwuian 1)

b. Laporan pelaksanaan kegiatan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama lembaga penerima
\hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DK Jakarta { Stunting, Bullying, Tawuran Pelajar,
pemberdayaan pemuda ) (Triwulan 2,3,dan 4)

Dokuman




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinarja i m m v Tahunan | Keterangan
4 |Terwujudnya tata kelola SOI Nilai kualitas data SDI e-Kinefja  |Dasar Hokum ; NiA NFA NFA 325 325 Nilai
yang baik melalui pemenuhan a. Peraturan Gubemur Nemor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
daftar data daerah yang b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tenfang Daftar Data Tahun 2024
berkuafitas
Definisi :
Nilai Kualitas Data SDI terdini atas 4 aspek yaitu;
a. Aspek Ketepatan Waldy : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata
Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
b. Aspek Kelengkagan Data : Mengukur keiengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data
metalui Walidata Pandukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
¢. Aspek Keunikan lsi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang diumpulkan oleh Produsen Data metalui
Walidata Pendukung kepada Walidata.
d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data
Formula Perhitungan :
Nilai Kualitas Data SDI = [{Nilai Aspak Ketepatan Wakiu) + (Nllai Aspek Kelengkapan Data) + {Nilai Aspek
Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitzs Data)]
{ Rentang nifai kualitas data SDI 0 - 4)
Keterangan ;
a. Nilai Aspek Ketepatan Wakiu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai
ketetapan)
b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = {Jumlah file data yang memid komponen lengkagp / Jumiah file data sesuai
ketetapan}
¢. Nitai Aspek Keunilean Isi Data = (Jumdah fike data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci £ Jumiah file
data sesuai ketstapan)
c. Nilai Aspek Validltas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data f Jumlzah file data sesuai
ketetapan)
Catatan :
a. Balas wakiu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis
b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berkutnya darl jadwal rilis
Sumber Data : Portal Data Provinsi DK! Jakarta
5  |Terkelolanya Keuangan Daerah |Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada | e-Kinerja  |Definisi: 5 25 55 100 100 Persen
yang Sehat, Transparan, dan  |Pengguna Barang danfatay Kuasa Pengguna Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa
Akuntabel Barang Pengguna Barang.
Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB
Metode Pengukuran :
Penghitungan melalui sistam e-Inventarisasi
a, Bobot 5%
PD/UKPO/UPE menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
b. Bobot 85%
PD/UKPO/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesual dengan jumlah BMD
yang dimiliki
c. Bobot 10%
PDAKPDAJPB menyusun Berita Acara, SPTIM dan Laporan Hasil Inventarisasi {LHI)




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

6  |Peningkatan penggunaan produk
dalam negeni

Fersentase realisasi belanja barang/jasa
berserifikat TKDN, produk dalam negeri,
daM/Atau produk usaha mikro kecil dan koperasi
dari hasl produksi dalam negeri

e-Kinerja

Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

b. Paraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembardayaan Industr;

¢. Peraturan Presiden Nomar 12 Tahun 2021 tentang Pentbahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan

|d. Instruksi Presiden Nomer 2 Tahun 2022 fentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Daiam Negerl
|dan Produk Usaha Mikro, isaha Kegil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
|Buatan Indenesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa Pemeriniah

|

Definisi :

|a_ Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi
atau dikesfakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesiz ditunjukkan dengan pemysataan
penyedia telah menggunakan produk dalam negeri {seif declare)

b Sertifikat TKDN adalah sentifikat yang dikeluarkan olsh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan
kandungan dalam neger pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

c. Belanja Pengadaan adalah belanja barangfjasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosfal barang, dan
belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:

5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa

5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.03 - Belanja Madal Gedung dan Bangunan

5.2.04 - Belanjs Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

§.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5§.2.06 - Belanja Modal Lainnya

Metode Pengukuran :
Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kel
dan koperas! dar hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SP.J} Belanja Pengadaan.

Sumber Data :

a. Bigbox LKPP

b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah {SIPD) P3DN Kementerian Dalam Megeri atau Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD} DK| Jakarta - BPKD

N/A

N/A

B=

&0

Persen




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinetja

Triwulan

v

Tahunan

Keterangan

Terimplemantasinya
Pangembangan Kompekensi
PNS Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 40 Jam Pelajaran per
tahun

Persentase Implementasi Pengembangan
Kompetansi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
48 Jam Pelajaran per tahun

e-Kinerja

l

Dasar Hukum :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Neger Sipil Pasal 203 Ayat (4)
Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dilakukan paling sedikit 20
{dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) &hun.

b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pefaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai
minimal sebanyak 40 {empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun,

Definisi:

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instnuksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun
2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kempetensi Pegawai minimal sebanyak 40 {empat puluh} Jam
Pelajaran Per Tahun umtuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DK| Jakarta yang terdokumentasi dalam
hitps:/fsimdiklat-bpsdm jakarta.go.id

Realisasi Tamet berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.

Metode Pengukuran :

[{Jumiah capalan pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 /40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%}]

Sumber Data :

Simdiklat BPSDM dan PintAr BFSDM

N/A

WA

N/A

100

Persen

Meningkatrya Manajemen
Pengetahuan

Persentase penyelesaian fahapan manajemen
pengetanuan

e-Kinetja

Dasar Hukum :
Peraturan Gubsmur Namor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

Definisi :
Terselesalkannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengelahuan unfuk seduruh SKPD Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta metalui htips:fkm-bpsdm.jakarta.go.id

Metode Pengukuran :

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib teflkumpul sesuai batas wakiu
pengumpduian pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwukan 3 dan Minggu periama tanggal 5 Bulan
Desember Triwulan 4).

Sumber Dala :
hitps:/fkm-bpsdm.jakarta.go.id

/A

NA

50

Persen




Triwaulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 7 m M v Tahunan | Keterangan
9  |implementasi Penarapan Persentase Implementasi Penerapan Manajemen | e-Kinefja |Dasar Hukum N/A 50 NA 100 100 Persen
Manajemen Risiko Ristko a. Peraturan Gubsmur Nomor 122 Tahur 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta
b. Keputissan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Strukiur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DK
Jakarta
Definisi :

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Stralegis dan
Rencana Kefja Perangkat Daetah yang dilakukan melalui 5 {lima} tzhapan;

a. Komunikasi dan kensultasi;

b. Penetapan konteks;

c. Penilaian Risiko (ldentifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d. Penanganan Risiko; dan

€. Pemantzian.

Pemantauan dilakukan uniuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan
besaran/Level Risiko

Laporan pematitauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemartauan Risiko.

Formula Pengukuran :

[[Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspeltorat) / {(Seluruh dokumen yang waijib terkumpul sesuai batas
wakiu pengumpulan pada riwulan 4]] x 100%

Oufput Sasaran :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW Il

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Metode Pangukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen implamentasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh
Inspektorat ;

Triwulan Il :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW I

Triwulan 1V :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV




Triwulan

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja n i m v Tahunan | Keterangan
10 |Tercapainya Target Kinerja Presentase Nilai Kinerla Anggaran atas aspek e-Kinerja  [Dasar Hukum ; N/A, N/A NIA 71 71 Persen
Anggaran atas Aspek Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Imglementasi Pasal 195 : "Pemerintah Provinst D1 Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan

kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah.”
Definisi :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.
a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran,
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinesja Anggaran yang dilakukan untuk
menghasilkan informasi Kinesja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihifung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut;
1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:

- diukur dengan membandingkan anlara realisas! indikator Keluaran (Oufput ) Keglatan dengan target indikator
Keluaran {Oulput ) Kegiatan,

Sumber Data ; e- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan sefisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeiuaran sebenarmya,
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumiah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian
Keduaran (Owfput ) Program atau capaian Keluaran {Quipud } Kegiakan,

- Pengeluaran sebenarmya merupakan jumlah anggaran yang fereallsasi untuk menghasilkan capaian Keluaran
{Output) Program atau capaian Keluaran {Output) Kegiatan.

Sumber Data :

a} data capaian Keduaran {Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan

¢} realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.

4} Konsistensi Penyerapan Anggaran ferhadap Perencanaan;

- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara reallsasi anggaran dengan rencana penarikan dana
sefiap buian.

Sumber Data : proyehksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut;

Bp=97%

BK=18,2%

Bekk = 43,5%

BE =28,6%

Bp : Bohot penyerapan anggaran

BK : Bobaot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Bekk : Bobot capaizn keluaran

BE : Bobet efisiensi

Pembobotan Nilai Kinetja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan -

£ 60 = Rendah

> 60 5.d 70 = cukup

> 70 5.d 90 = Baik

> 90 5.d 100 = Sangat Baik




NO Sasaran Indikator Kinetja Sambet Pengukuran Kinerja | . T“"T""" 7| Tehuen | Ketoragan
Sagaran Qperasional

11 |Terselesaikannya Tindak Lanjut  |Persentase capaian penyelssaian Tindak Lanjut | e-Kinerja [Jumlah Reallsasi TL Arshan Gubemur {rapim, e-office, arahan melalui media elskirontk, dan bentuk arahan 100 100 100 100 100 Persen
Arghan Gubemur Arahan Gubenur tainnya) dibagt Jumlah TL Arahan Gubemur dikafi 100%

12 |Meningkatnya penyelesaian Persantase capaian penyelesaian pengaduan CRM  |Jumish Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumiah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 100 100 100 100 100 Persen
lge@aduan masyarakat matyarakat

13 |Terselesaikannya tindak lanjut  |Persentase progress penyelesaian indak lanjut | e-Kinerja |Jumlah rekomendasi LHP BPIK R Tahun 2005 dan selerusnya yang telah disatesaikan cleh Parangkat 25 25 il 25 100 Persen
rekomendasi lamuan hasil rekomendasi temuan hasll pemeriksaan skstemal Daerah dan UKPD dibawah keordinasinya dbagl jumiah seuruh rekomendasi LHP BPK RI yang ditetima
pemariksaan eksternal {BPK) {BPK) tahun 2005 dan selerusnya dikali 100% (Verifikasi oleh inspekiorat)

Jakarta, 2024

Sekretarls Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukata Jakarta,

W

Joko Agus Setyono
NIP 196812(11996031004

Pit. Kspala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Sekia Provinsi DK Jakarta,

- Widyasiuti
NP 196406251889122001




RENCANA AKS! INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Pit. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spirftual

] B Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang . .
NO Sasaran Indikator Kinerja Utama Target IKU ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Target'Cutput Waktu
1 | Peningkatan Dukungan Teknis, Nilzi Komponen 378 RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber  [KK1.1. Terlaksananya inisiatif T/IC1.1.1. Konsep konten Perkin Kepala PO TW 1
Administrasi, dan Analisis Pengukuran dan KemenPANRB perubahan konten perjanjian kinerfja | Tahun 2024
Penyelenggaraan Urusan Pelaporan pada Evaluasi tahun 2024
\Pemerintah Daerah AKIP
RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian KK2.1.Terselenggaranya FGD dengan |T/02.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan) TW3
kinetja tahun 2024 \Narasumber KemenPANRR
2 |Percepatan, Pengendalian, dan Skor EKPPD 4,128 RA1, Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi KK1.1. Terlaksananya Monitoring dan |T/01.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan TW1
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun Evaluasi Perangkat Daerah atas Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK
Pembangunan sebelumnya capaian IKK Tahun sebelumnya Tahun sebelumnya
RA2. Optimaiisasi Monitoring dan Evaluasi KK2.1. Terlaksananya Monitoring dan TI0211. Laporan Hasit Monitoring dan TW2-4
Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan |Evaiuasi Perangkat Daerah atas Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK
capaian IKK Tahun berjalan Tahun berjalan
Jakarta, 2024
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Pit. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spirituzl
Ibukota Jakarta, Setda Provinsi DK Jakarta,

Nl

Joko Agus Jetyone 0]
NIP 196812111996031004 NIP 196406291989122001




LAMPIRAN 11l TABEL ALOKASI ANGGARAN PADA BIRO-BIRO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH

1. TABEL ANGGARAN BIRO PEMERINTAHAN

Relf:e:‘ieng Program / Kegiatan Anggaran Realisasi

4.01.01 Program Penunjang Urusan Rp.1.042.031.325 Rp.995.177.841,-
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.06. | Administrasi Umum Perangkat Rp.42.176.835,- Rp.35.630.294,-
Daerah

4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Rp.370.603.087,- Rp.342.219.747,-
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp.127.872.000,- Rp.127.872.000,-
Pemerintahan Daerah

4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp.13.144.575,- Rp.13.075.800,-
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Rp.488.234.828,- Rp.476.380.000,-

4.01.03 Program Pemerintahan dan Otonomi Rp.4.793.752.798,- | Rp.4.739.994.050,-
Daerah

4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Rp.3.963.976.127,- | Rp.3.957.978.800,-

4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp.829.776.671,- Rp.782.015.250,-

2. TABEL ANGGARAN BIRO HUKUM

Kode

Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Rekening

4.01.01 Program Penunjang Urusan Rp.1.020.186.634,- Rp.937.477.306.,-
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Rp.260.726.883,- Rp.259.014.556,-
Daerah

4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Rp.588.963.751,- Rp.508.054.750,-
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Rp.170.496.000,- Rp.170.408.000,-
Urusan Pemerintahan Daerah

4.01.05 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Rp.2.361.091.463,- Rp.2.264.376.219
Hukum

4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang- Rp.624.852.802,- Rp.615.032.430,-
Undangan

4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Rp.1.736.238.661,- | Rp.1.649.343.789,-




3. TABEL ANGGARAN BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Program / Kegiatan Anggaran Realisasi
Rekening

4.01.01 Program Penunjang Urusan Rp.296.283.064,- Rp.279.611.601,-
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Rp.182.876.584,- Rp.179.737.851,-
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp.113.406.480,- Rp.99.873.750,-
Pemerintahan Daerah

4.01.02 Program Penataan Organisasi Rp.1.078.192.740,- | Rp.1.075.080.000,-

4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Rp.431.020.000,- Rp.429.320.000,-
Jabatan

4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Rp.647.172.740,- Rp.645.760.000,-
Akuntabilitas Kinerja

4. TABEL ANGGARAN BIRO KEPALA DAERAH

Kode Program / Kegiatan Anggaran Realisasi \
Rekening

4.01.01 Program Penunjang Urusan Rp.22.832.612.099,-
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Rp.1.909.424,- Rp.1.760.000,-
Daerah

4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Rp.6.974.672,- Rp.6.080.000,-
Perangkat Daerah

4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Rp.2.015.169.155,- Rp.1.945.312.310,-
Daerah

4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Rp.310.685.946,- Rp.303.373.838,-
Penunjang Urusan  Pemerintah
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp.1.463.130.534,- Rp.1.448.313.854,-
Pemerintahan Daerah

4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp.828.983.463,- Rp.810.990.161,-
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Rp.2.967.393.620,- Rp.2.168.337.916,-
Sekretariat Daerah

4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Rp.285.200.000,- Rp.283.345.000,-
Pimpinan

4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Rp.16.083.567.399,- | Rp.15.865.099.020,-




5. TABEL ANGGARAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI

Kode Program / Kegiatan Anggaran Realisasi
Rekening

4.01.01 Program Penunjang Urusan 885.476.176.531,00 849.149.642.047,00
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 623.193.828.506,- | 605.525.907.159,-
Daerah

4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Rp.362.268.295,- Rp.343.957.288,-
Daerah

4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Rp.19.802.187.495,- Rp.18.831.484.445,-
Daerah

4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Rp.26.564.083.750,- Rp.25.073.492.917,-
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp.60.268.347.434,- Rp.58.235.998.621,-
Pemerintahan Daerah

4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp.59.451.898.466,- Rp.50.798.563.130,-
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Rp.71.973.722.493,- Rp.66.943.611.087,-
Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Rp.11.354.168.096,- Rp.10.978.156.130,-
Sekretariat Daerah

4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Rp.12.500.671.996,- Rp.12.418.471.270,-

6. TABEL ANGGARAN BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

Kode Program / Kegiatan Anggaran Realisasi
Rekening

4.01.01 Program Penunjang Urusan Rp.879.234.866,- Rp.827.912.426,-
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Rp.998.108.,- Rp.920.000,-
Daerah

4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Rp.161.554.353,- Rp.142.668.746,-
Daerah

4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Rp.596.822.243,- Rp.570.170.000,-
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp.113.406.480,- Rp.107.700.000,-
Pemerintahan Daerahg

4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp.6.453.682,- Rp.6.453.680,-
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

4.01.06 Program Perekonomian dan Rp.145.136.400,- Rp.145.136.400,-
Pembangunan

4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Rp.145.136.400,- Rp.145.136.400,-
Koordinasi Perekonomian

4.01.08 Program  Kebijakan  Administrasi Rp.49.800.000,- Rp.49.800.000,-
Pembangunan

4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Rp.49.800.000,- Rp.49.800.000,-
Pelaksanaan Pembangunan Daerah




7. TABEL ANGGARAN BIRO KERJA SAMA DAERAH

Realisasi

4.01.01 Program Penunjang Urusan Rp.3.448.271.920,- Rp.3.284.280.975,-
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Rp.18.106.663,- Rp.17.430.000,-
Daerah

4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Rp.860.421.925,- Rp.766.521.063,0-
Daerah

4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Rp.2.049.763.400,- Rp.1.983.380.160,-
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp.487.666.644,- Rp.484.724.652,-
Pemerintahan Daerah

4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp.32.313.288,- Rp.32.225.100,-

Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Rp.33.095.998.833,- Rp.28.469.243.372,-

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp.33.095.998.833,- Rp.28.469.243.372,-

4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Rp.76.958.656.944,- Rp.76.940.054.818, -
OTONOMI DAERAH

4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Rp.74.805.161.944,- Rp.74.788.404.818,-

4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp.2.153.495.000,- Rp.2.151.650.000,-

8. TABEL ANGGARAN BIRO PEMBANGUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Reli::(ieng Program / Kegiatan Anggaran Realisasi

4.01.01 Program Penunjang Urusan Rp.786.730.872,- Rp.741.257.309,-
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Rp.2.169.800,- Rp.2.006.500,-
Daerah

4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Rp.103.556.757,- Rp.101.564.769,-
Daerah

4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Rp.229.981.201,- Rp.228.300.000,-
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp.252.899.882,- Rp.224.457.240,-
Pemerintahan Daerah

4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp.35.279.036 ,- Rp.34.498.800,-
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Rp.162.844.196,- Rp.150.430.000,-

Pembangunan Daerah

4.01.08 Program  Kebijakan ~ Administrasi Rp.162.844.196 ,- Rp.150.430.000,-
Pembangunan

4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Rp.162.844.196,- Rp.150.430.000,-
Pembangunan Daerah




9. TABEL ANGGARAN BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode
Rekening

Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi

4.01.01 Program Penunjang Urusan Rp.629.402.139,- Rp.606.993.008,-
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Rp.867.920,- Rp.800.000,-
Daerah

4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Rp.73.071.132,- Rp.72.157.008,-
Daerah

4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Rp.499.024.027,- Rp.479.696.000,-
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp.37.802.160,- Rp.35.940.000,-
Pemerintahan Daerah

4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp.18.636.900,- Rp.18.400.000 ,-

Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat Rp.226.516.000,- Rp.226.516.000,-

4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Rp.137.816.000,- Rp.137.816.000,-
Kesejahteraan Rakyat Pelayanan
Dasar

4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Rp.88.700.000,- Rp.88.700.000,-
Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan
Dasar

10. TABEL ANGGARAN BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Reliz:?ng Program / Kegiatan ‘ Anggaran Realisasi

4.01.01 Program Penunjang Urusan Rp.616.915.781,- Rp.599.433.179,-
Pemerintahan Daerah Provinsi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Rp.14.993.318,- Rp.13.820.000,-
Daerah

4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Rp.274.222.735,- Rp.259.920.484,-
Daerah

4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Rp.236.750.312,- Rp.235.500.000,-
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp.42.624.000,- Rp.41.880.000,-
Pemerintahan Daerah

4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp.48.325.416,- Rp.48.312.695,-

Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat Rp.350.278.964.298,- | Rp.344.526.526.345,-

4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual  Rp.349.962.880.298,- | Rp.344.210.442.345,-

4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Rp.174.040.000,- Rp.174.040.000,-
Kesejahteraan Rakyat Pelayanan
Dasar

4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Rp.142.044.000,- Rp.142.044.000,-

Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan
Dasar







LAMPIRAN IV PENGHARGAAN PADA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH

1. Peringat lll, skor 3,6560 dengan status kinerja tinggi atas Hasil Evaluasi LPPD Secara
Nasional Tahun 2023 Berdasarkan LPPD Tahun 2022

22
KEMENTERIAN DALAM NEGER!
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

PROVINSI DKI JAKARTA

Atas
Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dengan Skor 3,6560 dan Status Kinerja Tinggi
Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023

fad Tito Karnavian
I s

2. Piagam Penghargaan Pelaksanaan Inpres 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

PROVIHS! DRI JARI s

PIAGAM PENGHARGAAN

No:ST/ 19 /VI/KA/%/2024/BNNP

9 3® . INDONESIA
@ BADAR KARKOTIKA NASIONAL @‘,F, BERSINAR

Dengan Bangga Diberikan Kgmzfa:
Biro Pemerintahan Provinsi DKT Jakarta

Telah berjasa dan berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), dalam rangka memperingati
Hari Anti Narkotika Internasional HANI Tahun 2024 dengan tema “Masyarakat Bergerak, Bersama
Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar™

Jakarta, 26 Juni 2024

R DI YUWONO, S.1.K.,M.SL,CHRMP
BRIGADIR JENDERAL POLISI




3. Apresiasi Penghargaan Kinerja Pembiayaan UMKM : Terbaik dalam Partisipasi Input
Data Calon Debitur pada SIKP

4. Mitra Strategis 2023 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

@ Bk inponEsiA

.//’ 4 ;’/IYA(//’( aain

sasasEs

ARSI EES

Mitra Strategis 2023

Kantor Perwakilen Bank Indon Provinsi K| Jakarta

Diberikan Kepada

Biro Perekonamian dan Keuangan Setda Provinsi DK Jakarta

Mitra Strategis Terbaik dalam Pengembangan Ekonomi

Jakarts. 29 )
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